ETIKA
HUKUM
KESEHATAN

Dr. Nova Arikhman, S.KM, M.Kes
Mutiara Rahmi Arikhman, S.H
Ns. Novria Ningsih, MARS

L] -

ISBN 978-bL34-255-33L-7 (PDF)
wimiiing B
9 ' 786342 553367
T CH

L™ ":jn



ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Dr. Nova Arikhman, SKM, MKes
Mutiara Rahmi Arikhman, S. H
Ns. Novria Ningsih, MARS

vvvvvvvvvv

GET PRESS INDONESIA



ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Penulis :
Dr. Nova Arikhman, SKM, MKes
Mutiara Rahmi Arikhman, S. H
Ns. Novria Ningsih, MARS

Editor : Dr. Oktavianis, M.Biomed.
Desain Sampul dan Tata Letak : Yuliatri Novita, M. Hum

ISBN: 978-634-255-336-7

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022
J1. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat
website: www. getpress. co. id
email: adm. getpress@gmail. com

Cetakan Pertama, Februari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.


http://www.getpress.co.id/

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana:
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/ atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta
rupiah).




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT
atas berkat rahmat dan karunia-Nya buku dengan judul "Etika
Hukum Kesehatan" ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penyusunan buku ini merupakan wujud nyata dari kepedulian
kami terhadap isu-isu krusial yang mengiringi perkembangan
etika hukum kesehatan di Indonesia.

Etika dan hukum kesehatan adalah dua pilar yang mana
kedua pilar ini saling beririsan dan tidak dapat dipisahkan
dalam praktik pelayanan kesehatan. Seiring kemajuan
teknologi dan kompleksitas masalah di bidang kesehatan,
pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etis dan
kerangka hukum yang relevan menjadi sangat penting. Buku
ini hadir untuk memberikan panduan komprehensif bagi para
mahasiswa, praktisi kesehatan, akademisi, serta masyarakat
umum yang peduli terhadap hak dan kewajiban dalam
pelayanan Kesehatan masyarakat.

Buku ini disusun berdasarkan berbagai referensi, hasil
penelitian, dan pengalaman para ahli di bidang etika dan
hukum Kesehatan serta pemikiran penulis. Pembahasan
mencakup mulai dari dasar etika, prinsip etika kesehatan
masyarakat, hingga aspek-aspek hukum terkait malpraktik
dan perlindungan. Kami berharap, buku ini dapat menjadi
sumber bacaan yang informatif dan relevan, serta mendorong
terciptanya pelayanan kesehatan Masyarakat yang lebih
profesional, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa
buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari
kesempurnaan. Kritik serta juga saran membangun yang
datang dari pembaca sangat penulis harapkan demi
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penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga ada
banyak manfaat yang dapat diambil dari buku ini dan juga
semoga buku ini berkontribusi dalam memajukan kualitas
etika hukum di bidang kesehatan.

Padang, 7 Oktober 2025

Tim Penulis
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BAGIAN 1
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PERMASALAHANNYA

Etika kesehatan masyarakat merupakan tatanan moral
yang berdasarkan aturan berlaku dalam rangka
mengantisipasi terjadinya risiko penyakit kepada perorangan,
kelompok ataupun masyarakat yang berakibat kegawatan,
penyakit dan juga memiliki tujuan guna pemberdayaan
masyarakat agar berkehidupan yang sehat dan sejahtera.
(Dinus. 2018)

Prinsip etika adalah memupuk rasa percaya ditengah
masyarakat luas dengan pengusaha ataupun sebuah
perusahaan. Hal tersebut adalah komponen penting guna
suksesnya bisnis dalam jangka panjang. Menjaga etika
merupakan hal utama yang bertujuan mengamankan reoutasi
perusahaan. Kejujuran adalah hal yang tidak umum dan
merupakan “mata uang” yang berlaku dimanapun. Tidak
terdapat Kkerahasiaan didalam etika, keterbukaan dan
transparansi merupakan solusi. (Adji Suswanto. 2012).

Persoalan dalam etika profesi adalah bagaimana
seseorang menjalankan tugasnya dengan baik bukan hanya
yang sesuai dengan kemahirannya tapi juga disisi lain bekerja
dengan aturan dan bersikap profesional dan mencapai visi
dari pekerjaan yang ia tekuni. Begitupun dengan etika profesi
kesmas, bagaimana lulusan kesehatan masyarakat bisa




bekerja secatra baik juga profesional dengan patuh pada
aturan dan mengesampingkan kepentingan pribadi.

A. Pengertian Etika

Secara etimologi, Etika bersumber dari bahasa Yunani
yang berarti ethos, ethikos, yang bermakna watak, ataupun
adat istiadat kebiasaan. Etika memiliki keterkaitan yang erat
dengan moral,yaitu “mos” yang berarti cara hidup individu
yang taat pada aturan dan bermoral. Lebih kurang moral dan
juga etika merupakan hal yang sama,yang mana moral adalah
pengkajian terhadap suatu perilaku sedangkan etika adalah
penilaian terhadap seluruh nilai yang ada. (Asyilla,2007).

Dalam hal menilai baik ataupun buruknya suatu hal,
etika menggunakan dasar pemikiran pribadi,sedangkan dilain
pihak sumber yang mendasari moral ialah masyarakat itu
sendiri. Ensiklopedi Pendidikan menerangkan bahwa filsafat
adalah mengenai kesusilaan,nilai, serta baik dan buruknya
suatu hal. Sedangkan kamus istilah pendidikan dan umum
menyebutkan. (Asmaran,1999).

Kemudian menurut etimologi yang dicatut dari Bahasa
Arab, yaitu “Alkhulq” memiliki makna
perangai,tabiat,kebiasaan, budi pekerti. serta tingkah laku
yang kemudian jadi kebiasaan dan muncul dari manusia
secara senagaja (Mahmud Yunus, 2007).

Terdapat persamaan antara Akhlak, Moral, dan juga
Etika. Kesamaan antara ketiganya adalah sama sama
menentukan baik ataupun buruknya perilaku,Namun
terdapat pula perbedaan antara ketiganya yakni dari segi
tolak ukurnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dari




akhlak tersebut adalah “Pengetahuan mengenai perilaku lahir
dan bathin manusia” (Bertens, 2011).

B. Prinsip Etika Kesehatan Masyarakat

Prinsip dari etika kesehatan masyarakat adalah untuk
membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dengan
masyarakat. Berikut beberapa prinsip dasar Etika kesehatan
masyarakat (Iddamahfiroh. 2013)

1. Autonomy (Otonom)

Merupakan prinsip untuk menghormati hak pasien
dalam menerima atau tidaknya prosedur medis dan juga
menyikapi apapun kegiatan yang dilakukan oleh para sarjana
kesehatan masyarakat. Para tenaga medis tidak berhak
memaksakan suatu tindakan kepada pasien, Contoh
sederhananya adalah warga berhak untuk datang ataupun
tidak dalam penyuluhan, pemeriksaan gratis, usg, ataupun
kegiatan lainnya yang dilakukanoleh tenaga kesehatan
2. Beneficience (Berbuat Baik)

Adalah merupakan prinsip dimana hendaknya
melakukan suatu hal itu akan lebih besar kebaikan daripada
mudharatnya dikeduan hari. (Glory Shine. 2013).
atautindakan moral yang dilakukan mengutamakan kebaikan
untuk penyediaan keuntungan.

Contoh seorang kesmas jika ingin memberikan sebuah
promosi kesehatan hendaknya berkonsultasi atau meminta
pedapat seorang ahli sebelum melakukan sebuah tindakan
demi meraih hasil yang baik.

3. Non Maleficience (Tidak Merugikan)

Merupakan prinsip yang pada dasarnya digunakan untk

menghindari resiko atau dampak merugikan kepada pasien,




jadi dengan prinsip ini diupayakan untuk menghindari bahaya
atau cidera pada fisik serta psikologis pasien atau klien.
Contoh seorang Dokter harus mencari beberapa pilihan dalam
memberikan suatu tindakan kepada pasien, dari pilihan
tersebut dipilih mana yang paling sedikit menimbulkan risiko
terhadap pasien. Kemudian contoh lain, seorang sarjana
kesehatan masyarakat dalam memberi pelayanan apapun
hendaknya tidak menimbulkan kerugian ditengah
masyarakat.

4. Confidentiality (Kerahasiaan).

Prinsip ini merupakan prinsip institusi kesehatan dalam
menyimpan kerahasiaan informasi mengenai pasien yang
disimpan dalam bentuk catatatn dokumen kesehatan, dan
hanya dapat dilihat guna pengobatan dan tiada seorangpun
yang boleh melihat catatan tersebut kecuali untuk tujuan
medis ataupun dengan persetujuan pasien yang
bersangkutan. Contoh sederhananya adalah seorang sarjana
kesehatan merahasiakan apapun bentuk survey yang sifatnya
informasi pribadi.

5. Fidelity (Menepati Janji)

Merupakan prinsip seorang tenaga kesehatan untuk
berkomitmen dalam menepati janjinya kepada pasien dan
merupakan ketaatan pada kode etik yang menyataan
tanggungjawab mendasar perugas kesehatan hingga tercapai
peningkatan  kesehatan, pulihnya  kesehatan dan
meminimalisir penderitaan. Contoh sederhananya adalah
janji yang diucapkan dokter untuk melakukan tindakan
minggu depan maka dokter tersebut hendaknya menepati hal
tersebut, dan juga seorang dokter yang berkomitmen utuk
menjaga kerahasiaan informasi pasiennya sampai kapanpun.




upaya unk memperbaiki kesehatan masyarakat selaras
dengan program yang telah di buat.
6. Fiduciarity (Kepercayaan)

Merupakan prinsip kepercayaan masyarakat atas segala
tindakanuseorang  tenaga  medis. Contoh  pasien
mempercayakan tindakan dalam pengangkatan tumornya
kepada tim dokter, contoh lainnya yakni warga suatu desa
mempercayakan kepada tenaga kesehatan masyarakat dalam
membasmi bibit wabah malaria.

7. Justice (Keadilan)

Pada dasarnya ini adalah prinsip moral dalam
penyebaran keuntungan dan resiko secara adil tanpa pandang
bulu. Contohnya ialah petugas medis tak boleh berprilaku
membeda-bedakan atau diskriminatif dalam meberikan
pelayanan kesehatan antara pasien BP]S dengan pasien VVIP,
atau contoh lainnya tenaga kesehatan menyediakan
pelayanan kesehatan yakni
penyuluhan,imunisasi,pemberantasan jentik pada seluruh
lapisan masyarakat.

8. Veracity (Kejujuran)

Yaitu prinsip bahwa pemberi pelayanan harus memberi
informasi secara akurat, konferhensif dan objektif agar pasien
memahami dan menerima materi yang ada. Contohnya
petugasokesehatan hendaknya menjelaskan mengenai
penyakit yang diderita pasien secara jujur dan se transparan
mungkin kepada keluarga pasien. Berikut beberapa prinsip
etika profesi kesehatan, yakni:

a. Lulusan Kesehatan masyarakat hendaknya membahas
serta menjelaskan dasar-dasar penyakit serta prasyarat
yang bertujuan untuk mencegah kerugian kesehatan.




b. Dengan menghormati hak tiap-tiap individu dalam
bermasyarakat maka hendaknya kesehatan masyarakat
akan tercapai.

c. Selurus program, kebijakan, dan prioritas dalam Kesehatan
masyarakat harus dikembangkan dan di evaluasi melalui
berbagai proses yang melibatkan masyarakat.

d. Petugas kesehatan masyarakat hendaknya memberikan
advokasi atau saling bersinergi guna memberdayakan
anggota masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa
sumber daya dan kondisi yang diperlukan untuk kesehatan
dapat di akses oleh seluruh anggota masyarakt.

e. Kesehatan masyarakat hendaknya mencari sejumlah
informasi yang sekiranya dibutuhkan guna melaksanakan
kebijakan yang efektif serta program yang meningkatkan
dan melindungi kesehatan.

f. Institusi kesehatan masyarakat hendaknya menyajikan
informasi yang dimiliki oleh mereka kepada masyarakt
yang dibutuhkan guna keputusan mengenai kebijakan
program-program dan mesti mendapatkan kesepakatan
masyarakat dengan tujuan pelaksanaannya.

g. Organisasi dan badan kesehatan masyarakat harus
bertindak cepat berdasarkan informasi yang tersedia bagi
mereka dalam batas sumber daya dan wewenang yang
diberikan oleh masyarakat.

h. Program dan kebijakan kesehatan masyarakat harus
didasarkan pada pendekatan yang memperhitungkan dan
menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan budaya yang
berbeda-beda yang ada di masyarakat.

i. Program dan kebijakan kesehatan masyarakat harus
dilaksanakan dengan cara yang paling efektif untuk
meningkatkan lingkungan fisik dan sosial, dan cara




pelaksanaannya akan memiliki dampak yang signifikan
terhadap kesehatan masyarakat.

j. Institusi kesehatan masyarakat wajib melindungi
kerahasiaan informasi yang bisa menimbulkan kerugian
bagi individu ataupun masyarakat jika diungkapkan ke
publik. Kecuali jika terdapat kemungkinan besar kerugian
bagi individu atau pihak lain.

k. Institusi kesehatan masyarakat hendaknya memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan
mereka memiliki kompetensi profesional yang diperlukan.

l. Lembaga kesehatan masyarakat dan pegawainya harus
bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara yang dapat
membangun kepercayaan publik dan meningkatkan
efektivitas lembaga-lembaga tersebut.

3. Permasalahan Etika Profesi Kesehatan Masyarakat

Etika profesi adalah kesesuaian antara tingkah laku
manusia dengan suatu profesi apakah sesuai dengan kode etik
profesinya. ~Menggunakan keahlian untuk kebaikan
masyarakat luas adalah orientasi utama dalam etika profesi.
Dalam menjalankan profesi, pelaksana petugas kesehatan
masyarakat umumnya pasti bertujuan untuk meningkatkan
seluruh kesehatan masyarakat, namun Hak pribadi individu
tidak selalu dihormati. Konflik semacam ini mungkin klinis
,hal yang sama juga berlaku untuk pelaporan medis wajib. Hal
yang sama juga berlaku untuk penanganan penyakit menular.
(Adji, 2012).

Lulusan kesehatan masyarakat perlu
mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, lingkungan,
dan ekonomi saat menangani masalah kesehatan dan
berbagai penyakit. Tenaga kesehatan memiliki kesempatan




untuk mempengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat

melalui tindakan mereka. (Adji, 2012).

a. Kapan penyakit sebaiknya dilaporkan kepada tenaga

kesehatan yang berwenang?
Tiap negara memiliki pengaturan khusus mengenai
identifikasi penyakit tertentu dengan implikasi kesehatan
terhadap masyarakat luas termasuk Indonesia. Termasuk
didalamnya penyakit menular, yang tentu saja
membutuhkan pelaporan. Melanggar kerahasiaan dengan
mengungkapkan diagnosis sebuah penyakit secara hukum
dibolehkan dengan catatan bahwa penyakit tersebut
menjadi risiko kesehatan publik, Dampak dari hal ini sangat
serius, dan berkaitan dengan individu atau kelompok. (Adji
Suswandono, 2012).

b. Apakah pasien dapat menolak untuk berpartisipasi dalam
langkah-langkah rutin pencegahan penyakit standar?
Dalam contoh sederhananya, jika terdapayn suatu
imunisasi yang diwajibkan dalam sebuah yurisdiksi makan
akan menimbulkan masalah jika seseorang tersebut
menolak. Tapi jika tidak diwajibkan, dan terdapat
penolakan dari orang tersebut dikarenakan suatu alasan
tertentu misalnya alasan keagamaan, maka hal tersebut
bisa dihormati (Adji Suswandono, 2012).

c. Apakah seorang Dokter menolak mengikuti mandat
kesehatan publik yang ia sendiri menentangnya?

Hukum dan aturan tentang kesehatan masyarakat
kebanyakan merefleksikan proses kebijakan publik yang
disertai pengorbanan. Sebagai dampaknya, dokter dan
petugas kesehatan lainnya acapkali menemui diri mereka
berlawanan dengan hukum atau aturan pelayanan
kesehatan. Para profesional memiliki kewajiban untuk




menggunakan penilaian yang bijaksana dan tidak
mematuhi undang-undang yang tidak adil atau tidak
bermoral. (Adji Suswando,2012). Maka dengan demikian,
yang terbaik adalah profesional dibidang kesehatan turut
serta dalam menetapkan aturan yang selaras dengan nilai
moral. (Adji Suswandono, 2012).

d. Dalam keadaan apa saja seorang pasien dapat dipaksa

untuk menerima perawatan medis yang tidak mereka
setujui?
Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa hukum diatur oleh
negara, pemaksaan terhadap pasien untuk mendapatkan
perawatan medis merupakan wilayah kontroversial dalam
hukum. Jika suatu penyakit menimbulkan akibat dan
dampak yang besar bagi masyyarakat luas, maka pasien
yang mendrita suatu penyakit wajib dipaksa untuk diberi
obat. Sebagai contoh seorang pasien yang menderita TB
paru aktif yang sudah resisten terhadap sebagian obat anti-
TB, maka pasien tersebut wajib dipaksa untuk diobati
karena resikonya akan dapat menularkan penyakit
tersebut kepada orang lain. Namun keadaan lain yang tidak
menimbulkan bahaya atau resiko kepada orang lain seperti
seseorang menderita kanker darah, maka orang tersebut
tidak wajib dipaksa untuk melakukan rangkaian
pengobatan. (Adji Suswandono,2012).

Studi kasus profesionalitas petugas kesehatan dalam konteks

etika:

a. Lisa adalah seorang perawat yang mencintai pekerjaannya,
sangat pandai dalam jalankan peran dan fungsi sebagai
perawat. Namun suatu ketika terjadi kebakaran di bangsal
tempatnya bertugas, alih-alih berupaya menolong pasien,
Lisa malah lari menyelamatkan dirinya sendiri. Tindakan




tersebut tidak sesuai dengan komitmenya sebagai perawat
yang akan melindungi kepentingan pasien karena itu meski
pandai bukanlah perawar propesional.

b. Rita adalah bidan desa suatu daerah, ia juga praktek di
rumahnya sendiri yang cukup jauh dari tempat ia bekerja
suatu kali ibu hamil datang pada nya hendak melahirkan
denhgan sedikit gangguan namun peralatanya yang
terbatas ditempatnya, merujuk pasien ke RS, pasien tidak
punya kendaraan maka ia mengantar pasien sampai rumah
sakit.

c. Seorang pasien semalaman tidak bisa tidur karena
kesakitan yang dirasakan, tetap akan dibangunkan pada
pukul 6 pagi untuk mandi dan sarapan meski baru saja
terlelap, demikian juga pemberian terprogram misal max
masuk 8jam sekali, petugas memsakan progam secara
kaku, jadi pasen bukan tambah baik tapi malah tambha
buruk.

d. Kasus perawat sikap acuh tak acuh kurang perhatian
terhadap perhatian pasien. Seorang pasien anak 13 tahun
menderita demam rematik. Ia batuk-batuk trus kukunya
tambak membiru jantung berdetak keras sehingga selama
6 jam ranjangnya sampai turut berguncang. Permintaan
pertolongan dari ibunya terhadap perawat bahkan
mendapat omelan dari perawatnya. Akhirnya ibu menagis
di lorong sampai dilihat kepala perawat mendengar cerita
ibu tersebut kepala perawat langsung memanggil dokter
jaga walaupun perawatan intensif di lakukan serta usaha
keras dokter, perawat khusus jiwa anak tersebut tidak
tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

Jadi semua tindakan di atas adalah tindakan yang tidak etis

dan tidak sah.




BAGIAN II
MASALAH KESEHATAN
MASYARAKAT DI INDONESIA

Masalah yang kita hadapi hari ini adalah akibat dari
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gaya hidup
sehat, terutama di kalangan mereka yang kurang
berpendidikan. Masalah ini juga disebabkan oleh kebiasaan
tidak sehat yang ada di masyarakat. Hal ini mungkin juga
disebabkan oleh kurangnya atau ketidakcukupan fasilitas dan
infrastruktur untuk gaya hidup sehat, atau fasilitas yang tidak
memenuhi standar kesehatan, seperti penyediaan toilet yang
sehat dan pasokan air bersih yang memadai. Hal ini akan
berdampak negatif pada lingkungan masyarakat. Jika kondisi
hidup masyarakat menjadi tidak sehat, hal ini akan
menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat.

Kesehatan dapat diartikan sebagai optimalnya kondisi
mental, fisik, sosial, dan spiritiual bagi individu yang
memungkinkan produktivitas, bukan sekadar ketiadaan
penyakit. Kesehatan dapat dipahami sebagai terdiri dari dua
dimensi yang saling terkait: produksi dan konsumsi. Dalam
konteks dimensi produksi, konsep kesehatan dianggap
sebagai bentuk modal produksi, atau alternatifnya, sebagai
prasyarat yang diperlukan bagi individu untuk terlibat dalam
aktivitas produktif.




Satu diantara upayanya dalam konteks industri adalah
evolusi konsep dari kesehatanodanokeselamatanokerjao(K3).
Manfaat kesehatan merupakan kondisi yang perlu dinikmati
oleh tiap insan dan oleh karena itu patut disyukuri.
Pemahaman tentang upaya manusia untuk menjaga dan
meningkatkan tingkat kesehatan guna mencegah penyakit
dan komplikasi kesehatan difasilitasi oleh Kesehatan
Masyarakat. Tenaga Kesehatan Masyarakat ini mencakup
inisiatif pencegahan dan promosi, termasuk gizi, sanitasi,
konseling genetik, asuransi, dan estetika.

Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai seni serta
ilmu dalam pencegahan penyakit, memperpanjang umur,
mempromosikan kesehatan,obertambahnya efisiensiodengan
cara pemanfaatan potensimsemua komunitas. Konsep
kesehatan masyarakat melibatkan upaya untuk mendorong
orang agar mengadopsi perilaku sehat, yang lebih mungkin
muncul dan bertahan jika didasarkan pada kesadaran diri. Hal
ini menjadikan relevannya konsep upaya sehat dari, oleh, dan
untuk komunitas sangat relevan.

Desa Siaga merupakan sebuah konsep yang telah
dikembangkan oleh Pemerintah. Desa Siaga tersebut
menerapkan pendekatan untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan segala permasalahan dalam bidang kesehatan
dari, oleh, serta untukomasyarakat itu sendiri. Peran tenaga
kesehatanmsebagai penggerak lewat kegiatan promosi
kesehatan yang dilakukan dengan memberikanopelatihan
tentang implementasi Desa Siaga. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan melalui serangkaian sesi pelatihan, tujuannya
adalah mengidentifikasi masalah kesehatan dengan
memperkenalkan masalah kesehatan dan penyakit umum di
lingkungan peserta. Hal ini diikuti dengan survei penilaian




mandiri (SMD) dan implementasi solusi yang disepakati
melalui rapat masyarakat desa (MMD). Tujuan pemerintah
adalah memfasilitasi peningkatan tingkat kesehatan
masyarakat secara lebih cepat dan berkelanjutan, dengan
masyarakat mengambil peran proaktif dalam pengelolaan
kesehatan mereka sendiri.

Tanpa dasar pemahaman yang kokoh, sangat penting
bagi tenaga kesehatan wuntuk memiliki pemahaman
komprehensif tentang penyakit dan masalah kesehatan
masyarakat. Implikasinya adalah kesenjanganmpemahaman
tentang konsepmpenyakitmdan permasalahan kesehatan
antara tenaga kesehatanmdanomasyarakat akan semakin
lebar, hingga menyebabkan kegagalan dalamomeningkatkan
status kesehatanomasyarakat.

A. Masalah Kesehatan Dalam Masyarakat

1. Masalah Perilaku Kesehatan

Faktor perilaku, seperti rendahnya literasi kesehatan
dan kemiskinan, merupakan penyebab utama masalah
kesehatan. Kondisi-kondisi ini mungkinmterkait dengan
tingkatmpendidikan, yang memengaruhi tingkat pngetahuan
masyarakat tentang perilaku sehat. Menurut
penelitiannHendrik L Blum di AmerikamSerikat, proses
pembentukan perilaku yang dimulai dengan pengetahuan
memerlukan sumber pengetahuan, yang diperoleh melalui
pendidikan kesehatan.

Berdasarkannpendapat Lawrence Green terdapat tiga
faktor utama yang mempengaruhi perilaku yakni faktor
predisposisi, faktor memfasilitasi, dan faktor penguat. Oleh
karena itu, pendidikan bidang kesehatan yang merubah
perilaku harus mengatasi ketiga faktor ini agar masyarakat




mengadopsi  perilaku  yang sejalan dengan nilai-
nilaimkesehatan (perilaku hidup bersih dan sehat).
2. Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Fenomena pertumbuhan penduduk yang tidak disertai
dengan peningkatan luas lahan telah terbukti menimbulkan
sejumlah masalah, termasuk kepadatan penduduk yang tinggi
dan lingkungan hidup yang tidak layak. Faktor-faktor ini telah
terbukti memiliki dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat.

Kesehatan lingkungan dapat didefinisikan sebagai
kondisi  optimal lingkungan yang secara positif
mempengaruhi pembentukan kesehatan masyarakatmyang
optimal. Permasalahan pada kesehatan lingkungan mencakup
berbagai isu, termasuk sanitasi kawasan permukiman,
tersedianya air yang bersih, pengelolaan sambah serta limbah,
dan jugampengawasan ruang publik dan pengolahan
makanan.

3. Pembiayaan Kesehatan

Ini merupakan faktor penting yang menghambat
individu dalam mengakses layanan berkualitas, khususnya
bagi rumah tangga dengan penghasilan menengah ke bawah.
4. Masalah Lingkungan Pemukiman

Salah satu dari kebutuhan paling mendasar manusia
merupakan tempat berlindung, yakni rumah. Dan aspek
penting sebuah perumahan ialah lingkungan perumahan
tersebut. Ketika pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan
peningkatan luas lahan, masalah kepadatan penduduk
muncul, yang jadi sebab timbulnya berbagai jenis penyakit
dan masalahmkesehatan di lingkungan perumahan yang tidak
layak. Perumahan yang sehat merupakan prasyarat untuk
perilaku yang sehat, namun Kkriteria tersebut sulit untuk




terpenuhi akibat dari padatnya penduduk yang tidak
seimbang dan keterbatasan ketersediaan lahannperumahan.
5. Penyediaan Air Bersih

Pentingnya air yang tidak terkontaminasi terutama
untuk keperluan minum, mandi, memasak, dan kebersihan
pribadi. Sangat penting agar air yang dikonsumsi memenuhi
persyaratan minimum untuk konsumsi air. Kriteria untuk
menentukan Kkualitas air minum mencakup berbagai
parameter, termasuk aspek fisik, bakteriologis, dan kimia. Air
yang dianggap memiliki kualitas sehat ditandai oleh sejumlah
sifat khusus. Pertama, air tersebut bening, tidak berbau, dan
tidak berasa. Kedua, suhunya lebih rendah dari
suhunudaransekitar. Ketiga, air terbebas dari segala
bakterinpatogen. Terakhir, terdapat jumlah yang cukup dari
zat-zat tertentu. Di Indonesia, berbagai sumber air digunakan
untuk air minum, termasuk air sungai, air danau, air hujan, air
mata air, sumur yang dangkal maupun dalam. Jelas bahwa
semua sumber asal air ini punya karakteristik yang berbeda-
beda, sehingga memerlukan berbagai metode pengolahan,
dimulai dari yang sederhana hingga yangmpalingmcanggih,
untuk memastikan kelayakannya sebagai air minum.

Tanpa akses yang memadai ke air bersih, risiko
komplikasi kesehatan meningkat, termasuk tetapi tidak
terbatas pada: infeksi pada dermis (kulit), infeksi saluran
cerna, serta penyakit pada gigi dan mulut.

6. Pengelolaan Limbah dan Sampah

Sampah didefinisikan sebagai hasil dari Kkotoran
manusia, limbah domestik, limbah industri, atau limbah
publik lainnya. Limbah padat didefinisikan sebagai sebuah
bahan padat ataupun benda padat yang dibuang dikarenakan
benda tersebut tak digunakan lagi dalam aktivitas




masyarakat. Pengelolaan sampah dan limbah yangmtidak
memadai telah terbukti memiliki dampak merugikan
terhadap lingkungan, menyebabkan polusi.

Pengolahan kotoran manusia memerlukan fasilitas yang
memenuhi standar tertentu untuk mencegah pencemaran air
dan tanah, polusi pada bau atau aroma dan terganggunya
estetika lingkungan. Fasilitas untuk pembuangan dan
pengolahan limbah manusia, termasuk toilet dan tangki
septik, harusnmemenuhi standar kesehatan untuk mencegah
penyebaran penyakit yang ditularkan melaluinkotoran.

Pengelolaan limbah, yang mencakup bahan organik,
anorganik, dan berbahaya, merupakan proses dua tahap.
Tahap pertama adalah pengumpulan dan pengangkutan
limbah, sedangkan tahap kedua adalah pembuangan dan
pengolahan limbah.

Mencegah kontaminasi air dan tanah merupakan tujua
yang paing utama dari pengolahannlimbah. Oleh karena itu,
Proses pengolahan limbah harus menghasilkan limbah non-
berbahaya, yang didefinisikan sebagai material yang tidak
mungkin menimbulkan bahaya bagi manusia atau lingkungan
dan yang secara umum dianggap aman untuk dibuang.
Persyaratan pengolahannlimbahncair mencakup standar
fisik,bakteriologis,dan kimia. Proses pengolahan air limbah
dapat dilakukan secara sederhana atau canggih. Proses
pengolahan air limbah dapat dilakukan secara dasar melalui
penggunaan pengenceran, kolam oksidasi, dan irigasi. Dalam
konteks modern, fasilitas pengolahan air limbah canggih,
seperti SPAL/IPAL, digunakan.




B. Masalah Profesi Kesehatan

1. Dokter Umum

Kondisi geografis seringkali membuat mereka kesulitan
untuk mencapai pusat kesehatan dan rumah sakit, terutama
di daerah terpencil tempat mereka bekerja. Terkadang, untuk
mencapai  tempat-tempat tersebut, mereka harus
menyeberangi sungai, mendaki bukit, dan melewati hutan,
dengan perjalanan yang panjang dan sedikit pilihan
transportasi. Terkadang, mereka bekerja dengan peralatan
yang terbatas. Bahkan jika ada peralatan, seringkali rusak dan
tidak berfungsi.

Dokter di pusat kesehatan tidak hanya memberikan
layanan kesehatan. Mereka juga mempromosikan kesehatan
yang baik, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan
membantu orang pulih. Mereka harus berkeliling ke desa-
desa dan kampung-kampung di dalam lingkup wilayah
kerjanya, dengan memaikai semua sumber daya yang ada.
Salah satu hal yang tentu mereka punya tentu saja kaki
mereka sendiri, yang dapat bisa membawa mereka
kemanapun dalam hal ini menyebrang sungai, mendaki
perbukitan, dan menyeberangi hutan. Mereka sering berjalan
melalui hutan dengan monyet yang membuat suara keras. Ini
karena ada harimau di dekatnya. Hal tersebut sangat
mengkhawatirkan dan disisi lain juga menakutkan, terutama
jika orang tua mereka mengetahuinya.

Mereka harus mampu melakukan improvisasi dengan
tujuan menemukan cara-cara guna mengatasi segala bentuk
permasalahan yang diakibatkan kurangnya obat-obatan serta
tak lengkapnya peralatan yang dimiliki. Namun, mereka pun
juga bukan penyihir yang dapat mengubah segala sesuatu




dengan cepat. Mereka hanyalah orang biasa dengan
keterbatasan mereka sendiri.

Mereka bekerja penuh waktu 24 jam dalam satu hari.
Tidak ada pekerjaan lain yang memungkinkan Anda bekerja
kapan saja. Sementara karyawan lain hanya delapan jam saja
bekerja dalam satu hari, dan lima hari saja seminggu, mereka
tidak memiliki waktu istirahat. Satu-satunya waktu mereka
bisa pergi adalah ketika mereka meminta izin kepada Kepala
Departemen atau Kepala Pusat Kesehatan untuk menghadiri
seminar. Bahkan selama liburan Idul Fitri, Pemerintah
Kabupaten atau Kepala Dinas Kesehatan sering mengirim
surat untuk mengingatkan orang tentang aturan.

Dokter di pusat kesehatan masyarakat tidak
mendapatkan cuti. Sementara orang lain menghabiskan
waktu bersama keluarga mereka, mereka harus terus bekerja.
Tidak ada upah lembur untuk pekerjaan tambahan ini. Mereka
seharusnya mendapatkan lima hari libur untuk setiap dua hari
kerja. Sebagai alternatif, mereka dapat mengikuti jam kerja
karyawan lain, yaitu pukul delapan pagi hingga empat sore ,
lima hari seminggu. Di luar jam kerja tersebut, mereka bebas,
tetapi hal ini tidaklah berlakunbaginmereka. Jika mereka
datang di luar jam kerja dan tidak dilayani, akan ada protes
publik, dan jika hal ini terungkap di media, dokter-dokter
tersebut dapat menjadi tersangka. Hal ini dapat dimanfaatkan
secara politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Mayoritas dokternmasih memegang teguh paham
idealisme dalam diri mereka. Mereka bersedia bekerja keras
dan bepergian ke daerah terpencil untuk melayani serta
membantu seluruh masyarakat disana. Mereka
menyeberangimsungai dan mendakinbukit,
membawammotor dan naikmperahu. Mereka menunggu di




tepi sungai hingga air surut agar bisa menyeberang. Mereka
bergerak di malam hari, diterangi cahaya lentera yang
berbahan bakar pohon karet milik warga desa di sepanjang
jalan. Mereka mempertahankan idealisme mereka meskipun
gaji mereka sederhana, menemukan kepuasan dalam melihat
pasien yang terawat dengan baik dan wajah-wajah bahagia
masyarakat yang mereka kunjungi. Mereka juga menikmati
dijamu oleh pemimpin desa/kampung yang penduduknya
senang dikunjungi oleh Tim Kesehatan.
2. SKM Generalis

Menyebabkan pergeseran paradigma yang dominan
dalam masyarakat yang secara tradisional memandang
kesehatan = sebagai  respons  terapeutik  terhadap
ketidaknyamanan fisik merupakan hal yang menantang.
Sebagian besar individu, ketika dihadapkan pada rasa sakit,
hanya familiar dengan tindakan terapeutik dan tidak
menyadari strategi pencegahan. Pelaksanaan tindakan
pencegahan sangatlah penting, karena telah terbukti bahwa
penerapan tindakan tersebut dapat mencegah terjadinya
peristiwa luar biasa.

C. Perbedaan Bidang Ilmu

1. Dokter Umum

[stilah “akut” digunakan untuk menggambarkan suatu
penyakit yang tiba-tiba muncul dan berdurasi singkat. Di sisi
lain, istilah “kronis” digunakan untuk menggambarkan
penyakit yang berkembang secara bertahap dan bertahan
dalam kurun waktu yangmlama. Seorangndokter yang fokus
pada pengobatan penyakit yang termasuk dalam kategori ini
disebut sebagai “dokter perawatan akut”. Pada dasarnya,




layanan ini menangani penyakit yang telah muncul pada
individu atau masyarakat. Seperti yang dicatat oleh Soekidjo
(2007),

2. SKM Generalis

[stilah ini dapat didefinisikan sebagai upaya ilmiah dan
artistik untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia,
meningkatkan kondisi kesehatan jiwa, mental, dan fisik,
dannefisiensi lewat upaya terorganisir masyarakat guna
mengoptimalkan sanitasimlingkungan. Seperti yang dicatat
oleh Soekidjo (2007),

3. Perbedaan antara Kesmas dengan Dokter Umum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah “sehat”
didefinisikan sebagai “keadaan seluruh tubuh dan bagian-
bagiannya dalam kondisi baik (bebas dari rasa sakit) dan
sehat secara mental”. Sesuai dengan Undang-UndangnNomor
23mTahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagainkeadaan
kesejahteraan yang mencakup dimensi fisik, mental, dan
sosial. Definisi komprehensif ini memungkinkan individu
untuk berfungsi secara produktif dalam konteks sosial dan
ekonomi masing-masing (lihat Babnl,
KetentuannUmum,nPasalh1,hPoinh1). WHO sebagai
Organisasi KesehatanmDunia menjelaskan definisi kesehatan
sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental,ndannsosialnyang
lengkap, dannbukan sekadar ketiadaan
penyakitnataunkelemahan (1948).

Oleh karena itu, kesehatan bukan sekadar ketiadaan
penyakit atau rasa sakit pada diri sendiri; sebaliknya,
seseorang dapat dianggap benar-benar sehat jika mereka
tampak sehat tidak hanya secara fisik tetapi juga
secaranmental ataupunnpsikologis. Selain itu, Undang-
UndangmNomorm23mTahunm1992 memperkenalkan




definisi kesehatan yang lebih kompleks, yang menyatakan
bahwa seseorang dianggap sehat jika mereka produktif,
selainnsehat secaranfisik,nmental,ndannsosial.

Dalammkonteks kesehatan masyarakat dan kedokteran,
hubungan dan perbedaan antara dua bidang yang tampaknya
serupa ini menjadi topik yang menarik. Kedokteran
didasarkan pada prinsip-prinsip kuratif dan rehabilitatif.
Istilah  “kuratif” digunakan untuk menggambarkan
pengobatan terhadap individu yang sakit, atau dengan kata
lain, dapat dianggap sebagai sinonim untuk proses
penyembuhan individu dari penyakit fisik dan psikologis.
Sebaliknya, istilah “rehabilitatif’ menandakan proses
memastikan bahwa individu yang telah pulih (meskipun
belum sepenuhnya sehat) kembali ke kondisi kesehatan
sebelumnya. Bidang kesehatan masyarakat didasarkan pada
penerapan metode pencegahan dan promosi. Langkah-
langkah pencegahan diterapkan untuk mencegah penyakit
atau menjaga kesehatan individu yang sudah sehat.
Sebaliknya, strategi promosi dirancang untuk meningkatkan
status kesehatan. Perbedaan penting lainnya berkaitan
dengan cara kesehatan masyarakat dan kedokteran
mendekati tujuan masing-masing.

Kesehatan masyarakat, dalam kapasitas makro-nya,
menargetkan segmen populasi atau komunitas yang lebih
luas, sedangkan kedokteran, yang beroperasi pada tingkat
mikro, berfokus pada kebutuhan pasien individu. Akibatnya,
cakupan kesehatan masyarakat lebih luas daripada
kedokteran, mengingat lingkupnya yang lebih luas, yang
mencakup populasi umum atau komunitas.

Dalam bidang kesehatan masyarakat, sangat penting
untuk menyadari betapa besarnya proporsi individu yang




sehat dalam populasi. Proporsi ini telah tercatat berkisar
antara 80% di negara berkembang hingga 85% di negara
maju, menyoroti pentingnya memahami angka-angka ini
dalam konteks kebijakan dan strategi kesehatan masyarakat.
Selain itu, upaya terkoordinasi harus dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat umum agar mereka
termotivasi untuk menjaga kesehatan mereka sendiri, karena
menjaga kesehatan sebenarnya lebih menantang daripada
mengobati penyakit.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan
untuk memprioritaskan tantangan yang terkait dengan
penyakit daripada manfaat kesehatan yang baik. Seperti yang
disebutkan dalam hadis Nabi, ‘Dua nikmat yang acapkali
diabaikan oleh manusia ialah kesehatan yang baik dan juga
waktu senggang. ' Praktik ini sering diamati. Tanpa adanya
masalah kesehatan, individu mungkin terlibat dalam perilaku
yang mengorbankan asupan nutrisi, istirahat, aktivitas fisik,
dan apresiasi terhadap kesehatan mereka, yang merupakan
anugerah yang diberikan Allah kepada mereka. Namun, ketika
seseorang sakit, mereka bersedia melakukan upaya besar
untuk mengobati kondisinya.

Oleh karena itu, jika kesimpulan harus ditarik, dapat
dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi kesehatan
masyarakat lebih besar daripada yang terkait dengan
kedokteran, terutama karena pendekatan yang berbeda yang
digunakan. Pelaksanaan aspek kuratif dan rehabilitatif lebih
mudah, terutama bagi mereka yang terkena penyakit dan
memiliki pilihan terbatas. Sebaliknya, implementasi aspek
pencegahan dan promosi kesehatan lebih sulit karena sifat
hasil yang memakan waktu dan ketidakmampuan untuk
melihat hasil segera. Selain itu, individu seringkali lebih




menyukai hasil yang segera. Selain itu, kesehatan masyarakat
memiliki target audiens yang lebih luas, yaitu masyarakat
umum (80% penduduk Indonesia), dan cukup sulit untuk
menjaga kesehatan mereka yang sudah sehat, apalagi
meningkatkan kesehatan mereka lebih lanjut.




BAGIAN III
KODE ETIK PROFESI KESEHATAN
MASYARAKAT DI INDONESIA

Pembentukan kodenetik merupakan komponen esensial
dalam regulasi perilaku profesional. Dalam konteks
pembahasan mengenai kode etik, kerumitan kerangka hukum
terbukti tak terhindarkan. Di bidang kesehatan, pembentukan
kode etik profesional sangat penting untuk menyediakan
kerangka acuan bagi tenaga kesehatan dalam mengarahkan
sikap dan tindakan mereka saat berinteraksi dengan klien.

Bidang hukum kesehatan sangat luas dan kompleks,
mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan
kesehatan yang baik. Oleh karena itu, hukum kesehatan harus
hadir dalam implementasi upaya kesehatan oleh tenaga
kesehatan untuk memastikan kepastian hukum dan
perlindungan komprehensif bagi baik penyedia layanan
kesehatan maupun masyarakat yang menerima layanan
kesehatan.

Profesi kesehatan masyarakat memikul tanggung jawab
yang signifikan terhadap masyarakat, mengingat bahwa klien
dibidang profesi kesehatanmmasyarakat bukan perorangan,
melainkan masyarakat. Dalam pelaksanaan inisiatif
kesehatan, tenaga kesehatan masyarakat diharuskan
memprioritaskan promosi dan pencegahan kesehatan
daripada pengobatan penyakit. Penting bagi upaya-upaya
tersebut melibatkan partisipasi masyarakat yang relevan,

karena partisipasi masyarakat akan memudahkan tenaga




kesehatan masyarakat untuk melaksanakan inisiatif
kesehatan secara efektif.

Untuk  memfasilitasi upaya ini, diperlukan
kodenetiknnbagi profesinkesehatannmasyarakat. Di
Indonesia, regulasi bidang ini didasarkan pada prinsip-prinsip
PancasilandannUndang-Undang Dasarm1945, yang
tercantum dalam berbagai pasal yang mewajibkan penerapan
prinsip-prinsip tersebut oleh para profesional kesehatan
masyarakat.

A. Mukadimah

Seorang profesional kesehatan masyarakat harus
memiliki kompetensi yang diperlukan dan responsif dalam
menangani masalah kesehatan yang muncul di masyarakat.
Pelaksanaan program kesehatan dipengaruhi oleh sejumlah
faktor yang berpotensi menghambat proses tersebut. Di
antara faktor-faktor tersebut adalah masalah lingkungan,
serta perilaku masyarakat. Pekerja kesehatan masyarakat
harus mengembangkan kepercayaan diri untuk menguasai
metode atau cara menyelesaikan masalah di masyarakat
dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Dalam pelaksanaan inisiatif kesehatan, tenaga
kesehatan masyarakat dianjurkan untuk memprioritaskan
promosi dan pencegahan kesehatan daripada pengobatan.
Selain itu, mereka diharuskan menunjukkan keahlian dalam
penggunaan teknologi secara efektif dan efisien, memastikan
pelayanan yang adil bagi masyarakat, serta menguasai
kompetensi lain yang diharapkan dari seorang tenaga
kesehatan masyarakat.




Ascobat Gani (2017) menegaskan bahwa Forum [Imiah
Tahunan (FIT) berfungsi sebagai platform penting untuk
mendiskusikan kode etik bagi pekerja kesehatan masyarakat.
1. Promotif-Preventif Lebih Penting Dibanding Kuratif

Dalam bidang kesehatan masyarakat, upaya untuk
menangani masalah kesehatan menunjukkan bahwa aspek
pencegahan dan promosi lebih esensial daripada aspek
kuratifndalam meningkatkan kondisi dan kualitas kesehatan
dalam suatu masyarakat(IAKMI, 2012).

Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan
seni pencegahan penyakit. Hal ini secara inheren
menempatkan penekanan yang lebih besar pada upaya
pencegahan dan promosi. Upaya-upaya tersebut melibatkan
partisipasi masyarakat karena pekerja kesehatan masyarakat
menargetkan masyarakat secara keseluruhan rather than
individu. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan suatu
program bergantung pada kerja sama antara pekerja
kesehatan masyarakat dan masyarakat.

2. Efektif-Efisiensi, Teknologi Tepat Guna
“Pasal 3: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
hendaknya menggunakan prinsip efektivitas-efisiensi dan
mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. ”

Sebagai profesional kesehatan masyarakat, kita wajib
mematuhi prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Alasan
mendasar di balik fenomena ini masih perlu dijelaskan lebih
lanjut. Fokus utama inisiatif ini adalah menangani berbagai
masalah yang telah diidentifikasi di dalam komunitas. Oleh
karena itu, diperlukan formulasi dan implementasi program
yang responsif terhadap masalah-masalah tersebut. Itulah




sebabnya prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi harus
diterapkan.

Dalam konteks teknologi yang sesuai, penggunaan
teknologi informasi telah terbukti sangat penting, karena
secara empiris telah dibuktikan bahwa penerapan teknologi
informasi bisa menambah efisiensi serta efektivitas didalam
pelaksanaan proses. Penyebaran informasi-informasi yang
tepat akurat dan tepatnwaktu memiliki potensi untuk
meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

3. Non-Diskriminasi
“Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas
pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan,
sosial politik dan sebagainya. ”

“Pasal 14: Dalam melakukan tugas dan fungsinya, harus
bekerja sama dan saling menghormati dengan anggota
profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-
pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan dan

”

sebagainya.

Pertanyaan yang semestinya muncul ialah: bagaimana
kita dapat berhasil dalam program kesehatan kita jika kita
terus melakukan diskriminasi dalam penyediaan layanan
kesehatan kepada masyarakat? Diskriminasi dapat
didefinisikan sebagai tindakan membedakan antara
kelompok-kelompok  tertentu  berdasarkan  berbagai
pertimbangan, termasuk agama, etnis, kelas sosial, dan faktor-
faktor lain. Kelancaran penyediaan layanan kesehatan oleh
tenaga kesehatan publik bergantung pada ketidakhadiran
diskriminasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka di

masyarakat.




4. Masyarakat Sebagasi Entitas Eklektik-Holistik
“Pasal 6: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu
berorientasi kepada masyarakat sebagai salah satu
kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi
politik, psikologis dan budaya. ”

Seorang profesional kesehatan masyarakat, dalam
melaksanakan tugas dan fungsi profesionalnya di dalam
masyarakat, harus mengadopsi perspektif holistik,
memandang masyarakat sebagai entitas yang eklektik. Hal ini
disebabkan oleh adanya berbagai faktor di dalam masyarakat
yang mempengaruhi tingkat kesehatannya. Faktor-faktor
tersebut meliputi aspek biologis, aspek psikologis di bidang
kedokteran, demografi, aspek sosio-budaya, dan lingkungan.
Istilah  ‘eklektik’ digunakan untuk menggambarkan
pertimbangan elemen-elemen aspek-aspek tersebut dalam
memberikan layanan kesehatan, sementara ‘holistik’ merujuk
pada penanganan masyarakat sebagai sistem sosial yang
komprehensif.

5. Pemerataan Dan Keadilan

“Pasal 8: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus

mengutamakan pemerataan dan keadilan. ”

Prinsip keadilan dan kesetaraan memiliki arti yang
sangat penting bagi tenaga kesehatanmmasyarakat dalam
upaya mereka guna meningkatkan status
kesehatanmmasyarakat. Istilah “kesetaraan” dalam konteks
ini mengacu pada kewajiban tenaga kesehatan masyarakat
untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif
bagi masyarakat. Penyediaan layanan kesehatan di satu
wilayah harus dianggap sebagai prasyarat untuk




penyediaannya di wilayah lain. Penyediaan layanan kesehatan
yang adil didasarkan pada prinsip keadilan, yang jika
dijunjung tinggi, akan membantu menghilangkan diskriminasi
sosial dalam penyediaan layanan kesehatan. Hal ini, pada
gilirannya, akan meningkatkan status kesehatan masyarakat.
6. Intervensi Holistik, Multi Disiplin dan Lintas Sektor
“Pasal 9: Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus
mengutamakan pendekatan menyeluruh, multi disiplin
dan lintas sektoral serta mementingkan usaha-usaha
promotif, preventif, protektif dan pembinaan kesehatan. ”

Petugas kesehatanmmasyarakat secara Kkonsisten
memprioritaskan upaya promosi dan pencegahan dengan
tujuan meningkatkan kesehatan di masyarakat. Untuk
mencapai hasil optimal dalam pelaksanaan upaya promosi
dan pencegahan, pendekatan komprehensif atau holistik
harus diterapkan. Selain itu, keterlibatan berbagai sektor
dalam proses implementasi sangatlah penting, melampaui
sektor kesehatan saja. Pelaksanaan program diharapkan
dapat difasilitasi oleh keterlibatan berbagai sektor, yang akan
meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara mereka.
7. Kemitraan

“Pasal 15: Dalam melakukan tugas dan fungsinya

bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang

pada  prinsip-prinsip ~ kemitraan, = kepemimpinan,
pengambilan prakarsa dan kepelaporan. ”

Pelaksanaan layanan kesehatan yang optimal
bergantung pada pembentukan kemitraan antara berbagai
sektor. Alasan mendasar di balik fenomena ini masih perlu
dijelaskan lebih lanjut. Jelas bahwa peningkatan kesehatan
adalah upaya yang tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh




tenaga kesehatan publik. Oleh karena itu, kemitraan atau kerja

sama antara tenaga kesehatan dan profesi lain sangat

diperlukan. Pembentukan kemitraan akan menjadi kunci guna

mengatasi segala bentuk halangan serta tantangan yang

dihadang olehnmasyarakat.

8. Antisipatif
“Pasal 13: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
berdasarkan antisipasi kedepan, baik yang menyangkut
masalah  kesehatan maupun masalah lain yang
berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk. ”
“Pasal 16: Ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap
proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. ”

Kegiatan antisipatif yang para tenaga
kesehatannmasyarakat lakukan masyarakat tidak hanya
menangani masalah kesehatan, tetapi juga masalah lain yang
berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat dan
mengganggu pelaksanaan program kesehatan. Secara umum,
tenaga kesehatan masyarakat terlibat dalam kegiatan
antisipatif dengan tujuan untuk secara proaktif menangani
tantangan di masa depan. Tidak tepat untuk menyarankan
bahwa tenaga kesehatan masyarakat hanya mengamati
masalah yang terjadi tanpa mengambil tindakan. Memang,
sangat penting bagi tenaga kesehatan masyarakat untuk
secara proaktif mencari solusi atas masalah, sehingga
memastikan bahwa masalah tersebut tidak berakibat fatal di
masa depan.

9. Akuntabilitas

“Pasal 12: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus

bertanggungjawab dalam melindungi, memelihara dan

meningkatkan kesehatan penduduk. ”




Transisi dari sistem kesehatan yang berfokus pada
layanan medis ke sistem yang menekankan pemeliharaan
kesehatan telah menyebabkan intervensi kesehatan lebih
menekankan pada promosi dan pencegahan kesehatan. Hal ini
telah mengakibatkan pekerja kesehatan masyarakat memikul
tanggung jawab yang signifikan dalam bidang masalah
kesehatan masyarakat. Pekerja kesehatan masyarakat terlibat
dalam berbagai peran, termasuk promosi dan pencegahan
masalah kesehatan di dalam komunitas. Selain tanggung
jawab tersebut, mereka juga memiliki kewajiban untuk
melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan
masyarakat.
10.Informasi dan Memiliki Bukti yang Akurat

“Pasal 10: Upaya pembinaan masyarakat, kesehatan

masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta

ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian dan penelitian-
penelitian. ”

Kesuksesan pembangunan kesehatan di Indonesia
bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Untuk
membangun masyarakat yang aktif, tenaga kesehatan
masyarakat harus menyediakan informasi yang didasarkan
pada fakta ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya
melalui pengujian. Penyebaran informasi yang akurat kepada
masyarakat juga akan menumbuhkan kemauan untuk
berpartisipasi dalam peningkatan kesehatan mereka.




B. Kewajiban Umum
“Pasal 1: Setiap profesi kesehatan masyarakat harus
menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika
profesi kesehatan masyarakat. ”
“Pasal 2: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya profesi
kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan
umum daripada kepentingan pribadi,”
“Pasal 3: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
hendaknya menggunakan prinsip efektivitas-efisiensi dan
mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. ”
“Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak
boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-
pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik dan
sebagainya. ”
“Pasal 5: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hanya
melaksanakan profesi atau keahliannya. ”

Disarankan agar petugas kesehatan masyarakat
memprioritaskan fokus pada promosi dan pencegahan
masalah kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Karena
klien dari profesi kesehatan masyarakat adalah masyarakat,
maka upaya promotif-preventif harus melibatkan partisipasi
masyarakat. Pelaksanaan upaya promotif dan preventif harus
didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kode
etik profesi kesehatan masyarakat. Jelaslah bahwa program-
program yang dikelola oleh tenaga kesehatan masyarakat
takkan bisa menjalankan fungsi dengan maksimal
tanpanadanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan. Oleh sebab tersebut, para
tenaga kesmas hendaknya memiliki keahlian untuk




melibatkan masyarakat secara efektif dalam berkontribusi
terhadap program kesehatan.

Selain itu,nuntuknmencapai status kesehatanmyang
optimal bagi semua individu, sangat penting untuk
menerapkan prinsip efektivitas-efisiensi. Dalam konteks
program kesehatan, penerapan prinsip efektivitas-efisiensi
merupakan hal yang sangat penting. Penggunaan teknologi
yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan solusi teknologi
yang relevan dalam konteks ini. Kemunculan teknologi
informasi telah memfasilitasi realisasi yang cepat dari hasil
yang diinginkan dalam banyak proses. Sangat diharapkan
bahwa kualitas layanan kesehatan akan meningkat dengan
hal-hal tersebut diatas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tenaga
kesehatan masyarakat dituntut untuk mengutamakan
kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi. Sebagai
tenaga kesehatan masyarakat, sangat penting untuk
memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama dalam
konteks masalah kesehatan. Penting untuk
mempertimbangkan implikasi dari kepentingan pribadi
terhadap peran petugas kesehatan masyarakat. Jika terjadi
masalah kesehatan yang serius di masyarakat, tindakan
petugas kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. Jika
kepentingan pribadi lebih  diprioritaskan daripada
kesejahteraan masyarakat, konsekuensinya dapat menjadi
signifikan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur
dari sejauh mana petugas kesehatan masyarakat menerapkan
prinsip keadilan dalam penyediaan layanan kesehatan.
Individu yang diperlakukan dengan cara yang adil akan lebih




mungkin untuk menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi
dalam program-program yang diberikan. Merupakan fakta
yang tidak dapat disangkal bahwa setiap masyarakat memiliki
kebutuhan yang melekat pada kesehatan, namun banyak
faktor yang menyebabkan keengganan untuk melaksanakan
program-program kesehatan. Peran petugas kesehatan
masyarakat adalah menyelaraskan faktor-faktor ini dengan
program-program Kkesehatan, sehingga mendorong individu
untuk berkontribusi pada peningkatan status kesehatan
mereka.

C. Kewajiban terhadap Profesi Lain

“Pasal 14: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
bekerjasama dan saling menghormati dengan anggota
profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-
pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan dan
sebagainya. ”

“Pasal 15: Dalam melakukan tugas dan fungsinya
bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang
pada  prinsip-prinsip  kemitraan, = kepemimpinan,
pengambilan prakarsa dan kepelaporan. ”

Meningkatkan kesehatan masyarakat bukan hanya tugas
petugas kesehatan masyarakat. Hal ini juga merupakan
tanggung jawab para profesional kesehatan dan non-
kesehatan lainnya. Selain itu, masyarakat juga bertanggung
jawab untuk menjaga kesehatannya sendiri. Program
kesehatan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak bekerja
sama.




Bekerja sama adalah hal yang paling penting untuk
keberhasilan program kita. Semua jenis pekerjaan memiliki
satu kesamaan: mereka semua bertujuan untuk membuat
hidup lebih baik bagi masyarakat. Tetapi tidak ada profesi
yang dapat mencapai tujuannya sendirian. Dengan cara yang
sama, jika seorang tenaga kesehatan ingin meningkatkan
kesehatan masyarakat, mereka perlu bekerja sama dengan
orang lain di berbagai sektor.

Hubungan antara petugas kesehatan dengan petugas
kesehatan lainnya memiliki etika tersendiri. Misalnya, petugas
kesehatan masyarakat dengan petugas medis. Keduanya
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, tetapi dengan cara
yang berbeda. Jika petugas kesehatan masyarakat fokusnya
lebih kepada mencegah dan pengobatan penyakit, dokter
lebih berfokus padanpengobatan ketika penyakit itu terjadi.
Meskipun keduanya sama-sama menyehatkan, namun ada
versi yang berbeda. Namun, karena standar profesi yang
mereka miliki, mereka bisa saling bekerjasama dan tentunya
membutuhkannsatunsama lain.

Demikian pula, profesi kesehatan dan profesi non-
kesehatan lainnya saling bergantung. Untuk meyakinkan
masyarakat umum tentang keampuhan program yang mereka
jalankan, para petugas kesehatan harus menghimbau para
pembuat kebijakan untuk mengeluarkan ultimatum, dengan
tujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan program
tersebut. Jelaslah bahwa para pembuat kebijakan juga akan
diuntungkan dengan hal ini, karena tugas mereka akan
dipermudah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di bidang kesehatan.

Jelaslah bahwa setiap profesi memiliki tanggung jawab
dan kewajiban terhadap profesi lainnya. Profesi tenaga




kesehatan masyarakat berkewajiban untuk membina
hubungan kolaboratif dengan profesi lain, dengan tetap
menjaga rasa hormat dan otonomi dari segala bentuk
diskriminasi. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan
kemitraan antara berbagai profesi akan meningkatkan
efektivitas program. Jelaslah bahwa setiap profesi
memberikan kontribusi dengan cara yang berbeda pada
setiap bidang tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam
kasus-kasus kolaborasi interdisipliner, tidak ada satu pun
individu yang akan dirugikan, karena semua pihak akan
disatukan oleh tujuan bersama: yaitu, peningkatan
kesejahteraan.

D. Kewajiban terhadap Profesi Sendiri
“Pasal 16: Ahli kesehatan masyarakat hendaknya
bersikap proaktif dan tidak menunggu dlam mengatasi
masalah. ”
“Pasal 17: Ahli kesehatan masyarakat hendaknya
senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi
kesmas. ”
“Pasal 18: Ahli kesmas hendaknya senantiasa
berkomunikasi saling membagi pengalaman dan saling
membantu diantara anggota profesi kesmas. ”

Seorang profesional kesehatannmasyarakat harus
memiliki pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat
secara keseluruhan, mengingat cakupan peran mereka yang
luas. Di dalam komunitas ini, banyak sekali masalah kesehatan
yang terjadi. Oleh karena itu, petugas kesehatan masyarakat
berkewajiban untuk mengabadikan dan meningkatkan
profesinya.




Selain itu, petugas kesehatan masyarakat harus memiliki
berbagai keterampilan. Hal ini sangat penting agar
permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat dapat
diatasi. Jikanpetugasnkesehatan masyarakat tak punya
keterampilan yang diperlukan dalam hal ini, konsekuensinya
akan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, selain memiliki
pengetahuan, petugas kesehatan masyarakat juga harus
menunjukkan kemampuan untuk mengantisipasi semua
faktor yang berpotensi mempengaruhi dan memperburuk
masalah, terutama dalam sektor kesehatan. Selain itu, tenaga
kesehatan masyarakat juga dituntut untuk menunjukkan
kedinamisan dan ketanggapan dalam menangani masalah
kesehatan di masyarakat.

Langkah-langkah antisipatif dan proaktif oleh petugas
kesehatan masyarakat akan meminimalkan dampak buruk
yang mungkin terjadi. Terlepas dari potensi dampaknya, hal
ini setidaknya dapat mengurangi tingkat keparahannya. Ini
adalah pemanfaatan tenaga kesehatan masyarakat untuk
terlibat dalam pemikiran kritis dengan fokus pada
pertimbangan masa depan.

Selain itu, sangat penting bagi petugas kesehatan
masyarakat untuk mematuhi kode etik dan moral yang ketat
saat memberikan layanan kesehatan. Peran petugas
kesehatan di dalam masyarakat sangatlah penting. Petugas
kesehatan bertanggung jawab untuk menjadi panutan bagi
masyarakat, dan hanya jika mereka menunjukkan moralitas
dan etika, maka mereka akan mendapatkan rasa hormat dari
masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab lebih lanjut yang
dibebankan kepada tenaga kesehatan masyarakat adalah
menjunjung tinggi segala nilainmoral dan juga etika di

masyarakat.




Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga
berkewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
profesi kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan suatu
kewajiban, mengingat meningkatnya prevalensi masalah
kesehatan di masyarakat, yang memerlukan respon khusus
untuk menanggulanginya.

Sangat penting bagi petugas kesehatan untuk
memprioritaskan kesejahteraan mereka sendiri untuk
memastikan kinerja yang optimal dan berkontribusi pada
fungsi sistem kesehatan yang efektif. Sangat penting untuk
mempertimbangkan pertanyaan tentang bagaimana petugas
kesehatan masyarakat dapat memenuhi tugas profesional
mereka secara efektif jika mereka sendiri tidak dalam kondisi
kesehatannyangnoptimal. Olegh sebab tersebut,
pemeliharaan kesehatan merupakan aspek penting dari peran
petugas kesehatan masyarakat.




BAGIAN IV
HAK ASASI MANUSIA

A.Pengertian Hak Asasi Manusia
Untuk memahami esensi hak asasi manusia, pertama-
tama perlu dijelaskan apa itu hak. Hak adalah unsur normatif
dari pedoman perilaku yang melindungi kebebasan dan
kekebalan serta memastikan bahwa manusia dapat
mempertahankan martabatnya. Tiga unsur hak adalah:
pemilik hak; ruang lingkup penerapan hak; dan pihak yang
bersedia menerapkan hak.
DalamnUndang-UndangnNomorn39  Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :
“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. ”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak
alamiah dan fundamental yang melekat pada setiap manusia.
Hak-hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap
individu, komunitas, dan negara. (Efendi, 1994).




Menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi
manusia adalah hal yang harus menjadi tanggung jawab setiap
orang, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, pemenuhan
hak dan pemenuhan kewajiban tidak dapat dipisahkan.
Demikian pula, ketika mengejar kepentingan pribadi, sangat
penting untuk menghindari menimbulkan kerugian bagi
masyarakat luas. Oleh  karenanya, perlindungan,
penghormatan,ndannpemenuhan hak asasi manusia harus
disertai dengannkewajiban serta juga tanggung jawab dasar
manusia dalamnkehidupan pribadi, sosial, dan negara. (Audi,
2005)

B. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
“Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai
martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal
dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain
dalam persaudaraan. ”

“Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan
kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi
ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti
pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan
lain. ”

“Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan
dan keselamatan sebagai induvidu. ”

“Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau
diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak
dalam bentuk apa pun mesti dilarang. ”




“Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau
diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum
secara tidak manusiawi atau dihina. ”

“Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan
hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. ”
“Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap
setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan
Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang
mengarah pada diskriminasi semacam ini. ”

“Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif
dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-
tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan
kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. ”
“Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau
dibuang dengan sewenang-wenang. ”

“Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh,
berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh
pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam
menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta
dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
“Pasal 11 (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka
melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah,
sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam
suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh
semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. ”
“Pasal 12 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan
pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau
hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang;




juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas
kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak
mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau
pelanggaran seperti ini. ”

“Pasal 13 (1) Setiap orang berhak atas kebebasan
bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri,
termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke
negerinya. ”

“Pasal 14 (1) Setiap orang berhak mencari dan
mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri
dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus
pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-
kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau
karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan
tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. ”

“Pasal 15 (1) Setiap orang berhak atas sesuatu
kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-
mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak
hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. ”

“Pasal 16 (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah
dewasa,  dengan  tidak  dibatasi  kebangsaan,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah
dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak
yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa
perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya
dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan
persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga
adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari
masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari
masyarakat dan Negara. ”




“Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2)
Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan
semena-mena. ”

“Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati
nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan
berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan
untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan
cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan
mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain, di muka umum maupun sendiri. ”

“Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai
dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk
kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat
gangguan, dan untuk mencari, menerima dan
menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat
dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-
batas.”

“Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan
berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak
seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu
perkumpulan. ”

“Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam
pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui
wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang
berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam
jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat
harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini
harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang
dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih
yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan




suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang
menjamin kebebasan memberikan suara. ”

“Pasal 22 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat,
berhak atas jaminan sosial dan berhak akan
terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang
sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan
bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun
kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan
serta sumber daya setiap negara. ”

“Pasal 23 (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak
dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-
syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta
berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap
orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang
sama untuk pekerjaan yang sama. (4) Setiap orang berhak
mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk
melindungi kepentingannya. ”

“Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan,
termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak
dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah. ”

“Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan
keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian,
perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan
sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat
menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda,
mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang
mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di
luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak
mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-
anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar




perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang
sama.”

“Pasal 26 (1) Setiap orang berhak memperoleh
pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma,
setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan
pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.
Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus
terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus
dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang,
berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan
ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta
untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan
harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan
persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras
maupun agama, Serta harus memajukan kegiatan
Perserikatan ~ Bangsa-Bangsa  dalam  memelihara
perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam
memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada
anak-anak mereka. ”

“Pasal 27 (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam
kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk
menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan
dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak
untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-
keuntungan moril maupun material yang diperoleh
sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian
yang diciptakannya. ”

“Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial
dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-




kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat
dilaksanakan sepenuhnya. ”

C. Isu HAM Terkini

Berbagai persoalan yang mendasar mengenai
HAMmmdi Indonesiamdimantaranya terlihat melalui: Cara
Konstitusi Indonesia yang telah banyak berubah sejak negara
ini merdeka, telah memberi dampak besar terhadap tingkat
jaminan hak asasi manusia di negara ini. Beberapa Kkali
dilakukannya amandemennUUD 1945 mungkinsaja dapat
menjurus ke perbaikan dalam jaminannHAM, akan tetapi
secara general ahli hukum memandang bahwa UUDm1949
dannUUDS 1950 lebih mengakomodir  jaminan
terhadapmHAM. Oleh karenanya, fakta bahwa beberapa
konstitusi telah diberlakukan di Indonesia menunjukkan
bahwa sikap negara terhadap penegakan dan perlindungan
hak asasi manusia telah berfluktuasi. UUD 1945 semata-mata
berisi  beberapanPasal yang  terkaitmdenganmHAM,
kemudian UUD 1945 lebih condong mengakui
danmmenerima universalitasmHAM, selanjutnya UUDS
1950mmemperluas  cakupanmHAM dan  penggunaan
kembalimUUDm1945msejak keluarnya DekritmPresiden 5
Julim1959 sebagai kemunduranlangkah dalam menegakkan
HAM di negara ini.

Menurut pandangan Soepomo, UUDS 1950 dinilai
kelewat progresif, liberal juga berlebihan dalam hal
melayaninHAM (Lubis, 1993: 5). Jika dikaji berdasarkan
historis, perkembangan pemikiran hak asasi manusia dapat
ditelusuri kembali ke tindakan orang-orang biasa dan
beberapa tokoh nasional, seperti bangsawan Jawa Pepe,
Perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, dan Tjoet




Njak Dien di Aceh, yang berjuang melawan kolonialisme.
Tokoh-tokoh lain yang patut diperhatikan termasuk Kartini,
yang memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita
serta hak atas pendidikan, serta pembentukan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ratifikasi
berbagai perjanjian dan penerapan proses hukum bagi
pelanggar hukum merupakan contoh lain dari kemajuan ini.
(Leirissa, 1985: 61-77).

Pada bulan Desember tepatnya di tanggal 7 Desember
2014 Di Pondok Natal Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai,
Papua, Telah muncul laporan baru mengenai kekerasan
berulang yang diduga dilakukan oleh personel militer
menyasar warga sipil. Berita tersebut memicu kemarahan di
kalangan masyarakat sekitar Pondok Natal, yang
mengakibatkan blokade jalan utama Madi-EnarotalinKm 4.
Lebih  lanjut, sebuah kendaraan yang dikendarai
DankinTNIn753nmelintas dan tiba-tiba ada suara tembakan.
KomnasnHAMnmencatat sebanyak 11 orang tewas dalam
insiden Pondok Natal, semuanya adalah anak-anak. Korban
mengalami luka tembak dan disiksa.

Presiden Republik Indonesia ketika itu, Joko Widodo
(Jokowi), tidak memberikan statemen apapun mengenai
peristiwa tersebut kecuali bahwa Jokowi berkata sudah
dibentuk sbuah tim guna menginventigasi secara khusus
mengenai kasus penembakan warga sipil yaang terjadi si
Paniai, Papua pada awal Desember 2014. Tugas tim tersebut
adalah memperoleh data yang valid dan mengidentifikasi akar
masalah dari permasalahan tersebut.

Kekerasan semacam apa yang terjadi di Paniai sering
terjadi di Papua. Dalam catatan Kontras, sejumlah kasus
kekerasan di Papua masih belum terselesaikan, termasuk




kasus Teminabuan (1966-1967), insiden Kebar pada 26 Juli
1965, insiden Manokwari pada 28 Juli 1965, dan operasi
militer dari 1965 hingga 1969. Kasus lain termasuk
penghilangan paksa di Sentani pada 1970; operasi militer di
Paniai dari 1969 hingga 1980; operasi militer di Jaya Wijaya
dan West Wamena dari 1970 hingga 1985; kasus
pembunuhan di Timika antara 1994 dan 1995; kasus
pembunuhan Tor Atas Sarmi pada 1992; penghilangan paksa
Aristoteles Masoka; dan pembunuhan Opinus Tabuni. Banyak
kasus lain yang belum terdokumentasikan dengan baik.
Disamping itu, terdapat pula kasus pembunuhan Pastor
Kinderman Gire di Pegunungan Bintang.

D.Hak Asasi Kesehatan

Hak Atas Kesehatan merupakan suatu kondisi dimana
manusia merasakan sejahtera dimulai dari badan, jiwa, dan
sosial yang memungkinkaannya agar menjadi produktif. (UU
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Karena itu
kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat
kemanusiaan. Seseorang menjadi tidak sama derajatnya
secara kondisional jika tidak ada kesehatan. Dan tanpa adanya
kesehatan pula seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban
dan juga memperoleh hak-haknya. Seseorang yang dalam
kondisi tidak sehat akan dengan sendirinya berkurang haknya
atas hidup, tidak dapat memperoleh ataupun menjalani
pekerjaannya dengan layak, tidak bisa menikmati haknya
untuk berkumpul dan berserikat, serta juga terhambat untuk
mendapatkan pendidikan demi masa depannya. (Davidson,
1994).




Pentingnyamkesehatanmsebagaimhakmasasimmanusi
a dan prasyarat untuk pemenuhan hak-hak lainnya diakui
secara internasional. Hak atas kesehatan mencakup hak untuk
gaya hidup sehat dan lingkungan kerja yang sehat, akses
terhadap layanan kesehatan, serta ketentuan khusus untuk
kesehatanmibumdanmanak.
Pasalm25mUniversalmDeclarationmofmHumanmRightsm(U
DHR) menyatakan:
“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya
sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,
sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan
sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada
saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh
pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain
yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang
terjadi diluar kekuasaannya.”

Jaminan hak atas kesehatan terdapat pula di dalam Pasal
12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB
2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yakni:

“Bahwa negara-negara peserta konvenan tersebut

mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar

tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan

mental”

Konvensi Hak Anak juga memberikan perhatian khusus
terhadap perlindungan hak-hak ibu dan anak. Pasal 12 dan 14
juga merujuk pada instrumen internasional lain mengenai hak
atas kesehatan. Tanggung jawab pemerintah dalam




pemenuhan hak atas kesehatan didasarkan pada hukum
internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1)
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya.

Pasal 28i ayat (4) UUDn1945 menyatakannbahwa:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah. ”

Pasal 8 UU HAM pun juga menegasskan mengani
kewajiban pemerintah tersebut. Dalam sektor kesehatan,
Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwa
pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan
layanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat.
Pasal 9 menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk
menaikkan tingkat kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan
hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam
cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan.

Langkah-langkah pencegahan mencakup upaya untuk
mempromosikan kesehatan yang baik, seperti memastikan
keamanan pangan dan pekerjaan, memastikan ketersediaan
perumahan yang memadai, dan menjaga kesehatan
lingkungan. Pada saat yang sama, penyediaan layanan
kesehatan yang optimal sedang dilakukan untuk memfasilitasi
proses penyembuhan. Layanan kesehatan mencakup jaminan
sosial, fasilitas kesehatan yang memadai, petugas medis yang
berkualifikasi, dan pembiayaan yang dapat dijangkau untuk
layanan masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya menguraikan langkah-langkah  guna
meningkatkan standar kedehatan mental dan juga fisik, yakni:




“1. Negara-negara Pihak pada Perjanjian ini mengakui
hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik
dan mental tertinggi yang dapat dicapai.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-
negara Pihak kepada Perjanjian saat ini untuk mencapai
realisasi penuh dari hak ini harus mencakup yang
diperlukan untuk:

(a) Ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran mati
dan kematian bayi dan untuk perkembangan anak yang
sehat;

(b) Peningkatan semua aspek kebersihan lingkungan dan
industri;

(c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian epidemi,
endemik, pekerjaan dan penyakit lainnya;

(d) Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua
layanan medis dan perhatian medis jika terjadi penyakit. ”

Undang-Undang Kesehatan menguraikan berbagai
upaya pemerintah untuk mencapai tingkat kesehatan yang
optimum. Secara umum, Pasal 10 UU Kesehatan menyatakan
bahwa:

“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan
pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. ”




E. Kondisi Kesehatan dan Tantangan Kedepan

Indonesia sehat telah dicanangkan oleh departemen
kesehatan kala itu pada tahun 2010. dengan dicanangkannya
hal tersebut maka diharapkan bahwa optimalnya status
kondisi kesehatannmasyarakat dapat tercapai pada 2010.
Memang benar, menurut data sejak tahunm2000
angkamharapan hidupmtelah meningkat menjadi
66mtahunmdari sebelumnya 46 tahun, angka kematian ibu
dan bayi baru lahir pun banyak berkurang. Namun seiring
berjalannya waktu, untuk mendapat pelayanan kesehatan
yang mumpuni kini harus mengluarkan biaya yang tidak
sedikit. Maka seringkali masyarakat kecil yang tidak mampu
terhambat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan
yang optimal.

Beberapa peristiwa dalam dunia kesehatan telah
mengindikasikan bahwa seringkali Fokus rumah sakit pada
pencapaian keuntungan besar dapat mengesampingkan nilai
kemanusiaan, di mana pengejaran keuntungan sering kali
diutamakan daripada pertimbangan empati dan belas
kasihan. Pasienmyang tiba dengan keadaan gawat pun tak
jarang harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi
terlebih dahulu baru setelahnya mendapat pelayanan. Belum
lagi pihak rumah sakit tak jarang mebeda-bedakan perlakuan
dan pelayanan terhadap pasien yang masuk dengan biaya
sendiri (umum). Pada kenyataannya, prinsip yang harus
dijunjung tinggi ialah bahwa pelayanan kesehatan harus tetap
berorientasi pada penyediaan layanan kemanusiaan, dan
pemerintah wajib menunaikan kewajiban ini.

Namun, jika memang untuk mengupayakan memberi
pelayanan kesehatan yang baik itu tidak memungkinkan
untuk langsung dilakukan, maka hendaknya pemerintah




secara gerilya harus memulai dengan peningkatan kualitas
infrastruktur dan layanan kesehatan bagi masyarakat umum
merupakan prioritas utama. Seluruh masyarakat Indonesia
mengharapkan bahwa kualitas kesehatan di Indonesia dapat
mencapai tahap yang optimal dimasa yang akan datang.

F. Aplikasi HAM Dalam Masyarakat

Beberapa contoh penegakan HAM dalam masyarakat
adalah membuat aturan yang cocok dengan keadaan anggota
masyarakat, memberi contohnyangnbaik kepada masyarakat,
melaksanakan kewajiban yang sudahndisepakati di
lingkungan masyarakat, tak membedakan masyarakat
berdasarkan suku, ras, agama ataupun golongan, membantu
sesama warga dalam masyartakat, tidak menyinggung
perasaan satu sama lain, berkomunasi dengan baik,
berperilaku dan memiliki etika yang baik, tidakmmengganggu
ketertibanmumum, salingmmenjaga harkat dan juga
marrtabat, mengutamakan musyawarah dalam mencapai
mufakat, menghindari kekerasan dan menjauhkan diri dari
sifat mainmhakim sendiri.

Perilaku yang menegakkan hak asasi manusia dalam
lingkungan komunitas lambat laun pasti akan memunculkan
perasaan aman, tentram, dan juga damai dalam lingkungan
tersebut. Perilaku saling membantu dan tolong menolong
dalam bermasyarakat sangat dibutuhkan, dengan tolong
menolong akan tercipta suasana yang aman dan tentram
tanpa perpecahan.




BAGIAN V

HUBUNGAN KONTRAKTUAL
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
(TRANSAKSI TERAPEUTIK)

Hubungan antar pasien dan dokter telah terjalin dalam
jangka waktu yang cukup lama, dan dicirikan oleh sifatnya
yang pribadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan
ini didasarkan pada kepercayaan antara pasien dan dokter.
Dokter dianggap sebagai seorang profesional yang
memberikan pengobatan kepada orang yang membutuhkan
(Said, 2008).

Transaksimterapeutik didefinisikan dengan
kesepakatan antara dokter dan pasien dalam bentuk
hubunganmhukummyang menimbulkan hak danmkewajiban
kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Sebagai hakmasasi
yang terdapat dalammUUD 1945, pelayanan kesehatan
tersedia bagi semua individu danmmasyarakat, dengan fokus
untuk meningkatkanmderajat kesehatanmmasyarakat secara
keseluruhan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk
memudahkan pemberian pengobatan bagi pasien (Said,
2008).

Pembentukan hubungan hukum dapat terjadi dalam
kasus-kasus di mana seorang pasien mencari konsultasi
dengan seorang profesional medis mengenai masalah
kesehatan yang dianggap merugikan kesejahteraan mereka.




Dalam skenario seperti itu, dokter dianggap kompeten dalam
kemampuannya untuk memberikan bantuan. Akibatnya,
posisi dokter dianggap lebih bergengsi oleh pasien, yang
menandakan rasa tanggung jawab dan kepentingan yang
tinggi (Said, 2008).

A.Standar

Standar merupakan hal yang sangat penting, dan sangat
penting untuk dipersiapkan dengan cermat. Standar tersebut
harus didasarkan pada kesepakatan yang disetujui bersama
oleh semua pihak yang terkait. Persyaratan keamanan,
keselamatan, kesehatan, lingkungan, perkembangan ilmu
pengetahuanmdanmteknologi harus diperhitungkan. Hak
pasien atas kerahasiaan dalam konteks perawatan medis
sangat penting. Hak ini tidak dapat ditiadakan oleh
penerimaan atau penolakan pasien terhadap pengobatan,
terlepas dari dokter yang merawatnya.

Kewajiban moral untuk menjaga kerahasiaan informasi
medis pasien tidakndapat diterapkan secara absolut tanpa
pengecualian, tetapi bersifatnprima facie. Prima facie
didefinisikan sebagai istilah hukum yang menunjukkan
kewajiban awal, yang tetap berlaku sampai digantikan oleh
kewajiban yang lebih signifikan yang akan membatalkan
kewajiban awal tersebut.

Dari sudut pandang moral, terdapat kewajiban untuk
menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Kewajiban ini
mencakup pencegahan penyebaran informasi yang terkait
dengan penyakit dan riwayat pribadi pasien. Tujuan
mendasar dari tindakan ini adalah untuk tidak
membahayakan pasien. Oleh karena itu, kewajiban etis untuk
menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dapat dianggap




sebagai perwujudan dari prinsip non-maleficence dalam

praktik kedokteran (Ramadianto, 2017).

Tercapainya suatu standar dalam pelayanan kesehatan
tentu saja berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut dan
tingkat kepuasanmpasienmsebagai konsumen. Penjaminan
mutu pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai
sebuah prosedur realisasi standar mutumpengelolaan
pelayanan kesehatan secaramkonsisten dan
berkesinambungan, dengan tujuan untuk menjamin kepuasan
konsumen. Sudah menjadi kewajiban tenaga medis (dokter,
perawat dan bidan) untuk memastikan bahwa standar
pelayanan kesehatan yang wajib mereka berikan kepada
pasien mereka sepadan dengan hak dan kewajiban yang harus
mereka junjung tinggi. Standar-standar tersebut adalah
sebagai berikut (Said, 2008).

1. Kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang
sesuai dengan standar profesi didefinisikan sebagai
pelaksanaan tindakan medis dalam kasus tertentu, sesuai
dengan ukuran yang berasal dari ilmu pengetahuan dan
pengalaman medis.

2. Sangatlah penting untuk mengakui prinsip etika dasar
untuk menghormati hak-hak pasien, yang mencakup
keharusan untuk menjaga kerahasiaan informasi
kesehatan mereka, bahkan setelah mereka meninggal
dunia.

3. Para profesional kesehatan berkewajiban untuk
memastikan bahwa pasien dan keluarga mereka diberikan
semua informasi yang diperlukan terkait perawatan medis
yang telah dilakukan, serta potensi risiko yang mungkin
timbul sebagai konsekuensinya.




4. Kewajibanmdalammmerujuk pasien untuk mendapatkan
pengobatan kepada tenaga medis lain yang mempunyai
keterampilan atau kapabilitas yang lebih tinggi dalam
bidang tertentu adalah hal yang terpenting.

5. Pemberian bantuan dalam situasi darurat dianggap sebagai
komponen integral dari tugas kemanusiaan.

Beberapa hak dokter selaku profesional dapat
mencakup hal-hal yang tercantum dalam daftar berikut:

1. Hak dokter untuk mengetahui keseluruhan informasimyang
lengkap dan benar dari pasien yang akan dirawat dengan
tujuan diagnostik serta terapeutik diakui.

2. Hak dokternuntuk memperoleh bayaran atas jasa serta

layanan kepada pasien.

3. Pasien atau keluarganya berhak untuk beritikad baik dalam
melakukan transaksinterapeutik.

4. Hak pembelaan diri terhadap klaim ataupun tuntutan
hukum dari pasiennatas layanan kesehatan
yangndiberikan merupakan hal yang sangat penting.

5. Pasien atau keluarganya berhak untuk menolak
persetujuan atas perawatan medis.

Dokter, dalam kapasitasnya sebagai
tenaganprofesional, memiliki tanggungjawab atas segala
macam tindakan medis dalam merawat pasien. Pada intinya,
hal ini menandakan adanya usaha yang sungguh-sungguh
untuk menyembuhkan pasien, yang dilandasi oleh
sumpahndokter, kode etiknnkedokteran, dan standar profesi,
seperti yang diutarakan oleh Nadya.




Hubungan  hukum  antaramdokterndanmpasien
sedemikian rupa sehingga kedua belahnpihak dianggap
memiliki posisi setara. Semua intervensi medis yang
dilakukan oleh dokter harus didahului dengan keterlibatan
pasien dalam menentukan pengobatan yang diinginkan.
Keterlibatan ini difasilitasi dengan pemberian informasi yang
lengkap, yang sangat penting untuk tercapainya informed
consent (Said, 2008).

B. Perikatan Perjanjian

R. Subekti dalam Bukunyamyakni Hukum Perjanjian,
memiliki pandangan sendiri mengenai definisi
‘perjanjian’nsebagai ‘sebuah peristiwa dimana seseorang
berjanjinkepada orang lainnya,nataupun terdapat dua orang
yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal’. (Novika,
2015)

Dari perspektif hukum, relasi antara doktermdan pasien
dilandasi oleh perjanjian yang bersifat pribadi, sebab
dilandasi oleh kepercayaan dan diatur oleh hukum
(zaakwarneming). Dalam kasus di mana pasien dalam
keadaan tidak sadar, hal ini disebut sebagai zaakwarneming,
atau dikenal sebagai perwakilan sukarela. Dalam hal
demikian, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan
untuk seorang dokter memberikan informasi, dokter tersebut
diperbolehkan untuk melakukan upaya dan tindakanmmedis
tanpa seizin pasien, sebagaimtindakan yang didasarkan pada
perwakilanmsukarela atau sesuai dengan ketentuan
Pasalm1354 KUHPerdata. Berikut merupakan syarat sahnya
sebuahnperjanjian menurut Pasal 1320nKUHPerdata, antara
lain (Novika, 2015):




“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat
syarat;
1. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan
dirinya.
2. Adanya kecakapan antara pihak yang membuat
perikatan.
3. Suatu hal tertentu yang diperbolehkan.
4. Karena suatu sebab yang halal. ”

Dari perspektif hukum, relasi antaramdokter dan pasien
ditandai dengan kewajiban timbal balik untuk mengerahkan
upaya semaksimal mungkin. Meskipun para profesional medis
tidak dapat menjamin hasil yang positif bagi pasien mereka,
mereka berkomitmen untuk melakukan segala upaya untuk
memfasilitasi pemulihan. Sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum kontrak yang berlaku, suatu perjanjian secara
tradisional dibentuk melalui prinsip keleluasaan untuk
melakukan kontrakmantar para pihak yang memiliki
kedudukanoyang setara. Kesepakatan dicapai melalui proses
negosiasi antara kedua belah pihak. (Novika, 2015)

Interaksi antara penyedia layanan kesehatan dan pasien
dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk perjanjian yang
berbeda yaitu :

1. Perjanjian perawatan: perjanjian antaramrumah sakitodan
pasien di mana pihak RS menyediakan sedemikian rupa
ruang perawatan dan personel perawatan untuk
melakukan prosedurmpenyembuhan.

2. Perjanjian layanan medis, di manamrumah sakitmdan
pasien sepakat bahwa tenaga medis rumah sakit akan
melakukan segala upaya yang dapat dilakukan guna




menyembuhkan pasien melalui pengobatan medis yang
sesuai.

Perjanjianmterapeutik dikelompokkan dalam kategori
perjanjian untuk melaksanakan pekerjaanosebagaimana
diatur dalammPasal 1601, Bab VIIA, Buku III KUHPer.
Merujuk kepada hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa
perjanjianmterapeutik merupakan jenisnperjanjiannuntuk
melaksanakan jasa sebagaimana diaturndalammketentuan-
ketentuan khusus. (Novika, 2015)

Beberapa unsur dapat diambil dari definisi di atas
mengenai perjanjian terapeutik, yaitu:

1. Terdapat subjek dalam perjanjian tersebut, yakni
mencakup pasien dengan petugas kesehatan.

2. Tujuan perjanjian ini ialah guna melakukan semua upaya
untuk merawat pasien.

3. Sementara pasien wajib untuk membayar biaya perawatan.

Perjanjiannterapeutik antara dokter dan pasien jarang
terjadi dan sering diabaikan oleh kedua belah pihak. Di bidang
kesehatan, terutama dalam praktik medis, sering terjadi
kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan.
Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan berbagai masalah,
terutama dalam konteks praktik medis. Kekhawatiran telah
muncul terkait kasus di mana tenaga medis terlihat enggan
mengungkapkan informasi kesehatan yang relevan kepada
pasien, sehingga melanggar hak mereka untuk mendapatkan
informasi komprehensif mengenai kondisi mereka. Kasus-
kasus tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, kasus
salah diagnosis dan pemberian persetujuan untuk prosedur
medis. Pasien cenderung lebih patuh dan mengikuti instruksi
tenaga medis karena kurangnya kesadaran mereka akan hak




mereka untuk menerima informasi tersebut. (Wijanarko &
Mudiana, 2014)

C. Asas Umum Perjanjian
Meskipun istilah ‘transaksi terapeutik’ dan ‘perjanjian
terapeutik’ tidak diakui dalam KUHPer,munsur-unsur yang
terkandung dalammperjanjian terapeutik dapat
dikategorikan sebagai perjanjian. Pasalm1319 KUHPer
menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus
maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu,
tunduk pada peraturan umum mengenai kewajiban. ”

Selain itu, Kketentuan umum mengenai kontrak
didasarkan padamprinsip kebebasannkontrak, sebagaimana
diaturodalam Pasal 1338pdan 1320 KUHPer. mPasal-pasal
tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar dan keabsahan
kontrak. (Wijanarko & Mudiana, 2014). Suatu perjanjian
menjadi sah, maka perjanjian tersebut hendaknya memenuhi
persyaratan hukum dan Sebuah perjanjian yang diakui
memiliki konsekuensi hukum.

Keberadaan suatu perjanjian tidak dapat dipisahkan
dari prinsip-prinsip yang mengatur pembentukannya dan
penegakannya. Fungsi prinsip-prinsip hukum adalah untuk
mendukung sistem hukum, sehingga menciptakan kepastian
hukum dalam seluruh tatanan hukum. Untuk memastikan
keabsahan perjanjian hukum, prinsip-prinsip perjanjian
harus dipatuhi olehmsemua pihak yang terlibat. Dalam bidang
hukum kontrak, terdapat lima prinsip yang diakui oleh hukum
sipil.




1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
Asas kebebasanmberkontrak dapatmdianalisis dari
ketentuan Pasaln1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang
membuatnya”.

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak

untuk:

a. Membuatmatau tidak membuatmperjanjian.

b. Mengadakan perjanjianndengan siapa pun.

c. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratannsuatu
perjanjian.

d. Menentukan bentuknperjanjiannya apakahntertulis atau
lisan.

2. AsasmKonsensualisme (Concensualism)

Prinsip konsensualisme dirumuskan dalammPasal
1320(1) KUHPer. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian
yang sah harus didasarkan pada persetujuan bersama kedua
belah pihak. Berdasarkan prinsip konsensualisme, perjanjian
umumnya tidak diformalkan, melainkan dibentuk melalui
kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tercapai ketika
kedua belah pihak memiliki kesamaan niat dan pernyataan.
3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Prinsip kepastian hukum, yang akrab diketahaui sebagai
doktrin pacta sunt servanda, ialah prinsipnhukum yang
berkaitan denganmkonsekuensi dari perjanjian. Prinsip
pactansunt servanda, yang dalam bahasa Latin berarti
“perjanjian harus dipenuhi”, adalah konsep siapapun pihak
ketiga meski hakim sekalipun harus hormat kepada isi
perjanjian  yang  dibuatmoleh  paranpihak, sama




sepertinmereka menghormatinundang-undang dan
peraturan yang telah ditetapkan. Sangat penting agar mereka
tidak mengganggu substansi kontrak yang dibuat oleh pihak
yang berwenang. Prinsip ini dirangkum dalam Pasal
1338(1)nKUHPer.

4. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas itikadnbaik tercantum dalamnPasal 1338 ayatn(3)
KUH Perdata yangmberbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa
parampihak dalam kontrak, yakni pihk debitur dan kreditur,
diwajibkan untuk memenuhi substansimkontrak melalui
penerapan rasa percaya dan yakin, serta dengan
mempertimbangkan kepentingan terbaik kedua belah pihak.
Terdapat dua jenis prinsip itikad baik: itikadmbaik relatif dan
itikad baikmmutlak. Dalam itikad baik, seseorang
memperhatikanndengan  cermat  sikapndan  perilaku
sebenarnya dari pihak yang bersangkutan. Penilaian
dilakukan dengan itikad baik, menggunakan akal sehat dan
keadilan sebagai pedoman. Standar objektif ditetapkan untuk
mengevaluasi keadaan seseorang (penilaian yang imparsial)
berdasarkan norma-normanobjektif.

5. Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian menentukan bahwa seseorang yang
masuk ke dalam atau melaksanakan suatu perjanjian
melakukannya semata-mata atas dasar alasan pribadi. Hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.
yakni:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. ”




Kemudian Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya. ” Akibatnya, keabsahan setiap perjanjian yang
telahndibuat oleh para pihakmterbatas pada para pihak itu
sendiri. Namun,nketentuan ini dikecualikan sebagaimana
diatur dalamnPasal 1317nKUHPer, yang menyatakan:
Diketahui bahwa perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan
pihaknketiga, asalkan perjanjian tersebut atas kepenntingan
diti senditi ataupun pemberian untuk orang lain memiliki
syarat tersebut. Prinsip-prinsip hukum berfungsi sebagai
landasan sistem hukum, sehingga menciptakan kepastian
hukum dalam seluruh tatanan hukum.




BAGIAN VI
MALPRAKTEK DAN
PERLINDUNGAN HUKUM

A. Malpraktek
1. Pengertian

Malpraktik didefinisikan sebagai kesalahan atau
kelalaian dalam praktik profesi seperti kedokteran,
kedokteran gigi, atau kedokteran hewan. Fenomena bisa
disebabkanmbeberapa faktor, termasuk ketidakpedulian,
kelalaian, kurangnya keterampilan, atau ketidakhati-hatian
dalam melaksanakan tugas profesional. Hal ini dapat
manifestasi dalam bentuk pelanggaran sengaja, pelanggaran
hukum, atau pelanggaran etika.

[stilah ‘malpraktik’ adalah istilah umum dan tidak selalu
memiliki konotasi hukum. Awalan ‘mal’ bersumber darinkata
Latin yang berartin‘salah’, dan akhiran ‘-praktik’ berasalndari
kata Latin yangmberarti ‘tindakan’. Karenanya, istilah
‘malpraktik’ didefinisikan sebagai ‘pelaksanaanmatau
tindakan yangmsalah’. Meskipunnarti harfiah istilah ini
demikian,nistilah ini paling sering digunakanmuntuk
menggambarkan tindakannyang dianggap tidak etis atau
tidak pantas ketika dilakukan dalam konteks tugas
profesional seseorang.

Definisi malpraktik medismdalam profesimkesehatan
jalah ‘kegagalan seorangmdokter atau tenaga kesehatan
(perawat atau bidan) untuk menggunakan tingkat keahlian




dan pengetahuan yang biasanya diterapkan pada

pasienmatau individu yangnterluka dalam lingkungan

yangmsama saat merawat dan mengobati pasien’ (Valentin v.

La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California,

1956).

Pasal 11mUndang-Undang Nomormé6 Tahunm1963
tentang Kesehatan mengatur bahwa, tanpa
mengurangimketentuan Kitab Undang-UndangmHukum
Pidana dan undang-undang lain yang berlaku, tindakan
administratif dapat diambil terhadap tenaga kesehatan dalam
keadaannsebagai berikut:

a. Subjek yang bersangkutan telah diamati menunjukkan
kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab yang
ditetapkan.

b. Tindakan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan dan petunjuk yang ditetapkan oleh tenaga
kesehatan profesional, dengan mempertimbangkan
kewajiban dan komitmen profesional mereka, merupakan
pelanggaran yang serius.

c. Pelanggaranmterhadap ketentuan dalammundang-undang
yang dimaksud dinyatakan di sini.

Terdapat 5 elemennteori kelalaian dalam malpraktek
menurut penjelasan yang telahndisebutkan diatas, yakni:

a. Tugas yangnmestinya dikerjakan,

b. Tugas yangndilalaikan,

c. Kerugiannyang ditimbulkan,

d. Penyebabnya,ndan

e. Antisipasinyang dilakukan.




2. Unsur Malpraktek
Berikut 4 unsur yang harusnya ditetapkan guna
membuktikan kelalaian ataupun malpraktek telah terjadi

(Vestal. 1995):

a. Duty (kewajiban)

Dalam hal terjadi cedera yang dialami dalam rangka tugas,
tenaga kesehatan diharapkan menunjukkan komitmen
mereka terhadap standar tertinggi dalam perawatan pasien.
Hal ini mencakup penggunaan keahlian dan keterampilan
mereka untuk mempromosikan penyembuhan dan
meredakan penderitaan, sesuai dengan pedoman profesional.
Misalnya: Ruang lingkup praktik perawat rumah sakit
mencakup bidang-bidang berikut:

1) Pertama, penting untuk melakukan evaluasi objektif
terhadap pasien yang ditangani oleh perawat, guna
menentukan tingkat perawatan yang diperlukan.

2) Kedua, sangat penting untuk mengakui peran krusial
perawatan keperawatan profesional dalam mengubah
kondisi klien.

3) Ketiga, sangat penting untuk menerapkan metode aman
bagi klien dengan cara yang kompeten.

b. Breach of the duty (Tidak melaksanakan kewajiban)

Pelanggaranndidefinisikan sebagai tindakan atau
kelalaian yang menyimpang dari standar perilaku profesional
yang telah ditetapkan. Contohnya meliputi:

1) Pertama, tidak adanya dokumentasi dan pelaporan
selanjutnya mengenai penilaian pasien. Misalnya, tingkat
kesadaran pasien pada saat masuk rumah sakit.

2) Kedua, kegagalanndalam memenuhi standar keperawatan
yang telah ditetapkannsebagai kebijakannrumah sakit.




3) Ketiga, terdapat kegagalan dalam menerapkan dan
mendokumentasikan langkah-langkah keamanan yang
sesuai, termasuk pagar tempat tidur dan pengikat.

¢. Proximate caused (sebab-akibat)

Pelanggaran kewajiban profesional yang dilaksanakan
oleh pihak-pihaknyang disebutkan di atas mengakibatkan
cedera yangndialami oleh klien mereka. Misalnya:
Cederannyang dialami oleh pasien ditemukan memiliki
hubungan langsung dengannkewajiban yang dilanggar oleh
perawatmterhadap  pasien, atau kegagalan dalam
menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat.
Pelanggaran tersebut mengakibatkan klien terjatuh dan
mengalami patah tulang.

d. Injury (Cedera)

Seorang individu mengalamimcedera atau kerugian
yang bisa dituntut lewat hukum. mContoh: Akibat dari patah
tulang panggul dapat sangat serius, termasuk rawat inap yang
berkepanjangan dan kebutuhan akan rehabilitasi lanjutan.
Kondisi-kondisi berikut dianggap sebagai malpraktik oleh
seorang dokter atau tenaga kesehatan:

1) Pertama, terdapat kekurangan dalam bidang ilmu
kesehatan dan teknologi, keahlian yang secara luas diakui
di kalangan tenaga kesehatan.

2) Kedua, layanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi
standar yang diharapkan dari layanan profesional.

3) Ketiga, terdapat kelalaian yang serius dari pihak yang
bersangkutan, serta penyediaan layanan dengan cara yang
ceroboh.

4) Poin keempat berkaitan dengan pelaksanaan prosedur
medis yang melanggar ketentuan hukum.




Apabila seorang dokter bertindak hal
yangmbertentangan langsung dengan etika medis, dapat
dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran
etika. Untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kelalaian,
penggugat wajib membuktikan empat unsurnberikut:

1) Terdapat kewajiban doktermterhadap pasien merupakan
fakta yang tidak dapat dibantah.

2) Jelas bahwa dokter telah melanggar standar perawatan
yang secara umum diterima.

3) Ketiga, jelas bahwa penggugat telah mengalami kerugian
yang berhak mendapatkan ganti rugi.

4) Jelas bahwa kerugian yangndialami ialah konsekuensi
langsung darintindakan yang tidak memenuhi standar.

Dalam beberapa kasus, persyaratan bukti dari pasien
dapat diabaikan berdasarkan doktrin les ipsa liquitur, yang
menyatakan bahwa fakta berbicara sendiri. Misalnya, adanya
perban di rongga perut pasien telah diketahui dapat memicu
komplikasi pasca operasi. Dalam situasi seperti itu, beban
pembuktian ada pada dokter untuk membuktikan bahwa
tidak ada kelalaian yang dilakukan olehnya. Namun, masih ada
unsur-unsur hukum yang harus dipenuhmuntuk menyatakan
bahwa malpraktik telahmterjadi, yaitu:

1) Keberadaan suatu tindakan didasarkan pada melakukan
atau tidak melakukan tindakan tersebut. Ketidakmampuan
memberikan perawatan yang memadai kepada pasien
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dana
yang tidak mencukupi atau jaminan asuransi yang tidak
memadai.

2) Pelaksanaan tindakan dalam bentuk perawatan medis,
diagnosis, terapi, dan pengelolaan kesehatan.

[&]




3) Poin ketiga berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pada
pasien.

4) Poin keempat berkaitan dengan tindakan yang
bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku,
standar kepatuhan yang ditetapkan, norma etika, atau
prinsip profesional lainnya.

5) Poin kelima yang perlu dipertimbangkan adalah apakah
tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena
kelalaian. Dalam konteks ini, kelalaian dapat didefinisikan
sebagai ketidakhati-hatian atau kelalaian.

6) Akibat dari proses ini dapat mencakup kerugian, cedera,
rasa sakit, kecacatan, kerusakan tubuh,mkematian,
danmkerugian lainnya.

3. Jenis Malpraktek

[stilah ‘malpraktik’ didefinisikan sebagai ‘praktik yang
buruk atau praktik yang tak berkesesuaian denganmstandar
profesional yang sudah ditetapkan’. Ada berbagai jenis
malpraktik, yangmdapat dikategorikan berdasarkan aturan
hukum yang dilanggar. mNamun, perlu dicatat bahwa istilah
‘malpraktik’ dapat mencakupndua atau lebih jenis
malpraktikmsecara langsung.

Pandangan akademis yang umum diterima adalah
bahwa malpraktik secara umum dibagi menjadi dua kategori
utama: malpraktik di dunia medis, yang acapkali juga
dianggap merangkap malpraktik etis dannmalpraktik hukum.
Bidang malpraktik hukum dibagi pula jadi 3 bagian yakni:
malpraktik sipil,mmalpraktik pidana, dan malpraktik
administratif.




a. Malpraktek Medik (medical malpractice)

John. D. Blum merumuskan:

“Medical malpractice is a form of professional negligence
in whice miserable injury occurs to a plaintiff patient as the
direct result of an act or omission by defendant
practitioner.”

(Malpraktik medis pada dasarnya terjadi ketika seorang
dokter melakukan kesalahan yang mengakibatkan cedera
pada pasiennya).

b. Malpraktek Etik (ethical malpractice)

Pelanggaran etika medis diartikan menjadi tindakan apa
pun yang dilaksanakan oleh seorang dokternyang
bertentangan dengan etika medis yang telah ditetapkan dalam
Kode EtiknKedokteran Indonesia. Kode ininmencakup
serangkaian standar etika,nprinsip, aturan, dannnorma yang
mengaturnperilaku profesional dokter.

c. Malpraktek Yuridis (juridical malpractice)

Malpraktik hukum didefinisikan sebagai
pelanggarannatau kelalaian dalamnpraktik kedokteran yang
merupakan  pelanggaran terhadap hukum  positif
yangnberlaku. Konsep malpraktik hukum mencakup bidang-
bidang berikut:

1) Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)

Malpraktik medis didefinisikan sebagai kegagalan
seorang tenaga medis dalam memenuhi kewajiban
profesionalnya, sehingga melanggar perjanjian kontrak yang
mengatur praktiknya. Pelanggaran kontrak ini terjadi ketika
tenaga medis gagal menyediakan layanan yang telah
disepakati. Tindakan berikut yang dilakukan oleh tenaga
medis dapat diklasifikasikan sebagai contoh malpraktik

medis:




a) Dalam konteks perjanjian, kegagalan dalam memenuhi
persyaratan yang ditetapkan merupakan pelanggaran
perjanjian.

b) Melaksanakan tugas yang disepakati sesuai dengan
perjanjian yang telah ditetapkan, meskipun tidak mencapai
standar yang diperlukan.

c) Poin ketiga berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang
telah  disepakati sebelumnya, meskipun dengan
keterlambatan.

d) Mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian,
namun melakukan tindakan yang bertentangan dengan
parameter yang disepakati.

2) Malpraktek Pidana (criminal malpractice)

Konsep malpraktik pidana mencakup tindakan atau
kelalaian yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
kerangka hukum pidana. Tindakan tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai positif (yaitu melakukan sesuatu)
atau negatif (yaitu tidak melakukan sesuatu), dan secara
kolektif disebut sebagai ‘actus reus’. Komponen ‘mens rea’
dari suatu tindakan merujuk pada niat jahat, baik yang
disengaja maupun kelalaian, di balik tindakan tersebut.
Contoh malpraktik kriminal yang disengaja meliputi:

a) Pelaksanaan aborsi tanpa menggunakan intervensi medis

b) Pengungkapan sengaja informasi medis rahasia

c) Kegagalan memberikan bantuan kepada seseorang dalam
keadaan darurat merupakan pelanggaran terhadap
peraturan yang ditetapkan.

d) Penerbitan sertifikat medis yang tidak akurat.

e) Penerbitan laporan otopsi palsu merupakan tindak pidana.

f) Pemberian kesaksian palsu di pengadilan dalam kapasitas
sebagai ahli.




Berikut ini adalah contoh kasus malpraktik kriminal
yang dikaitkan dengan kelalaian:

a) Dalam studi ini, subjek ditemukan mengalami cedera pada
daerah perut akibat kelalaian. Hal ini dibuktikan dengan
adanya gunting di dalam perut subjek.

b) Kegagalan dalam menerapkan tingkat kehati-hatian yang
diperlukan, yang mengakibatkan kerusakan serius, baik
fisik maupun psikologis, pada pasien.

c) Malpraktik administratif

4. Upaya Pencegahan Malpraktek

Mengingat kecenderungan adanya tindakan hukum
terhadap tenaga medis akibat malpraktik, sangat penting bagi
penyedia layanan kesehatan untuk bertindakmdengan cermat
dan kehati-hatian dalam melaksanakanmtugas mereka. Hal
berikut perlu dipertimbangkan:

a) Perlu dicatat bahwa perjanjian ini berbentuk kewajiban
usaha (inspaning verbintenis) bukan perjanjian untuk
mencapai hasil (resultaat verbintenis). Oleh karena itu,
tidak pantas untuk menjanjikan atau menjamin
keberhasilan usaha mereka.

b) Sangat penting untuk mendapatkan persetujuan yang
terinformasi sebelum melakukan intervensi apa pun.

c) Sangat penting agar semua tindakan yang diambil
didokumentasikan secara teliti dalam catatan medis.

d) Dalam situasi  ketidakpastian, disarankan untuk
berkonsultasi dengan rekan senior atau dokter.

e) Sangat penting agar pasien diperlakukan dengan
manusiawi, dengan semua kebutuhannya diperhatikan
dengan seksama.




f) Sangat penting untuk membangun komunikasimyang
efektif dengan pasien,nkeluarga mereka, dan komunitas
sekitar.

5. Penanganan Malpraktek

Sistemnhukum dimIndonesia, yang terdiri dari berbagai
doktrin hukum, termasuk hukum materiil, hukum
pidana,nhukum perdata, danmhukum administrasi,mtidak
mengakui konsep hukum ‘malpraktik’. Sangat penting bagi
profesi medis untuk tunduk pada peraturan hukum yang
dapat berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan
pelaksanaan tugas mereka dengan benar dan, sejauh
mungkin, menghindari pelanggaran etika medis.

Perpotongan berbagai peraturan yang mengatur
perilaku tenaga medis telah muncul sebagai bidang baru
dalam ilmu hukum, yang hingga kini masih belum banyak
diatur. Namun, perlu dicatat bahwa hukum pidanandan
perdatamyang berlaku dimIndonesia belum tentu menjadi
kerangka hukum yang paling sesuai untuk menangani
pelanggaran yang dilakukannoleh tenaga medis. Bidang
hukumnyang sedang berkembang ini, yang disebut Hukum
Kedokteran, sedang dalam tahap pengembangan di Indonesia.
Dalam artimyang lebih luas, bidang ini dikenal
sebagaimHukum Kesehatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pertama kali
menggunakan  istilah  ‘hukum  kedokteran’  untuk
menerjemahkan ‘hukum kesehatan’. Istilah ‘hukum
kesehatan’ digunakan untuk merujuk pada bidang
hukummkesehatan, sementara istilah ‘hukum
kedokteran’'mkemudian dipakai sebagai bagianmdari istilah
‘hukummkesehatan’. Istilah ‘hukum kesehatan’ awalnya
digunakan untuk menerjemahkan istilah ‘hukum kedokteran’.




Dewan Etika Kedokteran merupakan bagian
darimlkatan = Dokter Indonesiam(IDI). MKEK akan
memutuskan apakah suatu kasus melanggar aturan
etikanatau hukum.

Pada tanggaln10 Agustusn1995, KeputusannPresiden
Nomor 56/1995 diterbitkan mengenai Dewan Disiplin
TenagamKesehatan (MDTK). Tugas dewan ini adalah
memutuskan apakah seorang dokter telah melakukan
kesalahan atau lalai dalam pekerjaannya. Lembaga ini bersifat
independen dan tidak termasuk dalam pemerintahan.
Anggotanya terdiri dari ahli hukum, tenaga kesehatan dari
organisasi profesi kesehatan, ahli agama, psikolog, dan
sosiolog. MDTK diharapkan dapat mengambil keputusan yang
lebih objektif daripada MKEK karena anggotanya bukan
dokter yang terikat oleh sumpah profesi mereka. Hal ini
berarti mereka mungkin tidak bertindak secara bias dan
membela rekan sejawat mereka. Hal ini dapat menyebabkan
pasien merasa tidak puas karena mereka menganggap MKEK
lebih mengutamakan kepentingan dokter daripada
kepentingan pasien.

B. Perlindungan Hukum
1. Ruang lingkupiPerlindungan Hukum

Pemerintah memberikan perlindungan  melalui
instrumen hukumnya, termasukiUndang-Undang tentang
Perlindungan Saksi dannKorban. Proses hukum dimulai
dengan identifikasi seseorang sebagai korban perdagangan
manusia. Proses ini dilanjutkan dengan tahap penyelidikan
dan persidangan, diikuti oleh rehabilitasi kesehatan dan
sosial. Tahap akhir adalah repatriasi korbaniperdagangan




manusia dan reintegrasiisosial mereka. Selain itu, masalah
restitusi danikompensasi bagi korbannakan dibahas.

Sesuai dengannUndang-Undang Nomorn13
Tahunn2006, istilah ‘perlindungan’ didefinisikan sebagai
langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemenuhan
hak dan pemberian bantuan, dengan tujuan menanamkan
perasaan amannkepada paransaksi dan/atau korban.
Langkah-langkah ini harus dilaksanakan oleh lembaga
perlindungan saksi dan korban yang ditunjuknatau lembaga
terkait lainnya.

Jelas bahwa korban kejahatan adalah pihak yangmpaling
terdampak dalam suatuntindak pidana. Namun demikian,
mereka tidak diberikan perlindungan hukum yang sama
seperti para penjahat. Dalam pembahasan hukum acara
pidana, Kkhususnya dalam konteksnHAM, terdapat
kecenderungan yang dominan untuk memprioritaskan hak-
hak tersangka sambil mengabaikan pemberian pertimbangan
yang setara terhadap hak-hak korban.

Berbagai bentuk proteksi hukum terhadap korban
kejahatan dapat diterapkan sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat. Hal ini meliputi restitusimdan kompensasi,
pelayanan medis, serta bantuan hukum.

Perlindungan untuk korban dapat berupa tindakan
abstrak (tidak langsung) atau konkret (langsung). Gagasan
tentang perlindungan abstrak dapat dideskripsikan sebagai
jenis perlindungan yang dihayati atau dipahami pada tingkat
emosional, yang melibatkan perasaan kepuasan.

Perlindungannkonkret dapat didefinisikan sebagai
bentuk perlindunganiyang dapatidinikmati secara nyata,
seperti penyediaan manfaat material atau non-material.
Manfaat material dapat mencakup ganti rugi atauirestitusi,




pembebasan dari biayanhidup, pembebasan darinancaman,
atau pembebasan dari publisitas yang merendahkannyang
merusak martabat manusia.
2. Korban Malpraktek Medik

Tidak semua korbannkejahatan adalah manusia -
terkadang korban bisa berupa kelompok orang, komunitas,
atau entitas hukum. Terkadang, dalam beberapa kejahatan,
korban bisa berupa makhluk hidup lain, sepertimtumbuhan,
hewan, ataumekosistem secara keseluruhan. Kita sering
menemui korban kejahatannlingkungan.

a. Pengertian Korban

Pasal 1 angkam2 UU PerlindunganmSaksi dan Korban
menyatakanibahwa pengertianikorban adalah sebagai
berikut:

“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu
tindak pidana”.

Sementara itu, menurut ArifnGosita, korban
didefinisikan  sebagai orang-orang yang mengalami
penderitaan fisik serta mental yang diakibatkan oleh
perlakuan orang lain yang berlawanan denganmkepentingan
mereka sendiri atau kepentinganmorang lain yang ingin
memenuhi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan
orang lain yang bertentangan dengannkepentingan
merekanyang menderita.

b. Malpraktek Medik

Menurut KBBImedisi ketiga, malpraktik adalah “praktik

kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang- undang




atau kode etik. ” Sedangkannarti malpractice,ndalam

Dorland’s Medical Dictionaryn27th Edition,nadalah: “praktik

yang tidak tepat atau yang menimbulan masalah”; tindakan

medik atau tindakan operatif yang salah”.

Untuk menentukan apakah tindakan seorang dokter
dalam menjalankan praktik profesinya dapat dianggap
sebagai malpraktik, Leenan merujuk pada limankriteria yang
ditetapkan olehnFred Ameln, yaitu:

1) Konsep “bertindak dengan hati-hati” (zorggvuldig
handelen) telah terbukti terkait dengan konsep kelalaian
(culpa). Jika seorang dokter bertindak dengan kelalaian,
yaitu dengan cara yang tidak memenuhi standar perawatan
yang diperlukan, atau dengan cara yang tidak
menunjukkan kehati-hatian atau kewaspadaan yang cukup,
maka unsur kelalaian terpenuhi. Namun, jika dokter
bertindak dengan kelalaian yang berat, yaitu dengan cara
yang begitu ceroboh sehingga menunjukkan culpa lata,
maka unsur culpa lata terpenubhi.

2) Kedua, jelas bahwa perilaku dokter sesuai dengan standar
medis yang telah ditetapkan.

3) Poin ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah
kemampuan rata-ratandibandingkan dengannkategori
spesialisasi medis yang samanyaitu kemampuan rata-rata
dari kategori medis yang sama.

4) Jika keadaan identik, kondisi yang sama berlaku.

5) Poin kelima berkaitan dengan sarana (atau sumber daya)
yang sesuai dengan tujuan spesifik tindakan/perilaku
medis.




C. Penanganan Kasus Malpraktek

Pelanggaran  profesional  didefinisikan  sebagai
pelanggaran terhadap standar etika yang telah ditetapkan,
peraturan disiplin profesional, hukum administrasi, dan
hukum pidana. Contoh pelanggaran tersebut meliputi sengaja
merugikan pasien, terlibat dalam kegiatan penipuan,
menahan pasien tanpa alasan yang sah, gagal menjaga
kerahasiaan medis, melakukan aborsi ilegal atau eutanasia,
pelanggaran seksual, memberikan pernyataan palsu,
penyajian informasi yang menyesatkan, menggunakan
pengetahuan dan teknologi medis yang belum teruji atau tidak
diakui, praktik tanpa lisensi yang sah, dan praktik di luar batas
kompetensi, di antara lainnya.
Kelalaian dapat terjadi 3 bentuk yaitu:
1. Malfeasance

Hal ini mencakup tindakan yang baik ilegal maupun
tidak pantas, seperti melakukan prosedur medis tanpa
indikasi yang memadai, atau memilih prosedur medis yang
tidak pantas.
2. Misfeasance

Pelaksanaan suatu prosedur medis dianggap benar
secara prinsip, namun pelaksanaan prosedur tersebut dapat
dianggap tidak tepat jika dilakukan dengan cara yang
bertentangan dengan protokol yang telah ditetapkan.
3. Nonfeasance

Kegagalan dalam melaksanakan prosedur medis yang
relevan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban
profesional yang berlaku. Kelalaian medis dianggap sebagai
bentukmmalpraktik nmedis, dan merupakannbentuk
malpraktiknmedis yangnpaling umum. Padandasarnya,
konsep kelalaian mencakup dua bentuk yang berbeda namun




saling terkait: tindakan dan kelalaian. Tindakan merujuk pada
pelaksanaan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan,
sementara kelalaian menandakan kegagalan untuk
melakukan tindakannyang seharusnya dilakukan oleh
individu lain dengan kualifikasi yang setara dalam keadaan
yang serupa.

Secara umum, hukum tidak menjatuhkan hukuman atas
kelalaian kecuali kelalaian tersebut dilakukan oleh individu
yang kewajiban profesionalnya mengharuskan mereka
bertindak dengan hati-hatindan yang mengakibatkan
kerugian atau cederanpada orang lain.

WMA menekankan tak semua kegagalanmmedis dapat
dikaitkan dengan malpraktiknmedis. Perlu dicatat bahwa
peristiwa merugikan yangntidak terduga yang terjadi selama
prosedur medis yang dilakukan sesuai dengan standar yang
diakui, namun mengakibatkan cedera pada pasien, tidak boleh
dianggap sebagai malpraktik medis atau kelalaian. Tidak
mungkin untuk menuntut pasien bertanggung jawab atas
hasil merugikan yang tidak terduga jika hasil tersebut dinilai
melampaui kemampuan ilmu kedokteran dan teknologinsaat
ini, dalam kondisi dan fasilitasiyang tersedia.

Jika peristiwa adverse yang dapat dicegah
tersebutntelah menyebabkan kerugian,imaka peristiwa
tersebut memenuhiisemua unsur kelalaiannmedis sesuai
dengan hukum. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disebut
sebagai peristiwa adverse yang disebabkan oleh kelalaian.
Peristiwa adverse (hasil yangntidak diinginkan) diibidang
medis dapatidisebabkanioleh beberapa faktor.

Hal berikut harus diperhatikan:




a. Hasil darimperjalanan penyakit itu sendiri, yang tak
berkaitan dengan tindakannmedis yang dilaksanakan
olehndokter.

b. Hasil darinrisiko yang tidak dapatndihindari, yaitu
risikonyang tidak dapat diprediksi sebelumnya (tidak
dapat diprediksi) dalam pendekatan terapeutik tertentu;
risiko-risiko tersebut harus diungkapkan sebelumnya.

c. Hasil ini dapat dikaitkan dengan kegagalan untuk
mematuhi standar kelalaian medis yang diperlukan.

d. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan ketidakhadiran
tertentu.

Setiap prosedur medis memiliki risiko terjadinya hasil
yang tidak diinginkan, sehingga langkah-langkah harus
diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Namun, sebagian
besar prosedur ini masih dapat dilakukan karena risikonya
rendah menurut ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Berikut adalah beberapa risiko yang dianggap dapat
diterima.

a. Risiko yangjarang terjadi, tetapi dapat diprediksi, dihitung,
atau dikendalikan. Ini termasuk efek obat-obatan,
pendarahan, dan infeksi selama operasi, serta lainnya.

b. Risiko yang sangat mungkin terjadi dan serius, tetapi hanya
dalam situasi tertentu. Risiko ini harus diambil ketika
operasi diperlukan dan tidak ada pilihan lain. Hal ini
terutama berlaku dalam situasi darurat.

Nugroho Kompono, Ketua Komite Medis RSCM,
mengatakan  bahwa  manajemennrisikonklinis  dapat
membantu menguranginkejadian adverse dan Kkelalaian
medis. Manajemen risiko Kklinis adalah cara untuk
mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan menangani risiko




yang mungkin terjadi dalam suatu programnyang bisa
mencegahnmengendalikan, dan mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko. Manajemennrisiko klinisidibutuhkan untuk:

d.

Berusaha mengurangi hal-hal yang dapat salah dan
membuat pasien serta keluarganya lebih bahagia.

. Dokter dan tenaga medis lainnya harus dikelola dengan

baik, dan waktu serta uang tidak boleh terbuang sia-sia.
Mencegah orang mengambil tindakan hukum terhadap
Anda karena kesalahan medis.

Menghindari pemberitaan negatif.

. Memberitahu dokter dan tenaga medis tentang

konsekuensi yang mungkin terjadi akibat tindakan mereka.
Membantu dokter merasa lebih baik dan percaya diri
dengan memberitahu rumah sakit tentang masalah
keamanan.

Mempertimbangkan seberapa besar risiko suatu tindakan.

. Keputusan harus lebih jelas dan didasarkan pada fakta.

Kriterianyang digunakan untuknidentifikasi risiko

diperoleh dari catatan medis pasiennrawat inap dannpasien
yang masuk ke ruang gawatndarurat, misalnya masalah
medisuyang dibahas, hal berikut perlu dipertimbangkan:

a.
b.
C.

Kegagalan dalam memantau atau mengambil tindakan.
Masalah diagnosis yang tertunda telah diidentifikasi.
Transfer atau penyampaian informasi kepada tenaga medis
lain dapat terhalang oleh kurangnya informasi.

Jelas bahwa penilaian risiko yang salah telah dilakukan.

. Kegagalan mencatat peralatan yang rusak merupakan

masalah serius.
Hal berikut perlu dipertimbangkan: Sangat penting untuk
memastikan bahwa daftar periksa data praoperasi




termasuk dalam daftar barang yang dibawa ke ruang
operasi.

. Situasi saat ini menunjukkan penyimpangan darinprotokol
yang telahndisepakati sebelumnya.

. Kegagalan memberikan bantuan saat diperlukan
merupakan kelemahan signifikan dalam pemberian
perawatan.

i. Protokol yangisalah digunakan.
j. Pemberian pengobatan padaisisi tubuhiyangisalah telah

diamati.




BAGIAN VII
ETIKA TINDAKAN BIOMEDIK

Kemajuan dalam ilmu biomedis dan teknologi (IPTEK)
serta implementasinya dalam praktik medis telah
menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum
dan menghadirkan isu-isu etis bagi masyarakat. Masyarakat
umum telah mengungkapkan tingkat kekhawatiran dan
ketidakpastian terkait penelitian ilmiah dan teknologi
biomedis. Hal ini disebabkan karena penelitian dimulai
dengan pembentukan hipotesis, yang kemudian diuji di
laboratorium dan pada hewan percobaan. Selain itu,
eksperimen dilakukan pada subjek manusia dengan tujuan
mencapai manfaat klinis. Meskipun penelitian mengandung
risiko inheren, penelitian tersebut juga memberikan manfaat
pribadi bagi peneliti dan lembaga penelitian, serta bagi subjek
yang terlibat (CIOMS dan WHO, 1993: 1).

Kode Etik Nuremberg tahun 1947 merupakan
kodemetik  internasional pertama  untukmpenelitian
yangnmelibatkannsubjek manusia. Pembuatan kodeietik ini
untuk penelitian manusia dimulai dengan tujuan mencegah
terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan
kesejahteraan oleh dokter. Pada tahun 1964, Asosiasi Medis
Dunia (WMA) mengambil langkah-langkah untuk meredakan
kekhawatiran  publik dengan  mengadopsinDeklarasi
Helsinki,myang  terakhir  direvisinpada tahunn1989.
Dokumen ini menetapkannpedoman  etika  untuk
penelitiannyang melibatkan subjek manusia.




mMajelismUmum PBB mengadopsinPerjanjian
Internasionalotentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya
disebut Perjanjian) pada tahun 1976. Perjanjian tersebut
mulai berlaku pada tahun 1976 dan, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 7, menetapkan bahwa: Prinsip dasar bahwa tak
satupun yang bisa dikenakan penyiksaan atauoperlakuan atau
hukuman yangokejam, tidakimanusiawi, atau
merendahkanemartabat manusia ditetapkan di sini.
Secaraukhusus, dinyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh
dikenakan  eksperimen medis atau ilmiahotanpa
persetujuanubebas mereka” (CIOMS dan WHO, 1993: 2).

Pada akhir tahun 1970-an, Dewan Organisasi
Internasional [Imu Kedokteran (CIOMS) dan WHO melakukan
lebih banyak penelitian tentang isu-isu ini karena kondisi
khusus negara-negara berkembang dalam menerapkan Kode
Nuremberg dan Deklarasi Helsinki. mPada tahunm1982,
mereka  menerbitkanmPedoman  Internasional  yang
Diusulkan untuk PenelitianmBiomedis yang
MelibatkannSubjek Manusia. Tujuan dari Peraturan ini adalah
untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai moral dan etika
seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan riset
biomedis yang melibatkan subjek manusia. Seperti yang
disebutkan dalam Deklarasi Helsinki, pedoman ini dapat
diterapkan dengan baik, terutama di negara-negara
berkembang, karena kondisi sosial dan ekonomi mereka,
undang-undang dan peraturan, serta cara mereka dikelola
(CIOMS dan WHO, 1993: 3).

Pada dasarnya, etika dalam praktik biomedis berkaitan
dengan moralitas, yang dapat didefinisikan sebagai studi
sistematis tentang refleksi moral dan analisis keputusan
perilaku dinmasa lalu, sekarang,idan masaidepan.




Dalam situasi di mana pasien tidak mampu membuat
keputusan yang dianggap kompeten, dokter dapat
menerapkan bentuk paternalisme. Pendekatan ini dianggap
sebagai metode pengambilan keputusan yang paling tepat
untuk pasien-pasien tersebut. Dokter wajib berkonsultasi
dengan anggota keluarga mengenai berbagai opsi pengobatan
yang tersedia, meskipun keputusan akhir mengenai jalannya
pengobatan tetap berada di tangan dokter. Hal ini diatur
dalam Deklarasi Hak Pasien yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Medis Dunia (WMA) (Williams, 2005: 13).

A.Konsep Etika Biomedik

OrganisasiuKesehatan Dunia (WHO) danuDewan
Organisasi Internasional ImumKedokteran (CIOMS) bekerja
sama untuk menciptakan Pedomannlnternasional untuk
PenelitianmBiomedis yanguMelibatkan Subjek Manusia.
Pedoman ini diterbitkanmpada tahunn1982 oleh CIOMS dan
Asosiasi Medis Dunia (WMA). Tujuan dari pedoman ini adalah
untuk menjelaskan aturan dasar yangimengatur cara riset
biomedis yang melibatkanumanusia harus dilakukan.
DeklarasinnHelsinki Asosiasi Medis Dunia menyatakan bahwa
pedoman ini bisa diaplikasikan dengan efektif, terutama di
negara-negaramberkembang. Hal ini dimungkinkan dengan
mempertimbangkan kerangka budaya, sosial, ekonomi,
hukum nasional, serta kerangka eksekutif dan administratif
(CIOMS dan WHO, 1993: 7).

Kata ‘etika’uberasal dari kata Yunani ‘ethos’ dan
‘ethikos’. ‘Ethos’ berarti karakter, sifat, kebiasaan, atau
kebiasaanubaik. Kata ‘ethikos’iberarti moralitas, kondisi, atau
perilaku dan tindakan yang baik. Katan‘etika’ berbeda
denganukata ‘etis’ dan ‘etiket’. nKata “etis” merujuk pada




seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan apa
yang benar atau salah, atau bagaimana masyarakat
seharusnya berperilaku. Istilah ‘etiket’ merujuk pada sopan
santun, keramahan, dan aspek lain dari masyarakat yang
teratur yang membantu kita menjaga hubungan baik satu
sama lain.

Perspektif terminologis, etika dapat didefinisikan
sebagai cabang ilmu yang membahas perbedaan
antaraubenar dan salah, baikudan buruk, dalam perilaku dan
tindakan manusia. Etika juga mencakup identifikasi
kewajiban manusia. Dalam bahasa Yunani, kata “etika”
didefinisikan sebagai “ethikos”, yang diartikan sebagai
kumpulan prinsip atau nilai moral. Makna sejati etika adalah
kebiasaan. Namun, konsep etika telah berkembang secara
signifikan seiring waktu. Etika adalah disiplin ilmu yang
mempelajari tindakan atau perilaku manusia, membedakan
antara yang baikidan yangiburuk dengan menganalisis
perbuatanimanusia  sejauhudapat dipahami olehiakal
(Istighfarotur, 2010: 2).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1988, mengutip
Bertans 2000), etika didefinisikan sebagai berikut:

1. Studi ilmiah tentang prinsip-prinsip moral dan hak serta
kewajiban moral yang menyertainya.

2. Kumpulan prinsip atau nilaiiyang terkait dengan moralitas.

3. Nilai-nilai yang berkaitan dengan benarudan salah
yangisecara Kkolektif dianut olehisuatu kelompok
masyarakat tertentu.

Pada akhirnya, inti dari setiap pembahasan tentang etika
medis adalah pasien. Sebagian besar asosiasi medis mengakui
bahwa, sesuai dengan kebijakan dasar mereka, kesejahteraan




pasien merupakan pertimbangan utama dalam semua
keputusan yang berkaitan dengan perawatan. Dalam
Pedoman Etika Asosiasi Medis Dunia (WMA), tujuan ini hanya
dapat dicapai melalui pengelolaan yang efektif terhadap
berbagai tantangan etika yang dihadapi dalam praktik sehari-
hari dan identifikasi pendekatan yang efektif untuk
memprioritaskan pasien (Williams, 2005: 4).

Dalam bidang kedokteran, telah muncul suatu disiplin
ilmu yang dikenal sebagai Teknik Biomedis, yang juga disebut
sebagai Ilmu Biomedis. Ilmu Biomedis merupakan cabang
kedokteran yang menerapkan prinsip dan
pengetahuanndasar [ImumAlam (yaitu Biologi,uKimia,udan
Fisika) untukimenjelaskan fenomena biologis padantingkat
molekuler, seluler, organ,mdannorganisme secara
keseluruhan. Ilmu ini berkaitan dengan penyakit dan
pengembangan bahan yang sesuai untukimencegah,
mengobati, dan memulihkannkerusakan yangndisebabkan
oleh penyakit (Jatmiko dkk. 2013: 13).

National Institutes of Health (NIH) mendefinisikan ilmu
biomedis sebagai bidang yang mengintegrasikan berbagai
disiplin ilmu untuk mengatasi tantangan dalam bidang
kesehatan, mulai dari ilmu bahan hingga proses rehabilitasi
(1997). Sementara itu, ilmu biomedis, yang pertama Kkali
dikembangkan secara pendidikan oleh  Universitas
Pennsylvania di Philadelphia, didefinisikan oleh Profesor
Kenneth R. Foster sebagai integrasi beberapa disiplin ilmu,
seperti teknik dan kedokteran, untuk menemukan solusi
terhadap masalah di bidang Kesehatan. Konsep Etika
Biomedis didasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Jatmiko
dkk.,2013: 15):




1. Konsep penghormatan terhadap manusia mencakup
berbagai prinsip, termasuk otonomi, perhatian terhadap
individu dengan disabilitas, perlindungan terhadap
individu yang rentan, dan pengakuan akan kebutuhan
bantuan bagi mereka yang bergantung pada obat-obatan.

2. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan manfaat
dan meminimalkan kerugian serta kesalahan.

3. Dikatakan bahwa semua individu diperlakukan dengan
cara yang adil dan sesuai.

4. Dokter diwajibkan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip
belas kasihan terhadap kondisi dan keadaan pasien,
sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Helsinki dan
Undang-Undang Eutanasia.

5. Uji coba diagnostik, preventif, atau terapeutik yang
terkontrol.

6. Makalah ini memaparkan temuan penelitian yang
dilakukan mengenai konsekuensi individu dan sosial dari
tindakan pencegahan dan terapeutik.

7. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyakit,
bersamaan dengan implementasi langkah-langkah
rehabilitasi, merupakan aspek fundamental dari program
ini.

B.Memelihara Kualitas Hidup dalam Konteks
Etika Biomedik

Pelestarian dan perlindungan setiap kondisi dan
keadaan fisik serta spiritual merupakan hal yang mendasar
dalam menjaga kualitas hidup. Namun, dalam ranah etika
biomedis, telah diidentifikasi adanya masalah etika. Masalah
etika muncul dalam ranah etika medis, terutama terkait
dengan isu-isu pada awal kehidupan. Masalah-masalah ini




tidak dapat dijelaskan secara komprehensif, namun penting
untuk menyadarinya agar dapat memahami konsekuensi
etisnya dan mengatasinya dengan cara yang etis. Tiap
permasalahan yang timbul menjadi subjek analisis mendalam
oleh organisasi medis, badan penasihat pemerintah,idan
komite etika. Dinbanyak negara, kerangkaohukum,
mekanisme regulasi,idan pedoman kebijakan telah ditetapkan
untuk menangani masalah-masalah ini (WMA dan CIOMS,

2005: 47).

Ada dua masalah yang perlu kita perhatikan secara
khusus terkait etika biomedis.

1. Eutanasia terjadi ketika seseorang yang kompeten dan
memahami penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan
memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pelaku mengetahui
penyakit pasien dan keinginannya untuk mati, dan
melakukan  tindakan  mengakhiri  hidup  tanpa
mengharapkan imbalan apa pun.

2. Bunuh diri dengan bantuan berarti secara sengaja dan
sadar memberinseseorang ilmu atau sarana, atau
keduanya, yang dibutuhkan untukmmelakukan
bunuhndiri. Hal ini termasuk memberikan konseling
tentang dosis mematikan obat, meresepkan dosis
mematikan obat,natau memberikan obat tersebut.

Eutanasia dan bunuhndiri dengan bantuannsering
dianggap secaraietis tidak dapat dibedakan. Namun, ada
perbedaannyang signifikan antaraukeduanya dalam praktik
dan dalam hal yurisdiksi hukum. Sangat penting untuk
membedakan antara eutanasia dan bunuh diri dengan
bantuan, serta tindakan menundamatau menghentikan
perawatan medis yangotidak diinginkan. Fenomena eutanasia




dan bunuhidiri dengan dibantu dapat dipahami sebagai
respons terhadap rasa sakitiatau penderitaanuyang tak
tertahankan yang dialami oleh pasien. Telah terbukti bahwa
individu dalam situasi ini lebih memilih untuk mengakhiri
hidup mereka sendiri daripada terus hidup dalam keadaan
tersebut. Selain itu, sebagian besar pasien mendesak
haknuntuk mati dannbahkan hak untuk menerima bantuan
dalam proses kematian. Doktermmdianggap sebagai alat
yangnpaling sesuai untuk kematian karena keahlian medis
mereka dan akses ke obat-obatan yang tepat yang dapat
menyebabkan kematian yangncepat dan tanpa rasa sakit

(Williams, 2005: 48).

Jelas bahwa tenaga medis akan enggan memenuhi
permintaan semacam itu, mengingat praktik semacam itu
ilegalndi banyak negara danntidak diperbolehkan
dalamnsebagian besarukode etik medis. Larangan-larangan
ini ialahmbagian darimSumpah Hippocrates danutelah
dikukuhkan kembaliuoleh Asosiasi Medis Dunia (WMA)
dalam Deklarasinya tentang Eutanasia.

[stilah ‘Menjaga Kualitas Hidup atau Transplantasi
Organ’ didefinisikan sebagai berikut:

1. Dalam kasus di mana kondisi pasien tidak lagi
memungkinkan opsi pengobatan lain, transplantasi dapat
menjadi prosedur yang bermanfaat.

2. Proses transplantasi melibatkan penggantian jaringan atau
organ tubuh yang rusak.

3. Proses transplantasi memerlukan evaluasi komprehensif
yang mencakup pertimbangan medis dan non-medis. Hal
ini meliputi, namun tidak terbatas pada, agama, moralitas,
budaya, hukum, dan etika.




4. Proses persetujuan untuk transplantasi menandakan
bahwa keputusan telah dievaluasi secara cermat, dan
donasi organ dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional.

Diskusi tentang Etika Biomedis telah menunjukkan
bahwa etika membantu orang untuk mengikuti aturan. Ketika
kita membicarakan etika dalam kedokteran, kita berbicara
tentang bagaimana dokter dan tenaga medis seharusnya
merawat pasien, serta hubungan antara pasien dan dokter.
Pasien dan keluarganya dapat membuat keputusan yang tepat
mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini disebut
‘tindakan biomedis’.




BAGIAN VIII
ETIKA BIOMEDIK DI AKHIR
KEHIDUPAN

A. Konsep Akhir Kehidupan (Dying and Death)

Definisi hidup menurut para ahli: Mitch Axelrod: 'Hidup
adalah sebuah perjalanan yang harus dijalani dan dinikmati.
Seberat apapun masalah yang dihadapi, kita harus bisa
melewatinya, karena setiap kehidupan pasti ada manis dan
pahitnya. | Ketut Gede Yudantara: Hidup adalah anugerah dan
amanah dari Tuhan yang harus kita jalani. Kita hendaknya
mematuhi apa yang diperintahkan olehmAllah SWT
danmmenjauhi segalamhal yang menjadilarangan-Nya (Farid,
2015).

1. Pengertian Ajal (Dying)

Menurut etimologi, dying bersumberndari kata dien yang
memiliki artiumendekati kematian. Jadi dying didefinisikan
sebagai prosesnmendekati kematian. Dalam kondisi ini bisa di
sebabkan oleh suatu penyakit atau perbuatan yang terjadi
pada individu tersebut. Misalnya seperti seseorang
perempuan yang terkena penyakit kanker stadium akhir
dimana penyakit tersebut bisa meyebabkan kematian
(Stevens, P.]. M, dkk,1999). Dalam konsep dying ini terdapat 5
fase (Igbal. 2007):

a. Penyangkalan dan Isolasi

Adalah menunjukkan reaksi penolakan terhadap orang

lain, membuatnya merasantidak nyaman dengannapa




yangmmereka  pertanyakan, baik secara langsung
maupunitidak langsung.
b. Marah

Dapat dikatakan bahwa emosi yang tidak terkendali,
seperti  kemarahan, kecemburuan dan Kkebencian,
ditampilkan. Sebagai contoh, banyak orang yang menyalahkan
takdir mereka sendiri untuk masalah percintaan yang tidak
sesuai dengan hasil yang mereka inginkan.
c¢. Tawar-menawar

Sebagai contoh, menunda kematian berarti memiliki
harapan dan keinginan untuk berbuat baik di dunia ini, dan
berikrar kepada Tuhan untukimenjadi orangiyang lebihibaik.
d. Depresi

Sebuah proses di mana seseorang mengalami peristiwa
traumatis yang membuat mereka merasa takut dan menangis,
seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan untuk bunuh
diri.

e. Penerimaan

Di sinilah seseorang mampu menerima lika-liku
kehidupan yang akan dialaminya di masa depan,
mengatasinya dengan kesabaran dan keikhlasan.

2. Pengertian Kematian (Death)

Kematian adalah terhentinya kerja otak secara
permanen. Terdapat 3 sudut pandang dari kematian (Kozier,
B, 2004):

a. Kematian

Sebagai contoh, kematian otak yang tidak dapat
dipulihkan dapat disebabkan oleh kecelakaan di mana orang
meninggal di tempat.




b. Pandangan tentang Kematian

Menurut masyarakat, kematian adalah takdir dari Allah
SWT dan tidak dapat dihindari karena semua orang pasti
akanimati. Oleh karena itu,ikita hendaknya siap setiap saat
karena kematian tidak dapat diprediksi.
c¢. Tanda-tanda Kematian

Tanda-tanda kematian ini dapat terlihat secara fisik.
Tubuh menjadi lebih lemah dan sulit untuk berbicara. Sistem
pencernaan juga menjadi lebih lemah. Mungkin juga
seseorang yang akan meninggal telah memberikan tanda-
tanda bahwa hal ini akan terjadi.
B. Konsep Abortus dan Deklarasi Tentang Abortus
1. Konsep Abortus

Aborsi, juga dikenal sebagai abortus, adalah penghentian
kehamilan yang disengaja, yang mengakibatkan kematian
janin sebelum dapat bertahan hidup di luar rahim (Grimes &
Stuart, 2010). Menurut WHO, aborsi didefinisikan sebagai
kematian janin di bawah usia kehamilan 28 minggu atau
dengan beratijanin tidak mencapaiu1000 gram. (WHO, 1998).

Sejak zaman dahulu, aborsi telah dilakukan dengan
menggunakan berbagai alat, benda tajam, obat-obatan herbal
dan metode tradisional lainnya untuk menggugurkan
kandungan. Cara-cara ini sangat tidak aman karena dapat
menyebabkan cedera pada ibu dan mempengaruhi organ
reproduksinya, yang berpotensi membuatnya tidak subur.
Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan orang yang
ahli dalam bidang ini, seperti dukun, dan ada juga kasus di
mana perempuan melakukan prosedur ini sendiri, misalnya
dengan meminum ramuan herbal atau dengan melakukan
kekerasan terhadap dirinya sendiri (Joffe, 2009).




Abortus terbagi atas dua bagian (Kulier, R dkk, 2011):
a. Abortus Spontan

Aborsi spontan, juga dikenal sebagai keguguran, terjadi

secara alami dan tidak menunjukkan gejala atau faktor
mekanis atau medis pada awal kehamilan. Jenis aborsi ini

dapat dibagi menjadi:

1.

Abortus imminens (keguguran terancam) adalah apabila
terdapat tanda-tanda keguguran, seperti perdarahan dari
rahim, sebelum usia kehamilan 28 minggu, tetapi janin
masih hidup dan dapat diselamatkan.

. Abortus yang terlewat adalah kematian janin di dalam

rahim sebelum 28 minggu, di mana janin tidak dikeluarkan
dari rahim dalam waktu dua minggu setelah kematiannya.
Biasanya, ibu tidak akan mengetahui jika janin telah
meninggal karena tidak ada tanda-tanda yang jelas.

. Abortus habitualis adalah keguguran yang terjadi secara

berurutan sebanyak dua atau tiga kali selama kehamilan
kurang dari 20 minggu.

b. Abortus Provokatus

1.

Abortusuprovocatus medicinali adalah aborsimyang
disengaja yang dilakukan untuk pengobatan atau
penyelamatan ibu karena kelainan pada janin. Jika janin
tidak dikeluarkan dari rahim, nyawa ibu akan terancam.
Aborsi ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan cara
yang dibenarkan oleh hukum.

. Abortus provocatus criminalis adalah pengguguran janin

secara paksa yangndilakukan tidak sesuai dengan
ketentuan hukum. Aborsi ini biasanya dilakukanndengan
menggunakannalat atau obatntertentununtuk memastikan
janin segera dikeluarkan dari rahim.




2. Deklarasi Tentang Abortus
Deklarasi Oslo yang dengan jelas mengekspos masalah
aborsi dan mengatur aborsi ini. Isi dari Deklarasi Oslo (World

Medical Assembly, Oslo, Norwegia, 1970) adalah sebagai

berikut:

a. Prinsip moral pertama yang harus dipatuhi oleh para dokter
adalah menghormati kehidupan manusia, seperti yang
ditetapkan dalam Deklarasi Jenewa. ‘Saya akan menjaga
penghormatan tertinggi terhadap kehidupan manusia
sejak saat pembuahan’.

b. Keadaan yang membuat kepentingan vital seorang ibu
bertentangan dengan kepentingan janinnya akan
menimbulkan dilema dan menimbulkan pertanyaan
apakah kehamilan tersebut harus diakhiri dengan sengaja.

c. Keragaman tanggapan terhadap situasi ini berasal dari
perbedaan sikap terhadap kehidupan anak yang belum
lahir. Halaini adalah masalah keyakinan dan hati nurani
individu, dan harus dihormati.

d. Meskipun bukan peran profesi medis untuk menentukan
sikap dan aturan suatu negaraiatau masyarakatitertentu
dalamihal ini, adalah tugas kita untuk memastikan bahwa
pasien dilindungi dan hak-hak dokter dijunjung tinggi
dalam masyarakat.

e. Apabila hukum mengizinkan aborsi terapeutik untuk
dilakukan, atau apabila legislasi untuk hal tersebut
dipertimbangkan dan tidak bertentangan dengan
kebijakan asosiasi medis nasional, dan apabila badan
legislatif menginginkan atau akan menerima panduan dari
profesiumedis, makauprinsip-prinsip berikutoini disetujui:
1) Aborsi hanya bolehidilakukanisebagaiitindakan

terapeutik.




2) Pengakhiran kehamilan biasanya hanya diperbolehkan
setelah disetujui secara tertulis oleh setidaknya dua
dokter yang dikenal karena keahlian profesionalnya.

3) Prosedur ini  harus dikerjakan  olehudokter
yangukompeten dalam lingkungan yangidisetujui
olehiotoritas terkait.

f. Jika seorangudokter menganggap bahwaukeyakinan
mereka menghalangi mereka untuk memberikan nasihat
atau melakukan aborsi, mereka dapat menarik diri,
memastikan bahwa kesinambungan perawatan diberikan
oleh kolega yang berkualifikasi.

g. Meskipun pernyataaniini didukungioleh MajelisiUmum
Asosiasi Medis Dunia, pernyataan iniutidak
dianggapumengikat setiap anggota asosiasi kecualiijika
diadopsi oleh asosiasi tersebut.

Dari Deklarasi Oslo, kita dapat menyimpulkan bahwa
kehidupan manusia dihormati baik sebelum kelahiran
maupun di akhirat. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa
aborsi hanya dilakukan jika diperlukan secara medis, dan
merupakan tindakan yang salah jika melanggar hukum yang
telah ditetapkan mengenai aborsi. Oleh karenanya,
sebagaiutenaga kesehatanumasyarakat, kita harusuberperan
dalam mengurangi jumlah aborsi ilegal atau aborsi yang
dilakukan dengan melanggar hukum yang ada, dengan alasan-
alasan yang membenarkan aborsi ilegal.




C.Aspek Hukum AKkhir kehidupan (dying,

kematian dan Arbortus)

Di akhir kehidupan, manusia mengalami kematian untuk
pertama kalinya. Sekarat adalah proses di mana makhluk
hidup mendekati atau mengalami kematian. Ketika sekarat,
pasien ingin dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai dan
memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semua
pengaturan yang ingin mereka lakukan selama hidup mereka,
seperti masalah hukum, warisan, dan surat wasiat, sehingga
mereka dapat meninggal dengan tenang dan bermartabat.

Setelah mengalami sekarat, manusia akan mengalami
kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan makhluk
hidup yang diciptakan oleh Tuhan, ditandai dengan
berpisahnya roh dan jasad, serta berhentinya denyut nadi,
pernapasan, dan aktivitas batang otak. PP no 18/1981ipasal
1Gimenyebutkanibahwa :

“meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini

oleh ahli kedokteran yang berwenanang, bahwa fungsi
otak ,pernafasan dan denyut jantung seseorang telah
berhenti”.

Kematian seseorang adalah hal yang alamiah, yaitu mati
ketika waktunya tiba dan nyawa diambil oleh Sang Pencipta.
Kematian dengan paksaan, atau mengambil nyawa di luar
kehendak Tuhan, dikenal sebagai euthanasia dalam dunia
medis.

Euthanasia berarti kematian yang baik. Kematian yang
baik didefinisikan sebagai kematian dengan cara yang terbaik
bagi pasien, baik dari perspektif klinis maupun atas
permintaan pasien dan keluarganya. Euthanasia adalah
tindakan mempercepat proses kematian. Mempercepat




kematian pasien dipertimbangkan ketika ada beberapa faktor,
seperti pasien tidak sadarkan diri atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan (Cristiwan & Trian, 2014).

Aborsi spontanumerupakan aborsiiyang terjadiidengan
alami dan merupakan kehendak Tuhan. Aborsi terprovokasi
adalahiaborsi yang dilakukanudengan sengaja. Dengan kata
lain, aborsi yang dilakukan karena adanya faktor penyebab.
Abortusuprovocatus  therapeutis  adalah  aborsiuyang
dilakukan berdasarkan indikasi medis, artinya kehamilan
tersebut membahayakan nyawa bayi dan ibu, sehingga
keputusan tersebut diambil.

Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 mnejlaskan bahwa:
“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia
dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu
dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat
dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di
luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan
trauma psikologis bagi korban perkosaan. ”

Arbotus provocatus criminalis adalah arbitrase yang
dilakukan secara melawan hukum. Artinya, tindakan pidana
yang dilakukan oleh arbosi tidak sesuaiudengan kodeuetik
kedokteran maupun hukumiyangiberlaku (Cristiwan & Trian,
2014).

Siapapun yang melakukan Arbotus Provakatus
Criminalis akan tunduk pada hukum pidana yang telah
ditetapkan oleh negara. Sebagai contoh, seorang wanita yang
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melakukan aborsi dengan meminta bantuan bidan untuk

melakukan prosedur tersebut tanpa alasan kesehatan, tetapi

karena malu dengan kehamilannya, akan dikenakan hukum

pidana seperti yang tertera pada Pasali346 yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun. ”

Namun, aborsi yang dilakukan karena kehamilanuakibat
perkosaanudapat menyebabkanutrauma psikologisubagi
korban perkosaan. Oleh karena itu, korban perkosaan yang
mengalami gangguan psikologis bisa melakukanmaborsi
setelah melalui pemeriksaan psikiatri dan medis. Hal ini
disebut dalam Pasal 75.

Dalam hukum Islam melakukan abortus hukumnya
haram, dimana terdapat dalam firman dalam QS:Al-Maidah
(5) yang berbunyi

“pbahwasanya barang siapa yang membunuh seorang

manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain
atau bukan melakukan kerusakan dimuka bumi, maka
seakan dia telah membunuh seluruh manusia”.

Ini menunjukkan bahwa manusia sangat mulia di mata
Allah, dan bahwa manusia adalah mata rantai yang saling
terhubung; jika hubungan ini terputus, perkembangan
manusia akan terhenti. Selain itu, seorang bayi adalah penerus
suatu bangsa dan kemungkinan besar akan tumbuh menjadi
bagian dari generasi yang dapat melindungi alam (Rumadan
& Ismail, 2014).
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Dalam hukum Islam (fikih), aborsi dianggap sebagai

‘kebutuhan kritis’ dan diizinkan dalam situasi darurat.
Menurut fikih, aborsi dapat dilakukan jika terdapat resiko
yang menyebabkanitakmdilakukannya makaumengakibatkan
hal yang fatalipada ibuudan/atau janin.

Sebelum prosedur dilakukan, pasien memiliki hak-hak

sebagai berikut (Nasihudin & Muh Rofiq, 2010):

1.

Hak atas informasi: sebelum tindakan apapun dilakukan
terhadap pasien, pasien dan keluarganya harus diberitahu
agar mereka mengetahui tindakan apa yang akan diambil.

. Hak atas persetujuan: sebelum melakukan tindakan,

persetujuan  harus  diperoleh  dari  keduaibelah
pihaki(yaituipasien danidokter). Hal ini untuk menghindari
masalahihukum.

. Hak untukumenolak perawatan:upasien berhak untuk

berkata tidak pada suatu perawatan dan dokter tidak dapat
memaksa mereka untuk menerimanya.

. Hak untuk mendapatkan pendapat kedua: pasien memiliki

hak untuk menerima perawatan dari dokter lain.

. Hak atas privasi: pasien memiliki hak untuk merahasiakan

riwayat medis mereka.

. Akses ke rekam medis, termasuk sarana dan prasarana

rumah sakit.
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BAGIAN IX
ABORTUS PROVOKATUS

Akhir-akhir ini, Pembahasan tentang aborsi di Indonesia
semakin memanas akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi
dan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.
Hidupuadalah salahmsatu hakmasasi manusiamyang paling
mendasar yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Ketika kita
berbicara tentang aborsi, kita berbicara tentang kehidupan
manusia: kehidupan ibu dan janinnya. Dalam konteks medis,
aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan yang
mengakibatkan kematian janinuyang berusia kurangudari
20iminggu dan beratnya tak sampai 500ugram, sebelumijanin
tersebut dapat bertahan hidup secara mandiri diiluar
kandungan. Aborsi pro-choice, istilah ini merujuk pada
berakhirnya kehamilan sebelum tanggal persalinan yang
diharapkan. Di sini, ‘pengeluaran’ mengacu pada pengeluaran
janin secara sengaja, baik melalui cara-cara mekanis maupun
obat-obatan, misalnya (Sasmita, 2016).

A. Konsep Abortus Provokatus

Abortus  provokatusuadalah  jenis  aborsiuyang
prosedurnya dilakukan dengan sengaja, juga dikenal sebagai
aborsi yang disengaja. Hal ini dapat dilakukan dengan
menggunakan peralatan medis atau obat-obatan. Abortus
provokatus diizinkan karena alasan medis. Di sinilah
melanjutkan kehamilan akan membahayakan nyawa ibu. Oleh
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karena itu, aborsi tanpa indikasi medis dapat dianggap
sebagai kejahatan. Proses abortus (Sasmita, 2016):
1. Spontan/Alamiah (Secara Alami/Tanpa Tindakan)

Aborsiiispontan adalah aborsi yang terjadiisecaraialami,
tanpa tindakan apa pun. Aborsi ini juga dikenal sebagai
keguguran dan sering terjadi karena kecelakaan. Bahkan
wanita hamil mungkin tidak menyadari gejalanya. Sebagian
besar aborsi spontan disebabkanioleh kualitas sel spermaidan
sel teluriyang buruk.

2. Buatan/Sengaja (Aborsi Yang Dilakukan Dengan
Sengaja)

Pengakhiran kehamilan yang usia kehamilannya belum
mencapai 20 mingguiatau berat janinikurang dariu500 gram.
Atau, aborsi buatan dapat didefinisikan sebagai pengakhiran
kehamilan melalui tindakan yang dilakukan oleh wanita hamil
dan pelaku, baik melaluiutindakan medis dan obat-obatan
atauotindakan lain yangimenyebabkanipendarahan.

3. Terapeutik/Medis

Pengakhiran kehamilan secara buatan adalah
pengakhiran kehamilan yang dilakukan karena alasan medis.
Misalnya, jika seorang wanita hamil memiliki kondisi tekanan
darah tinggi kronis yang, jika tidak diobati, akan berbahaya
bagi dirinya dan janinnya. Aborsi semacam itu adalah
prosedur medis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya abortus (Sasmita,
2016):

1. Hamil Di Luar Nikah

Pergaulan bebas remaja adalah masalah serius dan terus
meningkat. Banyak remaja yangihamil di luarinikah danitidak
siap untuk memiliki anak, sehingga mereka sangat
menginginkan aborsi. Ini adalah penyebab utama aborsi.
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2. Alasan Sosio-Ekonomi

Kemiskinan dapat menyebabkan masalah dan membuat
orang melakukan aborsi yang tidak aman. Banyak
pasanganuusia subur yang miskin kurangomemperhatikan
kesehatan reproduksi dan Kkontrasepsi. Pasangan ini
melakukan aborsi karena mereka tidak mampu lagi
membiayai lebih banyak anak. Hal ini seharusnya dapat
dicegah dengan menggunakan alat kontrasepsi.
3. Alasan BelumiMampu Punya Anak

Kebanyakan pasanganumudauyang menikahutanpa
persiapan yang matang melakukannya dengan tergesa-gesa,
dan akhirnya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja,
bahkan terkadang dengan mertua mereka. Jika seorang anak
lahir, itu akan membebani orang tua dengan tanggung jawab
tambahan sementara mereka masih berjuang untuk
mengurus diri mereka sendiri.
4. Kehamilan Akibat Perkosaan

Hubungan seksualuyang dipaksakan antara seorang
priaidan seorang wanita dapat menyebabkan kehamilan, yang
dapat menimbulkan trauma bagi korban dan membuatnya
ingin melakukan aborsi karena dia menolak janin tersebut.
5. Alasan Kesehatan

Ada kemungkinanojanin akan lahir denganocacat yang
diturunkanisecaraigenetik. Hal ini biasanya diturunkan
melalui gen orang tua. Sebagai contoh, jika seorang ibu hamil
memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, hal
ini dapat membahayakan nyawa ibu dan janin. Dalam kasus
seperti itu, tenaga medis profesional dapat melakukan aborsi.
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B. UU Kesehatan Mengatur Abortus Provokatus
Menurut Syafruddin (2003) dalam pasal 15 ayat 1, ayat
2, dan ayat 3 undang- undang no. 23 tahun 1992.

Ayat 1: “Tindakan medis yang dilakukan dalam bentuk
pengguguran atau mematikan kandungan dengan alasan
apapun,dilarang karena bertentangan dengan norma
hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma
kesopanan. Ketika dalam keadaan yang sangat darurat
sebagaimana bentuk upaya untuk menyelamatkan nyawa
sang ibu dan juga janin yang di kandungnya dapat
dilakukan tindakan medis tertentu.”

Ayat 2: “Alasan atau pendapat para medis terhadap suatu
kondisi yang benar-benar mengharuskan para medis
mengambil tindakan tertentu, di karenakan tanpa
tindakan medis tertentu itu ibu yang hamil dan janinnya
akan terancam nyawa atau maut. Untuk melakukan
tindakan medis tersebut ialah tenaga kesehatan yang
sangat memiliki keahlihan dan kewenangan, untuk
melakukannya yaitu seorang dokter, ahli bidan dan
penyakit kandungan. ibu hamil yang pertama berhak
untuk memberikan pesetujuan kepadanya, kecuali ibu
hamil dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak bisa
memberikan persetujuan, barulah dapat di minta
persetujuan kepada suaminya ataupun kelurganya yang
bersangkutan. saran atau alat medis yang di gunakan atau
di pakai oleh tenaga medis harus memadai atau lengkap
untuk melakukan tindakan tersebut dan telah disetujui
atau ditunjuk oleh pemerintah.”

Ayat 3: “Dalam peraturan pemerintah yang telah di
tetapkan sebagai pelaksana dari pasal ini,dijabarkan atau
di tetapkan dalam peraturan untuk menyelamatkan

106



nyawa ibu hamil dan janinnya dalam keadaan darurat
tenaga kesehatan harus mempunyai keahlihan atau
kemampuan dan kewenangan dalam bentuk persetujuan
tenaga kesehatan yang ditunjuk.”

Pasal 15 undang-undang, no 23 tahun 1992 tentang
kesehatan:

“Berdasarkan indikasi atau alasan medis yang
mengharuskan  untuk mengambil tindakan atau
keputusan, oleh karena itu tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlihan dan kewenangan maka dengan
persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau pun suami
dan kelurganya yang bersangkutan, dan sarana prasana
yang telah ditentukan.”

Contoh ilustrasi dari praktik aborsi ilegal adalah seorang
wanita bernama Mona yang memiliki kekasih gelap yang
bekerja sebagai direktur di sebuah bankupemerintah.
oSetelah mereka berhubungan selama kurang lebih
satuitahun, tanpa diduga Mona mengetahui bahwa ia sedang
mengandung anak dari kekasihnya tersebut. Dia segera
memberitahukannya. Setelah mengetahui bahwa Mona hamil,
sang bankir takut rahasianya terbongkar sehingga
mengancam Kkarirnya. la mencoba merayu Mona untuk
melakukan aborsi, namun Mona menolak. Akhirnya, bankir
tersebut meminta dokteruatau ahli kandungan
untukumelakukan aborsi pada Mona.
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Undang-undang kesehatan RI no. 36 tahun 2009, Pasal
75:

“Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi dan
dapat di kecualikan bedasarkan alasan atau
kedaruratan medik yang telah di deksi sejak usia dini
kehamilan.”

Pasal 77 peraturan tersebut menjelaskan bahwa

pemerintah berkewajiban untuk melindungi perempuanudari
aborsi yangutidak aman dan tidakubertanggung jawab, yang
bertentanganodengan normaoagama danoperaturan
perundang-undangan (Langie, 2014).

dan

Undang-undang no 36 pasal 75 ayat 1 dan 2:

“Dimana disini dibunyikan bahwa apabila setiap ibu hamil
yang akan melakukan aborsi akan dilarang, dimana
larangannya yang dimaksud dapat dikecualikan
bedasarkan: Alasan atau indikasi kedaruratan medik yang
telah dideteksi sejak usia dini kehamilannya, baik itu yang
mengancam nyawa sang ibu dan juga janinnya yang
menderita penyakit genetik berat, cacat bawaan maupun
yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyebabkan bayi
tersebut untuk hidup diluar kandungan. kehamilan yang
diakibatkan oleh perkosaan yang akan menyebabkan
trauma psikologi bagi korbaan perkosaan. tindakan yang
dapat dilakukan yang sebagai mana dimaksud (korban
perkosaan) adalah tindakan melalui konseling dan
penasehat.”

Seperti yangutelah dijelaskanodi atas, aborsi dilarang,
mereka yang melakukan aborsi akan

dikenakanosanksiopidana. Dengan dikeluarkannya UU NO.
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36iTahun 2009itentangikesehatan yangijuga membahas
aturan tindakipidana aborsi, oleh Kkarena itu pasal-
pasalitentang aborsiidalam KUHP iniutidak berlakuilagiiatas
dasar-dasar Specialis, Detogatlex Generalis.

Sebaliknya, Undang-Undang Kesehatan membuat
pengecualian untuk aborsiutertentu, yakni terminasi
kehamilan yang dijalani untuk mempertahankan nyawa
ibunya. Bahkan dalam hal pekerjaan dan profesi seorang
wanita, Pasalu49 ayat 2ZoUUono 39 tahun 1999 tentangoHAM
menjelaskan bahwa wanita mendapat prlindungan hukum
untuk fungsi reproduksinya, seperti yang dosebutkan dalam
pasalnya berikut ini,

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan
khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap
hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. ”

C. Pasal KUHP yang Mengatur Abortus Provokatus

Menurut hukumopidana, tindakan aborsiodiolndonesia
dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Menurut KUHP
(Kitab Undang-UndangoHukumoPidana), pelaku yang
menghilangkan hak hidup manusia dapat dikenai hukuman
berat, termasuk hukuman mati untuk pembunuhan
berencana. Selain itu, penganiayaan dan pembunuhan bayi
dalam kandungan, yang juga dikenal sebagai tindakan
kriminal aborsi, juga dihukum dengan keras (Langie, 2014).
Berikut beberapa pasal menurut KUHP mengenai aborsi yang
terdapat pada Bab XIX:

Pasal 346, “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan

atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang
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lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun. ”

Pasal 347, “(1) Barang siapa dengan sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun”

Pasal 348, “(1) Barang siapa dengan sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun. ”

Pasal 349, f“jika seseorang membantu melakukan
kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, 347,
dan 348 (misalnya dokter, bidan, atau juru obat), maka ia
akan dijatuhi hukuman yang ditentukan dalam pasal yang
bersangkutan, ditambah sepertiga, dan dilarang
melakukan pekerjaannya untuk mencegahnya mengulangi
kejahatan tersebut. i

Adapun kesimpulan dari pasal KUHP Bab XIX pasal 346
sampai 349 tersebut adalah (Syafruddin, 2003):

1. Seorangoperempuan  hamil yang  secaraosengaja

menyudahi kehamilannya sendiri, atau yang menyuruh
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orangolain untuk melakukan hal tersebut, dapat dijatuhi
hukuman penjara hingga empatitahun.

2. Seseorang yangodenganosengaja menyebabkan keguguran
atau aborsi pada wanita hamilotanpa persetujuannya akan
dihukum lima belas tahun penjara.

3. Seseorangoyang melakukanoaborsi dengan persetujuan
wanita hamil akan dihukum lima setengah tahun penjara;
jika wanita hamil tersebut meninggal, hukumannya adalah
tujuh tahun penjara.

4. Jika orang yangomembantu melakukan aborsi
adalahoseorang dokter,obidan, apoteker atau petugas
kesehatan,ohukumannya ditambah sepertiga dan izin
praktiknya dicabut.

Aborsiooyang disengaja yang dilakukan
denganomelanggar ketentuan hukumoyang terdapatodalam
KUHP adalah ilegal tanpa terkecuali dan memberikan beban
yang cukup berat bagi tenaga medis dalam menjalankan
tugasnya. Pasal mengenai aborsi dalam KUHP juga
bertentanganodengan Pasali75 ayat (2)iKesehatan yang
menyatakan bahwaopengguguran kandungan atau aborsi
pada umumnya dilarango(Pasali75 ayati(1)),
namunularangan ini dapat dikecualikanidalam keadaan-
keadaan tertentu (Tama, 2001).

1. Kondisi darurat medis yang membahayakan nyawa ibu
atau janin diidentifikasi pada awal kehamilan, atau yang
mengakibatkan kondisi yang menyulitkan bayi tersebut
untuk hidup.

2. Kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan merupakan
bentuk kekerasan seksual yang menyebabkan trauma
psikologis pada korban.
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Dalam perundang-undangan Indonesia, ada dua
undang-undangiyang berkaitanidenganiaborsi: KUHP
daniUndang-Undang Kesehatan. KUHP mengatur aspek
hukum dari aborsi, sedangkan UU Kesehatan mengatur aborsi
buatan yang legal.

Peraturan-peraturan mengenai aborsi ini secara tidak
langsung dapat mengurangi jumlah aborsi ilegal, dan tenaga
medis telah mengambil sumpah profesionalisme dan
mematuhi kode etik, yang jika dipatuhi dapat meningkatkan
pekerjaan mereka jika mereka memperdalam pemahaman
mereka tentang ajaran agama masing-masing.

D. Aspek Hukum Abortus Provokatus

Pertanggungjawaban yuridis abortus provokatus dari
segi pidana didasarkan pada hukum positif di Indonesia, di
mana peraturan yangomengatur tentangoaborsi terdapat
dalam dua undang-undangopidana yaitu KUHPidan UU No.
36iTahuni2009 tentangiKesehatan.

Menurut hukum di Indonesia, Tindak pidana yang
dikenal sebagai “abortus provocatus criminalis” adalah yang
dimaksud dengan aborsi atau penghentian kehamilan.
oMenurut KUHP, tindakanuaborsi dikategorikanusebagai
tindakan kriminal. Orang yang melakukan tindak pidana ini
dapat dikenai hukuman (Langie, 2014). Yaitu:

1. Ibuiyangimelakukan tindakan aborsi tersebut.

2. Dokter atu bidanuatau dukunuyang membantu7ibu hamil
dala tindakan aborsi tersebut.

3. Orang-orang yang mendukungiterlaksananya aborsi
tersebut.
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BerdasarkanuKUHP mengenai Bab 19 kejahatan
terhadap nyawa, maka dapat disimpulkan poin-poinnya:

1. Barangsiapaidenganisengaja mengobati atau
menyembuhkan ibu, atauomenyuruhnya untuk
diobati,odengan maksud untuk menggugurkan
kandungannya, diancamudengan pidanaupenjara paling
lamaoempat tahun.

2. Jika yang melakukan adalah seorangndokter, bidannatau
juru obat dan perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari
keuntungan, maka pidananya ditambahisepertiga.

3. Jika pelaku melakukan perbuatan tersebutudalam
menjalankan pekerjaan atau praktiknya, makaudapat
dicabutuhaknyauuntuk menjalankan praktik.

Ketentuan pasal-pasal dalam KUHP menghambat
kesempatan untuk melakukan aborsi jika aturan atau
ketentuan pasal-pasal tersebut bersifat absolut dan Semua
tipe aborsi adalah ilegal untuk perempuan jika tanpa ada
alternatif atau teknologi kesehatan reproduksi yang aman. Hal
ini diperlukan untuk menurunkan risiko kematian ibu akibat
penyakit serius. Tenaga kesehatan, seperti dokter dan bidan,
dapat menghadapi konsekuensi hukum karena melakukan
aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkanunyawa ibu
hamil. Olehukarena itu, perlu dibuat peraturanuyang
memberikan solusi terhadap masalah masyarakat yang ada
dan memungkinkan tenaga medisuiuntuk melakukaniaborsi
dalamiketentuan danibatasan yang jelas.

Dari pasal KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa (Langie,2014):

4. Barangsiapaidenganisengaja mengobati atau
menyembuhkan ibu, atauomenyuruhnya untuk
diobati,odengan maksud untuk menggugurkan
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kandungannya, diancamudengan pidanaupenjara paling
lamaoempat tahun.

1. Seseorangoyang denganosengaja melakukan aborsi
terhadap seorang wanita hamilotanpa persetujuannya
akan dihukum dua belasotahun penjara; jikaowanita hamil
tersebutomeninggal, hukumannya adalah lima belas tahun
penjara.

2. Seseorang yang melakukannaborsi dengan persetujuan
wanita hamil akan dihukum lima tahun enam bulan
penjara; jikaiwanita hamilimeninggal, hukumannyaiadalah
tujuh tahunipenjara.

3. Jikauaborsi dilakukanuoleh tenaga kesehatan, seperti
dokter, bidan,oatauoapoteker, mereka akan dihukum
dengan sepertiga darithukumanidan akan dicabut haknya
untuk berpraktik.

4. Setiap janin sejak dalamikandungan sampai lahir
memilikiuhak untukihidup.

Aborsi dalam UUukesehatan pasalo75 (Langie, 2014):

1. Tidak seorang pun boleh melakukaniaborsi.

2. Larangan ini dapat dikecualikaniberdasarkan hal-hal
berikut:

a. Keadaan darurat diidentifikasi sejak dini, seperti penyakit
yang membahayakan atau mengancam nyawa pasien,
termasuk kecacatan atau penyakit genetik parah yang
mencegah bayi keluar dari rahim dengan selamat.

b. Kehamilancakibat pemerkosaan,
yangcmenyebabkanctrauma psikologis pada korban.
c. Tindakanxsebagaimana dimaksudxpada ayatx(2)

hanyaxdapat dilakukanxsetelah yang bersangkutan
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mendapatkan konseling atau nasihat dari konselorxyang
kompetenidaniberwenang.

d. Kebijakan lain tentang keadaan darurat medis serta
indikasi pemerkosaan diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Hal ini dijelaskan dalam ayat (2) dan (3).

e. Konselor adalah orang yang telah mendapatkan
pendidikanudan pelatihan, seperti dokter,opsikolog,
tokohomasyarakat, tokoh agama, danisetiap orang
yangimemiliki kemampuan untukiitu.

Dalam pasal 76 UUuKesehatan, aborsi hanya

dapatidilakukan (Langie, 2014):

1. Aborsi hanya legal dalam kasus darurat medis dan dapat
dilakukan hingga enam minggu sejak periode menstruasi
terakhir.

2. Hanya petugas kesehatan yang terampil, berwenang, dan
bersertifikat yang dapat melakukan aborsi.

3. Aborsi harus dilakukan dengan persetujuan wanita hamil.

4. Aborsi dapat dilakukan denganuizin suami,ikecuali dalam
kasus pemerkosaan.

5. Hanya penyediaulayananiukesehatan yangimemenuhi
persyaratan yangiditetapkan olehiMenteri yang dapat
melakukan aborsi.

Sepertiiyang dijelaskanidalam KUHP, aborsiiadalah
tindakan yang dilarang dan ibuiserta pelaku dapatudikenakan
sanksiipidana. Namun, menurut UU Kesehatan,uyang
mengaturutindak pidana aborsi,ipasal-pasal mengenai
aborsiidalam  KUHPotidakoberlaku lagi  berdasarkan
asasohukum yangokhusus lebihodiutamakan daripada
hukum yanguumum. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan
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memperbolehkan pelegalan aborsi jika prosedur tersebut
dilakukaniuntukimenyelamatkaninyawa ibuiatau janin.
Pasali49(3) UUiNo. 39/1999itentang Hak Asasi Manusia
menyatakanobahwa  perempuanomemiliki  hak  atas
perlindunganohukum atas fungsi reproduksinya.

Pasal dalam KUHP dan UU Kesehatan diharapkan dapat
mengurangi jumlah aborsi. Selainuitu, upaya yangudapat
dilakukan untukomencegah abortus provokatus. (Lingie,
2014) yaitu:

1. Pasangan yang tidak atau belum menikah harus
menjauhkan diri dari hubungan pernikahan.

2. Berpartisipasi dalam program keluarga berencana jika
Anda tidak berencana untuk memiliki lebih banyak anak.

3. Mendekatkan diriipada Tuhan YME dan meningkatkan
kualitas spiritual agar bisa menghindari larangan-Nya

4. Menuntutupemerintah untuk menghukum pemerkosa dan
pelaku kejahatan seksual.
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BAGIAN X
TRANSPLANTASI ORGAN

Prosedur medis yang melibatkan pemindahan organ
atau jaringan dari dalam tubuh sendiri atau dari orang lain
disebut sebagai transplantasi. Tujuan dari prosedur ini adalah
untuk mengganti organ atau jaringan yang tidak berfungsi
dengan baik. (Melinda, 2013).

Transplantasi melibatkanopemindahanoorgan atau
jaringan dariosatu tubuh ke tubuh lainountuk tujuan
pengobatan atau untuk memperbaiki kondisi yang sudah ada.
Ada beberapa jenis donor organ, masing-masing dengan
permasalahannya sendiri (1). 1) Donor dalam keadaan sehat;
2)oDonorodalamokeadaanokomao3)oDonor yang sudah
meninggal (Kutbuddin, 2006).

Ide dasar di balik transplantasi organ adalah bahwa ini
adalah perbuatan mulia di mana seorang donor
menyumbangkan sebagian tubuh atau organ mereka demi
membantu pasien yang menderita kegagalan organ. (Melinda,
2013).

A. Konsep Dasar Transplantasi Organ

Sektor kesehatan telah mengalami perkembangan pesat
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya
adalah transplantasiuorgan. Transplantasiuiorganiadalah
pemindahan atau pencangkokan organutubuh untuk
menggantikan organ tubuh yang rusak atau tidak lagi
berfungsi dengan baik. Organ yang rusak ini dapat digantikan
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denganiorganidariimanusiailainiyangmorgannyamasihiberfu
ngsiidengan baik.

Padaoabadoini,itransplantasiiorganotelahimenjadiosala
hosatuosolusioyangopalingoberartiodalamopengobatanomo
dern. Banyak pasien yang berhasil bertahan hidup berkat
transplantasi organ. Angka harapan hidup orang yang telah
menjalani transplantasi organ saat ini sangat tinggi. Alhasil,
kebutuhan akan transplantasi pun kian meningkat.

Namun, tingginya permintaan akan donor organ tubuh
manusia tidak diimbangi dengan ketersediaan organ tububh.
Saat ini sangat sulit untuk menemukan donor organ, dan
kesediaan individu dan keluarga mereka untuk mendonasikan
organ masih rendah. Kesadaran dan pemahaman tentang
donasi organ masih rendah di antara orang-orang yang
mengalami kegagalan organ. Hal ini disebabkan karena
mereka tidak ingin organnya diambil.

1. Pengertian

Transplantasiooorganotubuhomanusia merupakan
prosedur medis yangisangatibermanfaatibagiipasien dengan
disfungsi organ yang parah. Pendekatan ini merupakan
bentuk terapiopengganti, yang mewakili modalitas
pengobatan alternatif yang telah muncul sebagai kemajuan
yang signifikan dalam pengelolaan kegagalan organ.
Kemanjurannya telah dibuktikan dengan keunggulan hasil
yang konsisten dibandingkan dengan pendekatan terapi
konvensional. = Meskipun transplantasi organ telah
lamaidikenalidan terusiberkembang di bidang medis,
intervensi medis ini tidak dapat dilaksanakan tanpa
pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor non-medis,
termasuk agama,uhukum,ubudaya,uetika,udan moral.
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Tantanganosignifikanoyangosaatoiniodihadapiolndone
siaodalamoupayaomengembangkanoterapiotransplantasioad
alahoterbatasnyaojumlahodonorohidupoyangomasihohidup
o(livingorelatedodonor,oLRD)odanodonasioorgan.
oOlehokarenaoitu, upaya kolaboratif di antara para ahli
terkait (misalnya, profesional hukum, praktisi medis, sosiolog,
pemuka agama, dan tokoh masyarakat) sangat penting,
bersama dengan pemerintah dan sektor swasta. Seperti yang
dinyatakan oleh Jusuf Hanafiah dan Amir (1999),

Transplantasi organ didefinisikan sebagai pemindahan
organ tubuhodari donor yang sehat kepada resipien yang
tidak  berfungsi  dengan  baik, sehingga  dapat
mempertahankan kesehatan dan kehidupan resipien (Pasal
liayat 5 UUikesehatan).

2. ]Jenis-Jenis Transplantasi

Transplantasi terdiri dari berbagai jenis, menurut
Melinda (2013) jenis transplantasi terdiri dari:
a. Autograft

Autograft adalah jenis transplantasi yang menggunakan
jaringan dari individu yang sama. Transplantasiooini biasanya
dilakukanopadaojaringanoberlebihoatauojaringanoyangoda
patoberegenerasi. oSebagaiocontoh, jika seseorang ingin
mengembalikan pipi mereka, dokter akan mengambil otot
dari bagian lain tubuh mereka.
b. Isograft

Isograft didefinisikan sebagai transplantasi dari
kembaran pasien atau kembaran identik.
c. Allograft

Allograftuadalah transplantasi dari satu tubuhuke
tubuhulain dari spesies yangisama. Jenisiyang dimaksudidi
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siniibukanlahijenis kelamin,umelainkanujenis transplantasi
dari manusia ke manusia. Sebagai contoh, jantung ditransfer
dariuseseoranguyangutelah dinyatakan meninggal dunia
kepada seseorang yangimasihihidup.
d. Xenograft

Xenograft adalahotransplantasi di mana jaringanoyang
dicangkokkaniberasalidariispesies yangiberbeda. Sebagai
contoh, transplantasi dari hewan ke manusia adalah
xenograft.  Sebagai  contoh, ginjal babon  dapat
ditransplantasikan ke manusia untuk menggantikan organ
yang rusak dan mempertahankan fungsinya.

B. Contoh Kasus Transplantasi Organ

Pada tahun 2016, transplantasi hati dilakukan pada 24
pasien oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto
Mangunkusumo (RSCM). Sebuah konferensi pers menjelang
operasi transplantasi hati diadakan pada Kamis (3/11) di
gedung RSCM di kompleks URJT. Acara tersebut
diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto
Mangunkusumo (RSCM). Pertemuan ini diadakan sebelum
rumah sakit melakukan transplantasi hati pada dua anak
dengan penyakit kolestasis intrahepatik familial progresif
(PFIC) danisindromiBudd-Chiari.

Sejak 2010, RSCM telah berhasil melakukan
transplantasi hati, seperti yang dikonfirmasi oleh Ratna Dwi
Restuti, Direktur Medis dan Keperawatan RSCM. RSCM adalah
rumah sakit rujukan nasional. Hingga tahun ini, RSCM telah
menangani sebanyak 24 pasien transplantasi hati. Operasi
transplantasi hati telah dilakukan padaianakidanidewasa
sejak tahun 2010. Padaiawal program,ikami melakukan satu
hingga dua operasi per tahun. Pada tahun 2015, sekitar
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delapan pasien menjalani operasi, dan pada bulan November
2016, jumlahnya meningkat menjadi sepuluh. Targetnya
adalah untuk melakukan dua belas operasi pada akhir tahun
ini (Dr. Ratna).

Terlebih lagi, Ratna menyatakan bahwa transplantasi
hati merupakan prosedur yang rumit dan membutuhkan kerja
sama dari berbagai disiplin ilmu. RSCM bertujuan untuk
menangani kasus-kasus yang kompleks, seperti yang
melibatkan transplantasi hati, guna mencegah masyarakat
mencari pengobatan di luar negeri. Sebagaiicontoh, operasi ini
melibatkan dokter spesialis bedah anak,
dokterispesialisianak,idokterispesialisianestesi,idokterispesi
alisiradiologi,idokterispesialisiperawataniintensif,idokterisp
esialisipatologiiklinik,idokterispesialisipatologiianatomi,idok
terispesialisigizi,idanidokterispesialisipsikologi.

Operasi transplantasi hati  bervariasi tingkat
kesulitannya, menurut Hanifa Oswari, Kepala Tim
Transplantasi Organ di RSCM. Namun,
sejakotahuno2015,0RSCMotelahoberhasilomelakukanotrans
plantasiihati dengan tenagaiahliilndonesia di bawah
pengawasan eksternal. Tahun lalu, operasi sepenuhnya
dilakukan olehuorang Indonesiaudengan pengawasan dari
luar. Untukukasus-kasusubiasa, tenaga medis dapat
melakukanuoperasiusendiri. " Dr. Hanifa juga mengatakan
bahwa tingkatukeberhasilanutransplantasiuhati tidak hanya
disebabkan oleh keberhasilan prosedur itu sendiri, tetapi juga
karena dampak positifnya terhadap harapan hidup pasien
yang meningkat setidaknya satuitahun. wuData dari
RSCMupadautahun 2015umenunjukkan bahwa tingkat
keberhasilanutransplantasiuhati adalah 88% (Kemenkes,
2018).
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C. Aspek Hukum Transplantasi Organ

Dari  perspektif hukum, transplantasi organ,
jaringan,idanisel dianggap sebagai upaya mulia yang
bertujuan untuk menyehatkan dan memperkaya umat
manusia. Namun, praktik ini dianggap sebagai tindakan yang
melanggarihukumipidana,  khususnya tindak pidana
penganiayaan. uNamun, karena adanya pengecualian
hukuman atau pengertian melawanuhukumusecara materiil,
maka perbuatanotersebutotidakolagi diancam hukuman dan
dapat dibenarkan.

DalamnPPnNo.
n18itahunn1981otentangobedahomayatoklinis,obedahimaya
tnanatomindanitransplantasinalatnsertaijaringanitubuhiman
usia,itercantumipasaliPasalilitentangitransplantasi pada
ayat c-g sebagai berikut:

c. alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan
tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan
mempunyai bentuk serta faal (fungsi) tertentu untuk tubuh
tersebut.

d. jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk
dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu.

e. transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran
untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang
berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan
untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang
tidak berfungsi dengan baik.

f- donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau
jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan
kesehatan.

g- meninggal dunia adalah keadaan insani yang di yakini oleh
ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak,
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pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah
berhenti. ”

Definisiumeninggaludunia pada ayat G di atas masih
belum jelas. Oleh karena itu, IDI mencetuskan fatwa tentang
masalah kematian dalam seminar nasionalnya, yang tercatat
dalam Surat Keputusan PB IDI No. 336/PB IDI/A. 4 tertanggal
15 Maret 1988. Keputusan ini kemudian disusul dengan Surat
Keputusan PB IDI No. 231/PB. A. 4/07/90. Fatwa tersebut
menyatakan bahwa seseorang dianggap mati jika fungsi
pernapasan dan jantung telah berhenti secara definitif atau
permanen, atau jika kematian batang otak telah terbukti.
Lebih lanjut, PP tersebut di atas memuat pasal-pasal sebagai
berikut:

“Pasal 10: Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh
manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai mana dimaksud dalampasal 2 huruf
a dan b yaitu harus dengan persetujuan tertulis
penderita dan atau keluarganya terdekat setelah
penderita meninggal dunia. ”

“Pasal 11

1. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia
hanya boleh dilakukan oleh dokter yang di tunjuk oleh
menteri kesehatan.

2. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia
tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau
mengobati donor yang bersangkutan. ”

“Pasal 12: Dalam rangka transplantasi, penentuan saat
mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak
ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan
transplantasi. ”
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“Pasal 13: Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf a, pasal 14 dan pasal 15 dibuat di
ataskertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.”

“Pasal 14: Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh
manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata
dari korban kecelakaan yang meninggal dunia,
dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang
terdekat. ”

“Pasal 15

1.Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan
atau jaringan tubuh manusia di berikan oleh donor
hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dajulu
diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk
dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya
dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

2.Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan
telah menyadari sepenuhnya arti dari peberitahuan
tersebut.”

“Pasal 16: Donor atau keluarga donor yang meninggal
dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun
sebagai imbalan transplantasi. ”

“Pasal 17: Dilarang memperjual belikan alat atau
jaringan tubuh manusia.”

“Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan
atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke
dan dari luar negeri.”

Untuk menjelaskan Pasal 17 dan 18, dinyatakan bahwa
organ dan/atau bagian tubuh manusia, sebagai anugerah dari
Yang Maha Kuasa bagi tiap manusia, seharusnya tidak
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digunakan menjadi alat untuk memperoleh keuntungan.
Pengiriman organ dan/atau jaringan manusia ke dan dari
negara lain harus dihentikan dalam beberapa situasi. Hal ini
bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu
pengetahuan, bekerja sama, dan saling membantu.
Selanjutnyaudalam UU No. u23 tahunul992utentang
kesehatan,udicantumkan beberapaupasal tentang
transplantasi sebagaiuberikut:

“Pasal 33

1. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan
atau jaringan tubuh, transfusi darah, inplan obat dan
atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan
rekonstruksi.

2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta
transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan
dilarang untuk tujuan komersial. ”

“Pasal 34

1. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempuyai
keahlian dan kewenangan dan dilakukan disarana
kesehatan tertentu.

2. Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorag
donor harus memperhatikan kesehatan donor yang
bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau
keluarganya.

3. Ketentuan mengenai  syarat dan tata cara
penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan
pemerintah. ”
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[si  dan tujuan dari  keduaupasal diuatas
hampirisamaidengan = yang  diaturidalam  Peraturan
Pemerintah No. 18itahuni1981litentang bedahimayat
klinis,ibedah mayatianatomis, danitransplantasiiorgan dan
jaringanutubuhumanusia. UU Kesehatan menegaskan bahwa
transplantasiiorgan danijaringanitububh, serta
transfusiidarah, hanya dapatodilakukan untukotujuan
kemanusiaanodan tidak boleh digunakan untuk mencari
keuntungan, diperjualbelikan, atau komersialisasi lainnya
(UU RI No. 23 Tahun 1992).
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BAGIAN XI
ASPEK HUKUM KESEHATAN
KERJA

Kesehatan kerja mencakup kesehatan mental, fisik dan
sosial. Memiliki fisik yang sehat akan memudahkan dalam
menyelesaikan pekerjaan dan melindungi dari berbagai
penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pekerjaan
(Palealu, 2015).

Saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan di bawah
Undang-Undang Kesehatan Kerja untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan memastikan mereka merasa
nyaman dan terlindungi di tempat kerja. Undang-undang yang
relevan adalah UU No. 12 tahun 1948-1951, yang juga dikenal
sebagai UU Kerja. Undang-undang ini mengatur jam kerja, cuti
tahunan, cuti hamil dan persyaratan kerja. Undang-undang
kesehatan kerja ini penting untuk meningkatkan kesehatan
pekerja (Zelfino, 2016-17).

A. Aspek Hukum Jaminan Kesehatan Kerja

Republik Indonesia adalah negara yang berkomitmen
pada supremasi hukum. Oleh karena itu, semua fenomena
yangiterjadiidi Indonesia haruslah berhubungan
denganihukum, termasuk hukum ketenagakerjaan. Dasar
hukum dari prinsip iniutertuangudalam Undang-UndanguNo.
13nTahunn2003ntentangmKetenagakerjaan (Saraswati,
2007). Ruang lingkupuperlindungan bagi pekerjaiatauiburuh
dijelaskan dalam UU No. i13iTahuni2003.
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1. Perlindungan terhadap hak-hakudasarupekerja/burubh,
termasuk hak prerogatif pekerja/buruh untuk terlibat
dalam usaha bersama dengan teman seprofesi,
merupakanihaliyangisangat penting.

2. Tujuanuutamaudari makalah ini adalahuuntuk
mengeksplorasi pentingnya menjaga
keselamatanidanikesehatan kerja.

3. Pemberian perlindunganikhususibagi perempuan,ianak-
anak dan pekerja atau buruh penyandangmdisabilitas
harus dipertimbangkan.

4. Pemeliharaan upah,ukesejahteraanudanujaminanusosial
bagi pekerja/buruh merupakanuhal yang sangat penting.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan
bahwa tidak hanya pekerja perusahaan saja yang dijamin,
tetapi mereka yang melakukanupekerjaanudi
dalamomaupunodioluar perusahaan juga akan menjadi
penerima  jaminan dari  pemerintah,usesuaiudengan
peraturanuperundang-undanganuyang  ditetapkan oleh
pemerintah. Salah satu bentuk jaminanisosialitenagaukerja
yangudibentuk oleh Pemerintah adalah Perusahaan
Perseroan (Persero), yang dituangkan dalam
PeraturanuPemerintahuNo. 36uTahunm1995 tentang
Pembentukan = BadanoPenyelenggara  Programo]Jaminan
SosialiTenagaiKerja (Suhariwanto, 2001).

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui UU ini
sangat menguntungkan, karena lebih dari sekedar penegasan
atau larangan, tetapi juga merupakan jaminan bagi pekerja
yang terlibat dalam pekerjaan yang berisiko tinggi (Saraswati,
2007).
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Cakupan jaminan pekerja mencakup berbagai hal,
termasuk kondisi kesehatan dan kejadian yang mungkin
terjadi selama masa kerja. Sebagaimana ditunjukkan oleh
Suhariwanto (2000), cakupan jaminan yang diberikan
tergantung pada besarnya kejadian yang menimpa pekerja,
mencakup spektrum dari yang paling sepele hingga yang
paling kritis, dengan potensi konsekuensi yang fatal.

Bentuk-bentuk jaminan sosial yang disediakan oleh
pemerintah adalah jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan
sosial, tabungan hari tua, jaminan sosial tenaga kerja, dan
kebijakan ketenagakerjaan (Dian Octaviani Saraswati, 2007).

Kerangka legislatif ini kemudian diperkuat dengan

disahkannya uu No. 40itahuniZ004itentang
SistemiJaminaniSosial Nasional (SJSN)iyang
menetapkaniprogramu]KN sebagaiosalah satu komponennya.
Pelaksanaan program JKN diatur olehuBadan
PenyelenggaraiJaminaniSosiali(BPJS)iKesehatan  (Kemkes,
2013).

Menurut uu No. 40utahun
2004utentanguSistemuJaminan SosialuNasional,

setiapuwargaunegara berhak atas jaminan yang disediakan
oleh pemerintah, termasuk pekerja, untukumemenuhi
kebutuhanudasar hidupuyang
layakubagiuseluruhirakyatilndonesia, = termasuk  untuk
memenuhi kebutuhanidasar hidupiyangilayak bagi pekerja
danikeluarganya. Hak ini semakin diperkuat dengan fakta
bahwa pekerja juga merupakan warga negara Indonesia
(Kementerian Kesehatan, 2013).
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B. Aspek Hukum Kesehatan Kerja Dalam Undang-undang
Kesehtan Kerja, Undang-undang Keselamatan Kerja dan
Undang-undang Kesehatan

Kesehatanmmkerjamdiselenggarakan dengan tujuan
untuk mencapai produktivitasukerjauyanguoptimal. Hal ini
merupakan upaya untuk mencegah penyakit yang mungkin
timbul pada pekerja, yang dapat mengakibatkan
kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja. Selain itu juga
dimaksudkan untuk menanggulangi penyakit yang sudah ada
pada pekerja, dengan maksud untuk tidak memperberat
penyakit yang sudah ada (Saraswati, 2007).

Undang-Undang Kesehatan, dalam pasal 23, berisi
ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesehatan kerja.
Pasal ini mengajukan hipotesis bahwa adalah mungkin bagi
seseorang untuk berfungsi pada tingkat produktivitas yang
optimal sementara secara bersamaan memastikan
keselamatan mereka sendiri dan orang-orang di lingkungan
terdekat mereka. Sanksi hukum yang dikenakan pada pekerja
yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan diuraikan
dalam Pasal 94 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa
pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman
kurungan pidana untuk jangka waktu maksimum satu tahun
atau denda maksimum Lima Belas Juta.

Pembahasan ini tidak hanya mencakup aspek hukum
kesehatan kerja, tetapi juga hukum tentang keselamatan
kerja, sebuah subjek yang sangat penting dan menuntut
perhatian para pekerja. Undang-
undanguyangumengaturukeselamatan kerja adalah Undang-
undangoKeselamatanoKerja tahuno1970 (Zelfino, 2016-
2017).
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Undang-undangmini menguraikan prinsip-prinsip dan
ketentuan-ketentuan yangoberkaitan denganmkeselamatan
dan kesehatannkerjandi dalam yurisdiksi teritorial Indonesia.
Ruang lingkupnya mencakup semua ranah keselamatan kerja,
termasuk ranah terestrial, sub-terestrial, permukaan, akuatik,
dan atmosfer. Undang-undang tersebut menyebutkan prinsip-
prinsip dan kewajiban yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan, seperti yang diartikulasikan dalam karya-
karya (Fatiah, 2006):

1. Penyediaan data identitas yang akurat kepada ahli
keselamatan sangat penting untuk manajemen kesehatan
dan keselamatan kerja yang efektif. Data ini mencakup
riwayat penyakit atau cedera yang diderita oleh pekerja,
yang sangatupentinguuntuk pengembangan
strategiopencegahanmdan pengendalian yang efektif.

2. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja,
pekerja wajibimengenakanialatupelindung diriu(APD) saat
menjalankan tugasnya,udan melakukannya sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan.

3. Diakui bahwa pekerja memiliki hak prerogatif untuk
menolak melakukan tugas-tugas yang berat bagi individu
yang bersangkutan.

Undang-undang yang diteliti
dalamipenelitianiiniiadalahiUU No. 1 tahunul1970, yang,
sebagaimana Fatiah (2006) dokumen peraturan yang
menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur untuk memastikan
keselamatan kerja. Tujuan mendasar dari undang-undang ini
adalah untuk memastikan bahwa setiap pekerja wajib
melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
terjadinya  kecelakaan, dengan demikian menjaga
kesejahteraan rekan kerja mereka dan memastikan hasil kerja
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yang optimal bagi perusahaan tempat mereka bekerja.
Pasali3iUU No. i1 tahuni1970 menjelaskan sebagai berikut:
“(1)Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-
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syarat keselamatan kerja untuk:

Mencegah dan mengurangi kecelakaan

Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
Menyediakan rute penyelamatan diri selama
kebakaran dan peristiwa berbahaya lainnya.
Memberi pertolongan pada kecelakaan

Memberi alat-alat pelindungan diri pada pekerja
Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar
luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap,
gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara
dan getaran

Mencegah dan mengendalikan terjadinya penyakit
akibat kerja, termasuk kondisi fisik dan psikis,
keracunan, infeksi dan penularan.

Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
Memelhara kebersihan, kesehatan dan ketertiban

. Memeperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat

kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
Mengamankan dan mempelancar pengangkutan
orang, binatang, tanaman atau barang
Mengamankan dan memelihara segala jenis
hubungan

Mengamankan dan mempelancarkan pekerjaan
bongkar-muat, perlakuan dan penyimapanan barang
Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya




r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan
pada pekerjaan yang bahaya kecelakaan nya menjadi
tambah tinggi

(2)Perincian yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dirobah
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknik dan teknologi serta pendapat-pendapat baru
dikemudian hari” (Presiden Republik Indonesia,
1970).

Adapun peraturan Menteri terkait Keselamatan Kerja ini
yaitu:

1.

PermenakertransuRI Nou3
tahunu1978utentangiPenunjukanidan WewenanguSerta
KewajibanuPegawai PengawasuKeselamatan Kerjaudan
AhliiKeselamataniKerja

. PermenakertransmRImNo 1mtahun 1987 tentnag

Kewajiban LatihanmHygienenmPerusahaanmKesehatan
danmKeselamatan
KerjaebagiiTenagaiParamedisiPerusahaan

. Permenakertrans RI  Nomlmtahunul980 tentnag

Keselamatan KerjaipadaiKonstruksiiBangunan
PermenakertransuRI NonZntahun
1980mtentangmPemeriksaan Kesehatan Tenga
KerjanDalam PenyelenggraanmKeselamatan Kerja

. PermenakertransiRI Noi3 tahunu1985 tentnag

Keselamatanidan KesehataniiKerjaiPemakaianiAsbes
Permenakertrans RIiNoi4 tahuni1987itentang
PanitiaiPembinaan Keselamatan danuKesehatanuuKerja
SertauTataiCara Penunjukan Ahli Kesehatan Kerja.
(Presiden Republik Indonesia, 1970)
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Selain itu juga ada Keputusan Menteri yang Terkait
Dengan Keselamatan Kerja ini adalah:

1. KepmenakermRIuNoul55utahun 1984o0tentnag
Penyempurnaan KeputusaniMenteriiTenagaiKerja
danuTransmigrasiiNomoriKep 125/MEN/82
TentangoPembentukan,uSusunan danuTatauKerja
DewanbKeselamatanbdanoKesehatan KerjaoNasional,
Dewan KeselamatanmdanmKesehatan KerjamWilayah
danmPanitia PembinaaniKeselamatanidan

KesehataniKerja

2. KeputusanuBersamauMenteri
TenagaodanmMenteriuPekerjaan Umum RIuNo
1740Tahunn1986mNou104/KPTS/1086vtentang
KeselamatancdancKesehatan
KerjampadamTempatmKegiatan Konstruksi

3. Kepmenker RImNo 1135 Tahun 1987 tentang Bendera
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Kepmenker RIoNou245 tahunu1990utentang
HariuKeselamatan danuKesehatan KerjauNasional.
(Presiden Republik Indonesia, 1970)
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BAGIAN XII
ASPEK HUKUM KESEHATAN
LINGKUNGAN

A. Masalah Lingkungan

Etimologi kata lingkungan (Environner) berasal dari istilah
Perancis untuk lingkungan, yang didefinisikan sebagai kondisi
yang melingkupi atau di sekitarnya yang terdiri dari situasi
atau kondisi yang kompleks di mana suatu organisme hidup.
Lingkungan ini mencakup kondisi sosial dan alam yang
mempengaruhi kehidupan organisme. Telah diketahui bahwa
kedua faktor ini berkontribusi terhadap kebutuhan hidup
organisme (Nugraheni, 2011, p. 1-2).

Pembahasan  masalah  lingkungan = memerlukan
pendekatan interdisipliner, yang mencakup berbagai disiplin
ilmu. Selain ilmu-ilmu lingkungan, seperti biologi dan fisika,
bidang-bidang lain seperti ekonomi juga terlibat. Ekologi,
komponen dasar dari ilmu lingkungan, yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan, merupakan contoh utama dari sifat
interdisipliner ini. Ilmu lingkungan memiliki hubungan
interdisipliner yang kuat dengan bidang-bidang penyelidikan
lainnya. Lingkungan tidak dapat dianggap terpisah dari
berbagai jenis organisme yang menghuninya. Bahkan,
lingkungan menyatukan berbagai disiplin ilmu tersebut ke
dalam satu kajian tunggal yang tidak hanya
mempertimbangkan lingkungan secara sistematis, tetapi juga
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posisi manusia yang tepat di dalamnya (Nugraheni, 2011, h. 1-
4).

Purdom & Anderson (1983) mengajukan konsep
homeostasis (kontrol keseimbangan), energi (kemampuan
untuk melakukan pekerjaan), kapasitas (batas), simbiosis
(hidup bersama dengan cara yang saling menguntungkan),
sistem (integrasi bagian-bagian), dan model (tiruan atau
miniatur dari sesuatu yang nyata) untuk menyatukan
berbagai disiplin ilmu yang memberikan kontribusi pada
ilmuulingkungan
danimembantuukitaumemahamiibagaimana interaksiidi
dunia ini dapat terjadiidan tempat manusiauyang tepat
diudalamnya. Konsep-konsep ini dapat memberikan panduan
untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Manusiamtidak dapatmdipisahkan
darimlingkungan,mbaik lingkunganualam, seperti air, hewan,
matahari, tanaman, tanah dan udara, maupun lingkungan
sosial, seperti pengetahuan, teknologi, danmbudaya.
Sepertimyangmtelahmdijelaskan padamparagraf
sebelumnya,mada  bidang multidisiplin lain  yang
berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan kehidupan. Hal
ini berarti bahwa manusia hidup di dua dunia yang
terintegrasi dan saling bergantung: sumberidayaialamidan
sumberidayaimanusia. iTanpa manusia, alam tidak ada
artinya, dan tanpa alam, manusia akan mati kelaparan
(Nugraheni, 2011).

Manusia semakin mahir dalam berbagai hal seiring
berjalannya waktu. Di masa lalu, manusia hanya mampu
mengubah lingkungannya sedikit saja. Hari ini, kita memiliki
kemampuan untukumengambilubanyak sumbermdayamdari
lingkungan alam, menggunakannya
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secaranberlebihan,ndannmenghasilkan = banyak limbah.
Makhluk hidup lain juga melakukan hal yang sama dengan
cara mereka masing-masing. Namun, fakta bahwa manusia
dapat mengubah dan membentuk lingkungannya tidak selalu
memiliki dampak positif. Terkadang hal ini berdampak negatif
pada lingkungan. Hal ini karena orang-orang yang tidak
menggunakan keterampilan mereka untuk membuat
perubahan positif pada lingkungan dapat berdampak negatif
padanya, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas
lingkungan dan kerusakan. Hal ini dapat membahayakan
makhluk hidup lain, baik saat ini maupun di masa depan.
Masalah lingkungan dapat dilihat pada berbagai tingkatan,
dari lokal hingga global. Untuk memastikan bahwa manusia
dan lingkungan alam memiliki kualitas hidupuyangubaik saat
iniidanidi masaidepan, Kita harus memahami cara kerja Bumi.
Kita juga harus memahami apa yang kita perbuat
terhadapnya. Selain itu, kita perlu mengetahui apa yang bisa
kita perbuat untuk melindunginya dan memperbaikinya.
(Nugraheni, 2011, hlm. 1-2).

1. Masalah Lingkungan Global
a. Pertumbuhan Penduduk dan Penggunaan Sumber
daya Alam yang Tidak Merata

Dengan populasi global yang terus meningkat, masalah
lingkungan akan tak terhindarkan disertai dengan
peningkatan signifikan dalam kebutuhan hidup. Hal ini
terutama berlaku jika banyak orang mengadopsi gaya hidup
konsumsi berlebihan, yang dianggap sebagai simbol
kemakmuran. Peningkatan kebutuhan hidup akibat
pertumbuhan populasi tercermin dalam peningkatan
permintaan akan ruang dan makanan. Jelas, tekanan pada
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sumber daya alam di seluruh dunia semakin meningkat
untukumemenuhi kebutuhanihidupimanusia.
Cadanganiairibersih berkurang baikidari
seginkuantitasnmaupunnkualitas secara global, lahan
pertanian menyusut baikudariusegiukuantitas
maupunukualitas, sumberodaya bahan bakar fosil menipis
dengan laju yang mengkhawatirkan, dan hutan ditebang
dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya
tanpa memberi waktu untuk regenerasi. Akibatnya, kualitas
lingkungan memburuk, menyebabkan laporan kelaparan yang
seringyterjadi, terutamaudionegara-
negaraxberkembangxdan terbelakang.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan pemanfaatan
sumber dayaialam yangitidakimerata. Analisis terbaru
menunjukkan bahwa 80% kekayaan dunia dimiliki oleh hanya
20% populasi global. Sebaliknya, 80% populasi global yang
secara ekonomi kurang beruntung secara kolektif hanya
menguasai 20% dari total kekayaan Bumi. Fenomena ini, yang
terlihat dalam distribusi kekayaan global, ditandai dengan
dominasi individu-individu kaya, yang sebagian besar berada
di Belahan Utara, yang menggunakan sumber daya finansial
mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam dari
berbagai wilayah di dunia. Akibatnya, terjadi peningkatan
standar hidup dan kesejahteraan umum penduduk, yang pada
gilirannya menyebabkan peningkatan tingkat konsumsi oleh
individu-individu kaya tersebut.

Memang, bukan hanya di negara-negara yang kurang
beruntung secara ekonomi dan negara berkembang bahwa
penggunaan berlebihan sumber daya alam
juganmenghasilkan jumlah limbahiyangibesar. Misalnya,
AmerikaiSerikat, yangihanya mewakili 5% dari populasi
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global, mengonsumsi 26% dari seluruh minyak, menghasilkan
50% dari seluruh limbah beracun, 26% dari oksida nitrogen,
25% dari oksida belerang, 22% dari klorofluorokarbon (CFC),
dan 22% dari COZ2.
b. Perubahan Cuaca Global

Di era kontemporer, fokus analisis ilmiah telah meluas
melampaui penilaian polusi udara lokal untuk mencakup isu
yang lebih luas mengenai kualitas udara global dan
dampaknya terhadap lingkungan. Salahisatuikasusiyang
menarik perhatian global adalah pemanasanxglobal,uyang
disebabkan olehipeningkatanikonsentrasi karbon dioksida
diatmosferuBumi. MenurutiPanel Antarpemerintah tentang
Perubahan [klim (IPCC), seperti yang disebutkan dalam Nebel
& Wright (1998), peningkatan penggunaan bahan bakar fosil
yang cepat pada tahun 1995 menyebabkan peningkatan
konsentrasi CO2 di atmosfer secara bersamaan. Pada tahun
1900-an, tingkat CO2  diukur  sebesaru280uppm
(partsuperumillion), atau 0,028%. Pada
akhiriabadiini,ikonsentrasi CO,
telahimeningkatimenjadiu370 ppm. Peningkatan tahunan
mencapai 4%,udan diperkirakanuakan berlipat ganda pada
abad mendatang.
¢. Penurunan Keanekaragaman Hayati

Kehilangan keanekaragaman hayati disebabkan oleh
berbagai aktivitas manusia, seperti: merusak habitat hewan;
berburu dan menangkap ikan secara Dberlebihan;
menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
mengendalikan hama dan predator; menggunakan pestisida
secara berlebihan; memperkenalkan spesies ke tempat yang
tidak seharusnya; mencemari lingkungan; menyebarkan
penyakit; dan menggunakan rekayasa genetika (ini adalah

139



masalah baru). Hal yang paling mengkhawatirkan adalah
seberapa cepat kerusakan akibat aktivitas manusia meningkat
(Nugraheni, 2011, hlm. 1. 23).

2. Permasalahan Lingkungan Indonesia
a. Kawasan Pertanian

ProgramxRevolusicHijau,vyang diluncurkan
sekitarmtahun
1965ndenganxtujuanrmeningkatkanxproduksi padi, secara
tidak sengaja telah menyebabkan degradasi ekosistem sawah.
Hal ini disebabkan oleh pengenalan varietas padi berproduksi
tinggi yang memerlukan jumlah besar pupuk kimia dan
pestisida. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan tidak
dapat terurai oleh lingkungan, sehingga menyebabkan
pencemaran tanah dan air. Akibat ketidakseimbangan ini,
terdapat dua dampak utama. Pertama, hal ini menyebabkan
punahnya varietas padi lokal. Kedua, hal ini menyebabkan
ledakan hama.

Jelas bahwa praktik pertanian non-padi juga
terpengaruh, meskipun secara tidak langsung. Dalam konteks
tekanan ekonomi pasar yang dominan,
telahrterjadirkomersialisasixberlebihanvlahan kering, yang
mengakibatkan banyak area lahanmkeringmyang
sebelumnya multikultural = diubahvmenjadirmonokultur.
Meskipun sistemvpertaniannmonokulturmskalambesar
memiliki kelayakan ekonomi, sistem ini menunjukkan
ketidakseimbangan ekologi.

Degradasi lahan, longsor, dan masalah lingkungan
lainnya yang menyebabkan kerusakan lahan skala besar
merupakan tantangan paling mendesak yang dihadapi planet
kita saat ini. Masalah-masalah ini, seringkali diperparah oleh
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deforestasi untuk tujuan pertanian, terutama di daerah-
daerah kritis, dapat menyebabkan konsekuensi serius,
termasuk kehilangan nyawa dan harta benda. Banjir dan
kekeringan, yang semakin sering dan intens, semakin
memperburuk masalah ini, menyoroti kebutuhan mendesak
akan pengelolaan lingkungan yang efektif dan strategi
pembangunan berkelanjutan.
b. Kawasan Hutan

Hutan memainkan peran vital dalam mengatur dan
menstabilkan sistem air,miklim,mhabitat satwamliar,mdan
keanekaragamannhayati. Tindakan manusia yang tidak
bertanggung jawab, seperti pemberian izin hutan yang
sembarangan, pembukaan hutan untuk pertanian skala besar
dan perkebunan, transmigrasi, penebangan liar dan pertanian
ilegal, serta kebakaran hutan, dapat merusak fungsi hutan.
Jika hal ini terus berlanjut, lingkungan hutan akan rusak,
kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsi-fungsi
tersebut, dan mengancam ekosistem di dalamnya, sehingga
berkontribusi pada perubahan iklim global. Kebakaran hutan
baru-baru ini, bencana lahan gambut yang sedang
berlangsung yang mempengaruhi jutaan hektar, dan masalah
pertambangan di taman nasional masih segar dalam ingatan
kita.

c¢. Kawasan Pesisir dan Laut

Terumbu karang merupakan bagian integral dari
ekosistem laut dan sering dicari oleh manusia karena
keindahannya. Penangkapan yang tidak tepat dapat merusak
terumbu karang. Kerusakan parah pada terumbu karang di
seluruh wilayah disebabkan oleh metode penangkapan
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yangnmenggunakannbahan peledakidaniracun,iserta
sedimentasi dariidaratan.

Selain terumbunkarang, mangrove — habitat utama
bagi sebagian besar ikan — juga mengalami gangguan yang
parah. Penangkapan produk laut seperti ikan dan udang
melebihi batas berkelanjutan telah menyebabkan overfishing
baiknolehnindustri perikanan
kitansendirixmaupunrnelayaniasing. Selain itu, aktivitas
manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan
pembuangan limbah tambang ke laut dalam.

d. Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan, yang merupakan hasil buatan
manusia, mengalami gangguan yang lebih parah terhadap
keseimbangannya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan
lingkungan seperti polusi udara akibat asap knalpot
kendaraan dan pabrik industri, serta limbah domestik yang
masih belum diolah dengan baik. Jumlah limbah sangat besar
dan terus meningkat.

B. Kesadaran Akan Kesehatan Lingkungan

Konsep kesadaran lingkungan pertama kali muncul pada
abad ke-4 Masehi, ketika Plato mencatat perlakuan buruk
terhadap lingkungan. Pemandangan alam Yunaniryang
dulunya suburrdan ditutupivhutanrluasrdengan pohon-
pohoncberkualitas  tinggi, rusak akibat penebangan
pohoncuntukvmembangun rumahxdanzkapal. Hujanideras
kemudian membawa semua nutrisi dari tanahikerlaut,
meninggalkanitanahiyang tidak subur dan berbatu.
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Kesadaran dan Kkepedulian manusia terhadap
lingkungan alam muncul seiring dengan kesadaran bahwa
kerusakan lingkungan erat kaitannya dengan perilaku
manusia.  Sikaprmoralvmanusia pun  mulainberubah,
menyadari bahwa lingkungannalam tidak hanya boleh
dieksploitasi untuk kepentingan manusia, tetapi juga memiliki
hak untuk exist dan dilindungi.

Pada era modern, sejak
1962,iRachelrCarsonrmenulisvbuku  SilentcSpring, yang
menggambarkan kerusakan lingkungan dan kepunahan
berbagai spesies hewan akibat penggunaan pestisida yang
berlebihan oleh manusia. Pentingnya konservasinlingkungan
terus diakui. HarirBumirpertamarkali ditetapkan padav1970.
nPada 1972, konferensi lingkungan internasional pertama
diadakangdi Stockholm.

Prevalensi masalah lingkunganrhidup telah menjadi
semakin nyata, disertai dengan pengakuan yang semakin
meningkat bahwa mengatasi tantangan-tantangan ini tidak
dapat diatasi melalui pendekatan sektoral. Pandangan yang
berlaku mengenai masalah lingkungan sebagai masalah global
membutuhkan kesadaran global untuk mengatasi masalah
lingkunganmyangmdisebabkanmoleh aktivitasrmanusia.
iOleh karenaritu, menjadi kewajiban bagi semua negara dan
pemerintah masing-masing untuk terlibat dalam upaya
kolektif untuk mengatasi tantangan lingkungan.

Di Indonesia, munculnya kesadaran lingkungan dapat
ditelusuri kembali ke tahun 1960-an, sebuah periode yang
menyaksikan lonjakan wacana media tentang degradasi
lingkungan, yangrsebagianrbesarrbersumberndarinnegara-
negaravBarat. Hal ini menjadi jelas
bahwacperlindunganclingkungan danmpengelolaan
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sumbersdayaealam harusndiintegrasikanndengan isu-isu
sosial-ekonomimdanekeadilan,zsepertimkemiskinan.
Padamtahunm1992, KonferensimTingkatmTinggi (KTT)
diselenggarakan dinRioede Janeiro,rBrasil, dan ditetapkan
sebagai KTT Bumi. Pada KTT Rio, konsep “pembangunan
berkelanjutan” diadopsi, yang menandakan sebuah
paradigma pembangunan yang layak secara ekologis dan
layak secara ekonomi di masa sekarang, sambil memastikan
kemampuanxgenerasicmendatang
untukmmemenuhimkebutuhan mereka sendiri.
mKonsepmini mengintegrasikan pembangunan ekonomiedan
konservasixlingkungan,zyangzsebelumnyavdianggap
bertentangan.

Hasileutama dari KTTrRioradalah pembentukan
Agendar21, sebuah programaksi komprehensif yang
menyerukan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia
pada abad ke-21. Selain Agenda 21, hasil-hasil berikut ini juga
telah dicapai: Deklarasi Rio, Konvensi Kerangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim,vKonvensixPBB
tentangnKeanekaragamannHayati, danmPrinsip-Prinsip
Kehutanan Rio.

Selama tahun 1970-an, terjadi peningkatan yang
signifikan dalam kesadaran lingkungan di Indonesia. Sejak
tahun 1972, sebelum Konferensi Stockholm, Indonesia telah
menyelenggarakan Seminar Lingkungan Hidup dan
Manajemen Pembangunan, dan
terusmmengikuticperkembanganndanmberpartisipasi
aktifmdalam  kegiatan-kegiatan  yangnberkaitancdengan
manajemen lingkungan hidup. rHal ini antaraclain dilakukan
dengan menugaskan seorang menteri yang secara khusus
mengkoordinasikan danzmenangani isu-isu
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lingkunganmhidup. = Dalam  pelaksanaan  Konferensi
Stockholm, Republik Indonesia juga menjadi salah satu
peserta.

Setelah itu, Indonesia terus terlibat secara konsisten
dengan perkembangan di lapangan, dan secara bersamaan
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang relevan
yangxberkaitanzdengan pengelolaan lingkunganmhidup.
mKhususnya,mIndonesia telah mengalokasikan seorang
menteri untuk mengawasi koordinasi dan pengelolaan
masalah lingkungan. Lebih jauh lagi, Indonesia berpartisipasi
dalamnKTTnRio derJaneirortahunn1992. nPadanKTT
Johannesburg tahunn2002,
EmilnSalim,nyangnmewakilinindonesia, mengambil peran
sebagai Ketua Komite Persiapan, menyajikan sinopsis dari
subyek-subyek penting yang dibahas dalam WSSD. Sinopsis
ini kemudian berkembang menjadi Rancangan Rencana
Implementasi (Nugraheni, 2011).

C. Aspek Hukum Kesehatan Lingkungan dan
Pembangunan Fisik
Pembagian hukum lingkungan terdiri dari dua kategori:

hukum lingkungan modern, dengan orientasi terhadap
lingkungan, dan hukum lingkungan klasik, dengan orientasi

terhadap pemanfaatan lingkungan.
Hukumvlingkungannmodernnbersifat komprehensifcdan
integral, sedangkan hukumnlingkungancklasik

bersifatrsektoral, kakurdan sulit untuk diubah. Dengan
berlakunya  UUrNo. 4rtahunr1982, era barurtelah
dimulairbagirperkembangan
hukumilingkunganimodernidiilndonesia.

145



Hukum lingkungan berhubungan dengan lingkungan
alam dan merupakan instrumen yuridis untuk pengelolaan
lingkungan. Terdapat pula hukumnlingkungan perdata,
hukumnlingkungan konstitusional, dan hukumslingkungan
pidana, dengan ketentuan bahwa bidang-bidangrhukum
tersebut memuatrketentuan-ketentuan
yangmberkaitanmdenganmpengelolaanmlingkunganmhidup
(Hardjasoemantri & Supriyono, 2011).

MenurutmProf Koesnadi, seperti yang dinyatakan dalam
Hardjasoemantri & Supriyono (2011),
‘HukumnLingkunganrdi  Indonesia’idapat = mencakup
aspek-aspekiberikut:

1. HukumkLingkungan (HTL) adalah tentang memastikan
lingkungan, termasuk alam dan masyarakat, dijaga dengan
cara yang baik untuk semua orang. HTL mengontrol
bagaimana benda-benda digunakan dan bagaimana
lingkungan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Hal ini
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah spesifik
untuk memastikan lingkungan tetap dalam keadaan baik.

2. Hukum Perlindungan Lingkungan adalah hukum tentang
bagaimana kita mengelola lingkungan. Ini adalah tentang
dunia alami dan makhluk hidup di dalamnya.

3. Hukum Kesehatan Lingkungan adalah tentang melindungi
lingkungan dan menjaga kebersihan air,rtanah, danrudara,
serta menghentikan kebisingan.

4. HukummPencemaranmlingkungan adalah hukum yang
mengendalikan polusi dari industri.

5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional adalah
seperangkat aturan yang mengatur bagaimana negara-
negara berinteraksi dalam hal lingkungan.
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6. Hukum Sengketa Lingkungan adalah hukum yang
berhubungan dengan penyelesaian masalah, seperti
menentukan siapa yang harus membayar kompensasi.

Perkembanganihukum lingkunganitak
dapatndipisahkanndari gerakan global menuju kesadaran
lingkungan yang lebih besar, karena perubahan legislatif yang
signifikan dan meluas di bidang ini terjadi setelah Konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
LingkunganrHiduprManusiardirStockholmrpadartanggalr5Sn
hingga 16mJunin1972. Menanggapi konferensi ini, Indonesia
menyiapkan laporanmnasional berdasarkan diskusi pada
seminarntentang pengelolaanrlingkunganrhidup manusia
dancpembangunan hukum nasional, yang berlangsung
dirBandungrdarictanggalc15 hingga 18 Meir1972.

Mochtar Kusumaatmadja, S. H., L. L. M., menyampaikan
makalahrberjudulr'PengaturanrHukumrMasalahrLingkunga
nrHidup Manusia dalam Seminar tersebut: Beberapa
Pemikiran dan Saran', yang memberikan arahan nyata
terhadap perkembanganrperaturan perundang-
undanganilingkunganihidup diilndonesia.

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengembangan
dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia, yang
digambarkan dengan lebih rinci, diabadikan dalam
pembukaanmUUDn1945,
khususnyardalamralinearkeempatrPasalr33. MPR-RI lebih
lanjut menguraikan aturan-aturan mendasar ini untuk
menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang
mewakili kemauan politik rakyat Indonesia dalam hal
pengelolaan lingkungan.
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Penyusunan RUU LingkungannHidupmdimulai
padactahun 1976rdan kemudian
diundangkanvsebagaivUUvNo. 4htahunn1982
padartanggalel1sMarete1982. Diundangkannya UU No.
23rTahun
1997mtentangmPengelolaanrLingkunganmHidupnpadartang
galn19 September 1997, maka UULH telah digantikan oleh
UULH. Perkembangan ini
sejalanndenganndinamikanyangnberkembang
pascarDeklarasirrRio 1992, yang selanjutnya disingkat
UUPLH.

Fungsi utama dari UULH dan UUPLHmadalah untuk
mengaturrketentuan-ketentuan dasar pengelolaan
lingkunganrhidup. Keduanya berfungsi sebagai kerangka
kerja legislatif yang menyeluruh, menyediakan kerangka kerja
untuk pengembangan undang-undang dan peraturan
lingkungan hidup lainnya, dan untuk amandemen undang-
undang yang ada. Oleh karena itu, UULH dan UUPLH dapat
dianggap sebagai ‘payung’ untuk pengembangan sistem
hukum lingkungan nasional yang modern.
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BAGIAN XIII
ASPEK ETIKA DAN HUKUM
PENYAKIT MENULAR

Dalam hal hukum, kami akan membahas undang-undang

yang berkaitanndengan penyakit menular
dannpenyakitnmenular seksual. Ketika melakukan
pencegahanndannpengendalian wabah

penyakitnmenular,okita harus mempertimbangkan undang-
undang yang ada tentang masalah ini. Dalam kasus penyakit
menular seksual seperti HIV/AIDS, undang-undang mengatur
bagaimana dokter dan tenaga kesehatan harus menangani
masalah ini untuk menghindari masalah hukum di kemudian
hari (Glen Rian, 2011). Hal ini termasuk bagaimana dokter
harus memperlakukan pasangan yang sudah menikah atau
pasangan tetap dengan penyakit kelamin, serta pembantu
rumah tangga/pengasuh anak dengan PHS, dan bagaimana
mereka harus menerima dan memperlakukan pasien yang
positif HIV atau mengidap AIDS.

A. Aspek Etika dan Hukum Wabah/KLB

Undang-undang yang mengatur
tentangmwabahnpenyakit menular adalah UUrNo.
4iTahunr1984. Wabah adalah ketika suatu penyakit muncul
diisuatuidaerah pada waktuitertentu,idan ada lebih banyak
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orang yang menderita penyakit tersebut daripada jumlah
yang aman. Kita juga dapat mengetahui penyakit apa saja yang
dapat menyebabkan wabah. Hal inimmembantu kitamuntuk
mengambilnlangkah-langkah untuk menghentikan wabah
sesegera mungkin. Hal ini akan menghentikan penyebaran
penyakit dan membahayakan masyarakat. Sebagai contoh,
jika ada wabah penyakit seperti diare di suatu daerah,
undang-undang dapat melindungi penduduk dari situasi
berbahaya ini sedini atau secepat mungkin. Hal ini karena
undang-undang menjelaskan berbagai jenis wabah dan
bagaimana cara menghentikannya (Hari Santoso, 2005).

Masyarakat dan pemerintah juga harus mengetahui hak
dan kewajiban mereka ketika menghadapi wabah. Hal ini akan
membantu memastikan bahwa penanggulangan wabah
dilakukan dengan baik di masa depan. Penting juga bagi
masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dengan baik.
Undang-undang tentang bagaimana menangani wabah
penyakit disebut PERMENKES no. 40 tahun 1991. Permenkes
ini mencantumkan daerah mana saja yang terkena wabah
sehingga masyarakat dapat mengambil langkah-langkah
untuk menghentikan penyebarannya. Pengobatan, perawatan
dan isolasi pasien, memusnahkan penyebab wabah dan
melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Masyarakat memiliki peran dalam menanggulangi
wabah. Sebagai contoh, ketika terjadi wabah penyakit diare,
masyarakat dapat membantu mempermudah dengan
memberikan informasi mengenai orang-orang yang terkena
wabah kepada Puskesmas. Hal ini didalam PERMENKES No.
949 /Menkes/SK/VIII/2004: Sejauh ini, puskesmas telah
bekerja untuk menghentikan wabah di wilayahnya. Mereka
melakukan hal ini dengan lebih waspada terhadap wababh,
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melakukan lebih banyak pengawasan dan mendorong orang
untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan
wabah.

Cara penanganan wabah adalah dengan menghentikan
penyebaran infeksi dan mencegah orang meninggal atau sakit
parah. PeraturannMenterinKesehatannNo.
n560ntahunn1989 menjelaskan tentangnjenis-jenis
penyakitntertentu yangmdapat menyebabkan wabah.
Peraturan ini juga menjelaskan bagaimana laporan harus
disampaikan dan tindakan penanggulangan yang diperlukan.
Peraturan ini menjelaskan penyakit apa saja yang dapat
menyebabkaniwabah,isepertiipes,campak, dan  kolera.
Kementerian Kesehatan juga mendapatkan laporan tentang
wababh. Selain itu, jika masyarakat, kepala desa atau pihak lain
melaporkan adanya wabah, laporan tersebut akan dikirimkan
ke Puskesmas.

B.Aspek Etika dan Hukum Penyakit Menular
Seksual (PMS)

Keputusan Menteri No. Kep. 68/MEN/IV/2004 tentang
Penanggulangan HIV daniAIDS. iPasal
6:ilnformasiiyangidiperoleh
darimkegiatannkonseling,ntesnHIV,mpengobatan,nperawata
nmdan kegiatannlainnya harusndijagankerahasiaannya, sama
sepertindata rekamvmedis. cDalam hal ini, dijelaskan bahwa
staf medis tidak boleh membagikan data rekam medis pasien
tanpa seizin pasien. Jika ada pelanggaran, maka akan ada
konsekuensinya. (Ratna Dewi Puspa, 2010).
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UUnNo. n23ntahunm1992 mengatakan bahwa pekerja
yang melakukanmkesalahanmatau menunjukkan
kelalaianmdalam pekerjaannya dapat dihukum. Sebagai
contoh, jika seorang dokter yang merawat pasien dengan
HIV/AIDS mengungkapkan informasi tentang pasien tersebut
tanpa seijin pasien, maka dokter tersebut dapat dihukum.
(Glen Rian, 2011).

Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004
menetapkan kapan informasimkesehatan dapat dibagikan,
dalam Pasalx48xayat (2). Undang-undangfini mengatakan
bahwa tenaga kesehatansdapat memberikan informasi
tentang kesehatan pasien jika informasi tersebut berkaitan
dengan penyakitnya atau jika pasien memintanya. Mereka
juga dapat memberikan informasi jika mereka memiliki
alasan yang kuat untuk itu. (Ratna Dewi Puspa, 2010).

MenurutePasal 5 Undang-Undang Kesehatan No.
36rTahun 2009, semua orang berhak memperoleh akses
yangesamaedalam memperolehrsumberedaya dan pelayanan
kesehatan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semua
orangrberhakratasrhakryangrsama dalam hal akses terhadap
pelayanan kesehatan, dan tidak ada diskriminasi terhadap
individu mana pun. Sangat penting bahwa pasien atau
penderita disadarkan akan perlunya menahan diri untuk tidak
menularkanrpenyakit kepada orangrlain, termasuk pasangan
yang sah maupun tidak sah, untuk mengurangi penyebaran
individu yang terinfeksi.

Menurut Pasal 1 UU No. 6 tahun 1962 tentang wabah
penyakitrmenular,rwabahnpenyakitrmenularndidefinisikann
sebagai:

“berjangkitnya suatu penyakit menular dalam
masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat

152



secara nyata melebihi keadaan biasa pada suatu waktu
dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan
malapetaka”

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992,
pasal 28 (ayat 2),
pemberantasannpenyakitnmenularndanntidak menular
harusndilakukan. Pemberantasan penyakitxmenular yang
dapatnmenimbulkannangkankesakitanndannkematiannyang
ntinggi harus dilakukan sedinimmungkin. Tindakan
pencegahan dan pemberantasanxdilaksanakan dengan tujuan
untuk mengurangi dan memperluas terjadinya penularan.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penyakit
menular, sangat penting untuk melaksanakanxprogram-
programryang telah dikembangkan dengan cermat
darivsetiap bidang prioritas. Program-program ini harus
didekati dengan keseriusan, tanggung jawab, integrasi,
keselarasan dan kesinambungan yang tinggi, untuk
memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan (Rian, 2011).
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BAGIAN XIV
ETIKA DAN HUKUM PELAYANAN
KESEHATAN

Hukumskesehatansmencakupnsegalassesuatunyangsbe
rkaitan dengan kesehatan, termasuk pencegahan dan
pengobatan, dan memastikan bahwa individu dan kelompok
yang berhak atas layanan kesehatan tidak didiskriminasi
berdasarkan status ekonomi, pendidikan dan faktor lainnya.
Etika pelayanan kesehatan adalah bahwa semua petugas
kesehatan memberikan pengetahuan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari
pelayanan kesehatan ini adalah untuk menolong orang yang
sedang sakit dengan memberikan obat yang sesuai dengan
gejalanya.

Persyaratan untuk layanan kesehatan yang efektif saling
berhubungan. Agar dapat diterima oleh masyarakat, petugas
kesehatan harus selalu siap sedia setiap saat, menunjukkan
sikap dan perilaku yang positif, dan memastikan bahwa
layanan kesehatan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu,
harus tersedia dana yang dapat dijangkau oleh masyarakat,
tanpa membedakan antara masyarakat yang mampu secara
ekonomi dan yang tidak (Triwobo, 2014; Notoadmodjo,
2010).
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A. Standar Profesi Medik di Rumah Sakit

Untuk melakukan kegiatan profesional dalam konteks
rumah sakit, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk
memiliki wewenang yang diperlukan untuk menjalankan
tugas mereka. Kewenangan ini harus selaras dengan protokol
dan panduan yang telah ditetapkan yang mengatur perilaku
profesional petugas kesehatan dalam peran mereka masing-
masing. Sangat penting untuk mematuhi peraturan yang ada,
dan mematuhi hukum kesehatan. Selanjutnya, kemampuan
rata-rata tenaga kerja ditentukan oleh durasi pengalaman
profesional mereka, dan fasilitas rumah sakit dievaluasi dalam
hal kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ini.
Evaluasi ketepatan yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan
profesional merupakan pekerjaan yang kompleks, karena
setiap bidang keahlian memiliki standar dan kriteria
tersendiri untuk menentukan ketepatan dalam bidang profesi
(Supriadi, 2001).

Rumabh sakit harus menetapkan dan mematuhi standar
layanan tertentu. Standar-standar ini harus menetapkan
bahwa pemberian obat-obatan harus diawasi oleh apoteker
atau asisten apoteker yang berpengalaman. Jelas bahwa
rumah sakit harus memiliki ruang laboratorium, karena
sangat penting untuk penyediaan fasilitas
dindalamnrumahnsakit. =~ nRumahnsakitnharus  memiliki
ruangan yang lengkap, dengan demikian memastikan bahwa
pasien mendapatkan layanan terbaik. Rumah sakit harus
terlindung dari kuman, bakteri dan jamur untuk memastikan
bahwa pasien tidak terpapar penyakit karena adanya
organisme tersebut (Azwar, 1996).
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Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1992, StandarmProfesi
didefinisikannsebagain‘Pedomannyangnharusmdigunakanm
sebagai petunjukrdalam melaksanakan profesi dengan baik’.

Kutipan Sebagaimana digariskan dalam undang-undang
tersebut, tenaga kesehatan berkewajiban
untukmmelaksanakan
tugasnyansesuaimdengannketentuannyangntelah ditetapkan
untuk menjamin terlaksananya tanggung jawabnya secara
optimal (UU No. 23, 1992).

Semua tenaga kesehatan yang luar biasa
yangrberhubungan langsungsdenganspasiensdisrumahssakit
termasuk dokter,iperawat, danmbidan. Semua tenaga
kesehatan kami yang luar biasa melakukan yang terbaik untuk
menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional di
rumabh sakit. Mereka menjalankan aktivitasnya sesuai dengan
perannya masing-masing. Sangat penting agar peran-peran
tersebut tidak dilanggar, karena jika dilanggar, hukum pasti
akan mengetahuinya (Guwandi, 2011; Purwadianto, 2008).

Seorangndokter  adalah  seseorang yangmtelah
menempuh pendidikanrkedokteran dan Kkini mampu
menolong orang lain ketika mereka sakit. Jangan khawatir,
ada dokter spesialis yang siap sedia untuk Anda, dan ada juga
dokter umum yang bisa Anda temui. Dokter ini adalah
permata yang sesungguhnya. Dia selalu mengikuti hukum
kesehatan dan kemampuan, dan dia benar-benar ahli dalam
segala hal yang dia lakukan. Dokter kami yang luar biasa selalu
melakukan yang terbaik untuk pasien mereka, mengikuti
standar profesional tertinggi. Salah satu hal yang harus dia
lakukan untuk pekerjaannya adalah memastikan dia
mengikuti hukum layanan kesehatan. Jika Anda berpikir
untuk membuka klinik, maka Anda harus mendapatkan lisensi
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terlebih dahulu. Sangat penting untuk bekerja dengan
mendapatkan informasi nyata dari pasien dan keluarga
mereka. Setelah dokter melakukan apa yang harus mereka
lakukan, mereka akan dapat menerima perawatan yang
sangat baik dari pasien (Guwandi, 2011; Purwadianto, 2008).

Perawat terdaftar adalah bagian dari tenaga kesehatan
profesional yang berperan dalam memberikan perawatan
pasien. Sangatlah penting bahwa individu yang bersangkutan
memancarkan sikap yang menyenangkan secara estetika dan
secara konsisten menunjukkan perilaku yang patut dicontoh
terhadap pasien. Telah dibuktikan bahwa pasien dapat
mengalokasikan perhatian yang lebih besar kepada perawat
individu. Standar profesional harus mematuhi peraturan yang
telah ditetapkan dalam ranah profesional. Pemberian layanan
harus dilakukan dalam batas kemampuan seseorang, dan
dengan cara yang tidak melampaui batas kewajiban atau
tanggung jawab seseorang. Sangat penting untuk
menunjukkan karakter yang patut dicontoh dalam perawatan
pasien (Satriawan, 2014).

Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang
mengkhususkan diri dalam penyediaan nasihat ahli, bantuan
dan motivasi untuk wanita yang mengalami tantangan
kesehatan kritis, termasuk mereka yang berada dalam tahap
kehamilan, persalinan dan menyusui. Sesuai dengan standar
profesional, pasien yang dianggap memerlukan intervensi di
luar cakupan manajemen manual akan dirujuk untuk
dipertimbangkan. Protokol ini akan digunakan dalam kasus-
kasus seperti pasien yang sedang dalam proses melahirkan
yang memerlukan intervensi bedah. Selain itu, jika pasien
mengungkapkan pengalamannya, bidan harus dapat menjaga
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kerahasiaan dan menahan diri untuk tidak mengungkapkan

informasi tersebut kepada pasien lain (Triwulan, 2010).
Menurut Pasal 52 tentang Hak Pasien, pasien memiliki

hak untuk:

1. Mendapat penjelasan lengkapntentang perawatan

medisnyang akan diterimanya.

Memintarpendapatrdokter.

Mendapat pertolongan medis yang dibutuhkannya.

Menolak perawatan medis;

Memperoleh informasi dari rekam medis pasien.

Pasien merupakan komponen penting dalam sektor
perawatan kesehatan, di samping para profesional kesehatan.
Kehadiran pasien merupakan prasyarat untuk pembentukan
dan pemeliharaan standar profesional di antara tenaga medis
di rumah sakit. Adalah hakipasieniuntuk menerima
penjelasan dariidokteritentang penyakit yang dideritanya.
Sesuai dengan Pasal 52, individu yang bersangkutan berhak
untuk menerima status yang akan memfasilitasi pengejaran
pengobatan oleh dokter di rumah sakit. Dengan tidak adanya
ketentuan mengenai jaminan pelayanan di rumah sakit,
pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan kosmetik atau
kecantikan sering kali diberikan dengan cara yang tergesa-
gesa dan tidak aman. Perawatan yang tidak termasuk dalam
program rumah sakit umum tidak tersedia. Selain itu, layanan
kesehatan saat terjadi bencana tidak dapat digunakan ketika
terjadi masalah (Panduan Gratis Layanan Kesehatan, 2015).

AR

B. Standar Pelayanan Rumabh Sakit
Kualitasspelayanansrumahssakit tergantung dari para

stafnya. Jika tenaga kesehatan dan fasilitas rumah sakit baik,

maka standar pelayanan di rumah sakit tersebut sangat baik,
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sehingga pasien dapat merasa nyaman dan senang dengan
pelayanan tersebut (Aditama, 2002). Biasanya, pasien datang
ke dokter dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang dirujuk
ke sana oleh puskesmas setempat, ada juga yang datang
langsung. Setelah itu, pasien mengatakan bahwa mereka ingin
segera diperiksa. Jika pasien tidak memiliki penyakit serius,
mereka dapat menunggu di ruang tunggu. Pasien yang
membutuhkan perawatan darurat akan diperiksa terlebih
dahulu. Jika pasien sudah pernah berobat atau diperiksa di
sini sebelumnya, kami menyebutnya sebagai pasien lama. Jika
baru pertama kali, kami menyebutnya pasien ‘baru’.

Layanan rawat jalan adalah untuk pasien yang hanya
memeriksakan diri dalam waktu singkat. Misalnya, mereka
mungkin melakukan tes darah di laboratorium. Pasien
diperiksa oleh departemen mereka untuk mengetahui
penyakit apa yang mereka derita. Pasien yang telah
didiagnosis dengan suatu penyakit juga dapat dikatakan
menerima perawatan sebagai pasien rawat jalan (Nasution,
2012).

Jalur pasien unit gawat darurat merupakan komponen
penting dalam sistem perawatan kesehatan. Dalam keadaan di
mana pasien harus diperiksa dalam urutan prioritas, sangat
penting bagi para profesional medis yang bekerja di unit
gawat darurat untuk menunjukkan standar profesionalisme
tertinggi. Sangat penting bahwa pasien harus diselamatkan
dan mereka tidak merasa diabaikan. Jelaslah bahwa unit
gawat darurat membutuhkan dokter umum yang memiliki
tingkat kualitas yang sangat tinggi. Luasnya fasilitas
pelayanan kesehatan (Nasution, CR, 2012) adalah sebagai
berikut:
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1. Keberadaan rumah sakit umum didasarkan pada tingkat
pelayanan, sesuai dengan spesialisasi dan fasilitas yang
dimiliki.

2. Keberadaan layanan medis di dalam fasilitas tersebut,
termasuk prosedur pembedahan, layanan kesehatan ibu
dan anak, merupakan aspek penting dari infrastrukturnya.

3. Keberadaan tenaga medis profesional yang terspesialisasi
di dalam rumah sakit merupakan faktor penting.

4. Keberadaan subspesialis di dalam rumah sakit merupakan
indikasi sistem perawatan kesehatan yang canggih.

Fasilitas kesehatan perorangan merupakan komponen
dari berbagai inisiatif yang dilakukan untuk memastikan
bahwa layanan kesehatan di rumah sakit memberikan
dukungan bagi upaya perawatan kesehatan yang ditujukan
kepada pasien perorangan. Pemeriksaan harus dilakukan
dengan cara yang menjamin kelancaran interaksi
antarampetugasmkesehatanndinrumahnsakit dengan
pasien,ndengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang
telah diantisipasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
rumah sakit setempat (Saputri, 2015).

Rumah sakit membutuhkan penggabungan layanan
farmasi. Sangat penting untuk memastikan mana yang sangat
diperlukan, atau dapat dikatakan sebagai bagian integral dari
layanan yang disediakan oleh rumah sakit. Jelaslah bahwa
penyediaan layanan ini sangat penting, karena merupakan
komponen fundamental dari infrastruktur rumah sakit.
Ketiadaan apotek dalam layanan rumah sakit akan selalu
mengakibatkan  kegagalan pasien untuk mencapai
keberhasilan dalam layanan yang disebutkan di atas. Bukti
menunjukkan bahwa khasiat obat ada dua: pertama, obat
berfungsi sebagai agen penyembuhan, dan kedua, obat
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berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap gejala yang
sudah terlihat pada pasien. Efek farmasi ini menjadi sangat
menguntungkan (Novitasari, 2016).

Merupakan tanggung jawab persyaratan farmasi untuk
memastikan ketersediaan sediaan dan perangkat farmasi
yang memenuhi kriteria kualitas, kegunaan, keamanan dan
keterjangkauan. ©Rumah sakit berkewajiban untuk
menyediakan lokasi, keamanan, dan kebutuhan
farmasirdirumah  sakit setempat. Standar layanan
rumahmsakit harus dipatuhi oleh departemen farmasi. Agar
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (UU No. 44,
2009).

Kualitas dan pemberian pelayanan kesehatan juga
sangat terpengaruh jika standar pelayanan rumah sakit
ditemukan di bawah standar. Hal ini pada gilirannya akan
berakibat pada menurunnya persepsi masyarakat terhadap
rumah sakit. Keberadaan fasilitas yang memadai di rumah
sakit telah terbukti berkorelasi positif dengan tingkat
pemanfaatannya oleh pasien di masyarakat.
Olehskarenasitu,speningkatanskualitasslayanansrumah sakit
telah terbukti menghasilkan peningkatan permintaan untuk
layanannya. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi semua
rumah sakit yang ada. Jelaslah bahwa kualitas rumah sakit
yang di bawah standar akan mengakibatkan penurunan
penerimaan dana dari layanan kesehatan. Hal ini
membuktikan bahwa telah terjadi kesenjangan antara
petugas kesehatan dan rumah sakit, terutama karena sifat
pelayanan itu sendiri (Wahyuningsih, 2009).
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C. Hospital by Laws

Peraturan rumah sakit mencakup peraturan yang
mengatur struktur internal dan fungsi rumah sakit. Peraturan
rumah sakit ini merupakan dokumen hukum mendasar yang
menetapkan kerangka kerja untuk tata kelola dan operasi
organisasi. Seperti yang dinyatakan dalam karya penting oleh
Harahap (2010), peraturan rumah sakit mengatur semua
aspek rumabh sakit, termasuk presentasi kepentingan pemilik,
perumusan kebijakan rumah sakit, dan pembentukan
hubungan individu di dalam institusi. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa peraturan rumah sakit adalah seperangkat
peraturan yang dikodifikasi yang dibuat oleh sebuah
organisasi dengan tujuan untuk mengatur konstituennya
dalam mengejar tujuan yang terpadu. Keberadaan hukum
rumah sakit sangat penting karena menetapkan kerangka
kerja untuk operasi mereka dan memastikan kepastian
hukum dalam sektor kesehatan (Guwandi, 2004).

Rumah sakit tunduk pada peraturan internal mereka
sendiri, yang memainkan peran penting dalam menjaga
ketertiban, kepastian hukum, dan kelancaran operasional
institusi. Prinsip-prinsip ini menggambarkan parameter
manajemen rumah sakit dalam menjalankan fungsi dan
tanggung jawabnya (S. Marlianasyam, 2005). Menurut M.
Taufik Hrahap (2010), peraturan rumah sakit memainkan
peran penting dalam organisasi pelayanan medis. Peraturan
rumah sakit ini juga dapat dianggap sebagai sarana untuk
mencegah terjadinya kesalahan di rumabh sakit.

Dokumentasi formal peraturan rumah sakit dapat
terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk peraturan rumah
sakit, prosedur operasi standar
(SOP),ssuratskeputusan,ssuratstugas,spengumuman,
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pemberitahuan,mdannperjanjian (MOU) (Martokusumo,

1999). Landasan hukum

pengaturanrpelayananrkesehatanrdirrumah sakit berakar

pada dua keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri

Kesehatan. Yang pertama adalah SK No.

772/Menkes/SK/V1/2002

tentangsPedomansInternalsRumahsSakitsatau yang dikenal
dengan HospitalmBylaws. Yang kedua adalah SK No.
631/Menkes/SK/IV/2005stentangsPedomansInternalsStafs

Medissdi Rumah Sakit.

Menurut KeputusanmMenteri No. 772mtahunm2002,
yang menetapkan pedomanrperaturanrinternalrrumah sakit
(juga dikenal sebagai “peraturan rumah sakit”), fungsi-fungsi
berikut diuraikan (S. Marlianasyam, 2015):

1. Dokumen ini berfungsi sebagainacuannbaginrumahnsakit,
memberikan panduan dalamMpengawasan fasilitas
mereka. Kehadiran peraturan rumah sakit yang
menetapkan mekanisme untuk melakukan pengawasan
berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan institusi.
Peraturan rumah sakit ini berfungsi sebagai kerangka kerja
regulasi, memandu operasional rumah sakit dan
memastikan arahnya.

2. Naskah ini dimaksudkan untuk menjadi
acuansbagisdirektur
rumahnsakitndalamnpengelolaannrumahnsakitndan
perumusan kebijakannyangnbersifatnteknisnoperasional.
Peraturan rumah sakit dapat membantu direktur dalam
pengelolaan rumah sakit yang efektif, memfasilitasi
penerapan kebijakan yang efektif dan memastikan
kelancaran operasional institusi. Ini adalah metode untuk
menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas.
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3. Peraturan-peraturan berikut ini telah dikembangkan
dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas
rumah sakit. Penerapannya diharapkan dapat memberikan
dampak positif terhadap kinerja institusi.

4. Berikutiniadalah daftar perlindungan hukum yang berlaku
untuk semua rpihak ryang rterlibat rdi rrumah rsakit.
rPeraturan ryangnradanrdinrrumahnrsakit rmemastikan
perlindungan semua pihak terhadap potensi kerugian.

5. Naskah ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan
masalah antararpemilikrrumahrsakit,rdirektur, dan
dokter. Peraturan rumah rsakit adalah seperangkat aturan
yang mengatur bagaimana rumah sakit dijalankan.
Peraturan ini mencakup berbagai kebijakan, termasuk
cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan. Peraturan ini
memudahkan penyelesaian masalah dengan cepat dan
menjaga ketenangan komunitas. Dalam rangka memenuhi
kriteria akreditasi rumah sakit yang ditetapkan.

6. Tujuan dari peraturan rumah sakit ini adalah untuk
menetapkan kerangka kerja peraturan yang mendasar bagi
semua pihak yang terlibat, dengan demikian memastikan
berfungsinya organisasi secara efektif dan kepatuhan
terhadap pedomannya. Kerangka kerja ini dirancang untuk
mendorong pengembangan kebijakan yang berkontribusi
pada peningkatan kualitas rumah sakit.

Guwandir(2004)rberpendapatrbahwarbeberaparcirird
anrsifat dari hospital by-laws adalah sebagai berikut:

1. Telah dibuktikan bahwa peraturan rumah sakit dapat
diadaptasi dan disesuaikan. Setiap rumah sakit memiliki
karakteristik yang unik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa isi, substansi, dan perumusan detail peraturan
rumabh sakit bervariasi antar rumah sakit.
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2. Peraturan rumah sakit memiliki potensi untuk berfungsi
sebagai perpanjangan tangan dari hukum. Inti dari masalah
ini adalah bahwa jika terjadi kesalahan atau kelalaian di
pihak rumah sakit, ketentuan hukum yang tercantum
dalam peraturan rumah sakit menjadi relevan.

3. Tata kelola rumah sakit tunduk pada ketentuan-ketentuan
dalam hospital by law, yang menggambarkan kerangka
kerja operasional untuk pengelolaan lembaga-lembaga ini.

4. Perumusan peraturan rumah sakit sangat penting;
dokumen ini harus dibuat dengan cermat untuk
memastikan kejelasan, ketegasan, dan ketelitiannya.

5. Hospital by laws memiliki tingkatan-tingkatan yang
berjenjang.

D. Inform Consent dan Inform Choice

Persetujuan berdasarkan informasi didefinisikan
sebagai tindakan medis. Istilah “persetujuan” didefinisikan
sebagai  persetujuanmataumizin. mInformedmconsent
diartikan sebagai persetujuan ataunizin darimpasien
ataumkeluarganpasien kepada doktersuntuk
melakukanstindakan medissterhadapspasien,sseperti
pemeriksaansfisik atau prosedur diagnostik lainnya,
pemberian obat, dan pemberian suntikan (Wibowo, 2015).
Menurut Samil (2015).

Fungsi informed consent ada dua, yaitu melayani pasien
dan dokter. Dalam konteks praktik medis, konsep informed
consent memainkan peran penting dalam
mengaturnhubungannantara penyedia layanan kesehatan
dan pasien mereka. Dengan memastikannbahwa pasien
mendapat informasi yang cukup dan
telahnmemberikannpersetujuanmmerekansebelumnprosedu
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rnmedis dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan

potensi kesalahan atau kelalaian medis (Ratna Suprapti Samil,

2015). Dari sudut pandang pasien, pemberian informed

consent memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bahwassetiapsorangiberhakimempunyaishaksuntuksmen
etapkan pilihannya tanpa adanya pemaksaan.

2. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan.

Pelaksanaan informedmconsent menandakan
persetujuan pasienratau wali pasien terhadap intervensi
medis yang diusulkan. Pelaksanaan intervensi
harusssesuaisdengansstandar profesi medis
yangstelahsditetapkan. Kelalaian, kecelakaan, atau kesalahan
lain yang terjadi selama intervensi dapat mengakibatkan
ketidakpuasan pasien dan dimulainya tindakan hukum.
Informed consent menyatakan bahwa pasien telah diberitahu
tentang potensi risiko yang terkait dengan prosedur dan telah
menyetujui untuk melanjutkan. Namun, hal ini tidak
menyiratkan bahwa pasien telah menyetujui risiko atau
potensi kerugian yangimungkiniterjadi. iOleh karena itu,
sebelum otorisasi intervensi medis atau pemberian informed
consent, tenaga kesehatan berkewajiban untuk memberikan
penjelasan yang komprehensif (Sunarto Ady Wibowo, 2015).

Persetujuanipadaiinformediconsentidapatidibedakanim
enjadi tigambentukmsebagaimana ditegaskanmdalam
PerMenKesmNo. 585/Men. Kes/Per/IX/1989
Pasaln3nayatn(1)ndannSKnPB-IDInNo. 319/PB/A. 4/88
butir 3 yaitu:

1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk
tindakan medis yang mengandung resiko besar
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2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan
medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung
resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien.

3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui
isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau
diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan
lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang
akan dilakukan terhadap dirinya. ”

Menurut Culvert dan Gert (2013) ada 4 dokumen yang

harus dipahami dalam persetujuan yaitu:

1.

Sukarelam(voluntariness):mSukarela maknanya adalah
bahwa
pilihaniyangidibuatsberdasarikemauanstanpasadaiunsurs
paksaan.

. Informasi (information): Apabila pasien mengalami

keraguan saat mengambil sebuah keputusan, maka harus
diberi penjelasan agar bisa mengerti.

. Kompetensi (competence): Hal ini mengharuskan setiap

orang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan
yang tepat dan harus dilengkapi dengan informasi yang
komprehensif.
Keputusan (Decision): maknanya adalah proses di mana,
setelah mendapatkan penjelasan dan arahan, keputusan
dibuat.

Menurut Barokah (2013) Manfaat dari informed consent

adalah sebagai berikut:

1.

Fungsi alat ini adalah untuk memfasilitasi kelancaran
operasi perawatan medis. Gagasan tentang persetujuan
berdasarkan informasi didasarkan pada premis bahwa hal
ini menumbuhkan hubungan kolaboratif antara bidan dan
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klien, sehingga memfasilitasi pelaksanaan prosedur medis
yang lancar.

2. Sangatlah penting untuk mengurangi dampak redaman dan
komplikasi yang mungkin timbul.

3. Sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan dan
penyembuhan bagi pasien, karena mereka telah
mengetahui tindakan yang telah dilaksanakan.

4. Bidan harus dilindungi dari potensi dampak tindakan
hukum jika terjadi kesalahan. Untuk memastikan
perlindungan ini, bidan harus dapat memberikan bukti
tertulis bahwa pasien telah menyetujui tindakan medis
tersebut.

Pilihan berdasarkan informasi didefinisikan sebagai
kemampuan untuk membuat pilihan setelah menerima
penjelasan tentang perawatan alternatif. Dalam bidang
kebidanan, misalnya, pasien diberdayakan untuk memilih
bentuk perawatan alternatif yang sesuai dengan preferensi
mereka.

Tujuan dari informed choice adalah memberdayakan
perempuan untuksmembuatskeputusansyangstepat
mengenai jenis perawatan yang mereka inginkan setelah
mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari bidan.
Peran bidan ada dua: pertama, memberikan asuhan dan
manajemen asuhan, dan kedua, memastikan bahwa hak ibu
untuk memilih asuhan dapat terpenuhi (Barokah, 2013).

Sangat penting untuk membedakan antara pilihan dan
konsentrasi. Konsep pilihan lebih dekat dengan perspektif
pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Sebaliknya,
persetujuan lebih dekat dengan perspektif dokter,
karenasberkaitansdengan aspeknhukumiyang memberikan
persetujuan formalnuntukisemua prosedur medissyang

168



akansdilakukansolehsdokter. sKonsepspilihan mencakup
adanya beberapa alternatif, mengakui kapasitas klien untuk
membedakannya dan memilih opsi yang sesuai dengan
preferensi atau persyaratan mereka.
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GLOSARIUM

A

Aborsi penghentian kehamilan sebelum janin dapat
hidup di luar kandungan

Advokasi pembelaan atau dukungan terhadap suatu
isu atau kelompok tertentu, seringkali dengan tujuan
mempengaruhi kebijakan atau tindakan yang lebih
luas

Adverse Tidak menguntungkan atau antagonis dalam
tujuan atau dampak

Akhlak tingkah laku, budi pekerti, atau perangai yang
menjadi sifat dasar seseorang dan tercermin dalam
tindakan sehari-hari

Al-Qur'an kitab suci umat Islam yang berfungsi
sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan
kehidupannya

Al-Hadits segala perkataan, perbuatan, dan
persetujuan (taqrir) Nabi Muhammad SAW

Antisipatif adalah bersifat menduga atau
memperkirakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa
depan, dan mengambil tindakan untuk

mempersiapkan atau menghadapinya

Akut kondisi penyakit atau cedera yang terjadi secara
tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu singkat,
biasanya kurang dari enam bulan

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas
segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan
yang menjadi stakeholder
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Artistik segala sesuatu yang berkaitan dengan seni,
keindahan, dan kreativitas

Asosiasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan
yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama

Berkontrak adalah proses membuat perjanjian antara
dua pihak atau lebih yang disepakati secara sukarela
dan mengikat secara hukum

Biomedis adalah cabang ilmu yang menerapkan
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam, khususnya
biologi dan biokimia, untuk memahami, mencegah, dan
mengobati penyakit pada manusia dan hewan

Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang
berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok
orang serta diwariskan dari generasi ke generasi

Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi
tubuh yang disebabkan oleh tekanan fisik atau kimia
Concensualism para pihak yang mengadakan
perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata
mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang
diadakan itu

Depresi gangguan suasana hati yang menyebabkan
perasaan sedih dan kehilangan minat yang
berkepanjangan

Deklarasi pernyataan resmi, formal, atau publik, yang
mengumumkan atau menyatakan sesuatu dengan jelas
dan tegas




Desa Siaga desa yang masyarakatnya memiliki
kesiapan sumber daya, kemampuan, dan kemauan
untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan,
bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri
Definitif berarti pasti, jelas, dan tidak dapat diragukan
lagi

Diskriminatif sikap atau tindakan yang
memperlakukan seseorang atau kelompok secara
berbeda, tidak adil, atau merugikan berdasarkan
karakteristik tertentu seperti ras, agama, jenis
kelamin, suku, usia, disabilitas, atau orientasi seksual
Diagnosis proses mengidentifikasi dan menentukan
sifat suatu penyakit, kondisi, atau masalah.

Dominan berarti memiliki pengaruh, kekuasaan, atau
kendali yang lebih besar daripada yang lain

Efektif mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan
dengan cara yang tepat dan sesuai

Efisiensi kemampuan untuk mencapai hasil yang
diinginkan dengan menggunakan sumber daya (waktu,
tenaga, biaya, bahan) secara minimal

Eklektik adalahgaya atau pendekatan yang
menggabungkan berbagai elemen, gaya, atau ide dari
berbagai sumber untuk menciptakan sesuatu yang
baru atau unik

Eutanasia tindakan mengakhiri hidup seseorang
secara sengaja, biasanya untuk meringankan
penderitaan akibat penyakit yang parah atau kondisi
yang tidak dapat disembuhkan
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Empiris sesuatu yang didasarkan pada pengalaman,
pengamatan, atau percobaan langsung, bukan pada
teori atau spekulasi

Etimologi cabang ilmu bahasa yg menyelidiki asal-
usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna.
Etika cabang filsafat yang membahas tentang baik dan
buruk, benar dan salah, serta bagaimana seharusnya
manusia bertindak

Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari
keindahan, rasa, dan selera

Fasilitas segala sesuatu, baik sarana maupun
prasarana, yang disediakan untuk memudahkan,
memperlancar, atau memberikan kemudahan dalam
pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas

Fenomena suatu peristiwa atau kejadian yang dapat
diamati dan dirasakan, baik itu peristiwa alam, sosial,
maupun peristiwa lain yang menarik perhatian dan
dapat dipelajari

Filsafat studi tentang pertanyaan-pertanyaan
fundamental mengenai keberadaan, pengetahuan,
nilai, akal, pikiran, dan bahasa

Formulasi proses penyusunan komponen-komponen
tertentu dalam hubungan atau struktur yang tepat,
sesuai dengan suatu formula atau aturan tertentu
Fundamental berarti mendasar, pokok, atau dasar
dari suatu hal




Geografis adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan ilmu geografi, termasuk letak, kondisi, dan
karakteristik suatu wilayah di permukaan bumi

Gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan
dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh untuk
pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan
fungsi tubuh yang optimal

Hak Asasi Manusia (HAM) hak dasar yang melekat
pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan
tidak dapat dicabut, serta harus dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang

Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan
yang dibuat sebagai dasar untuk melakukan penelitian
atau percobaan, dan perlu diuji kebenarannya

Hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum
yang mengatur hubungan antara individu atau badan
hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan
perdata

Holistik pendekatan yang melihat segala sesuatu
secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagiannya
secara terpisah

Idealisme adalah suatu paham atau keyakinan yang
mengutamakan ide, pemikiran, atau gagasan sebagai
dasar utama dalam memahami dan menjelaskan
realitas
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Ilegal berarti sesuatu yang melanggar hukum atau
tidak sah menurut hukum

Institusi suatu organisasi atau lembaga, bisa formal
maupun informal, yang memiliki aturan, struktur, dan
tujuan tertentu

Intervensi adalah tindakan turut campurnya sebuah
negara secara diktator terhadap negara lain yang
tujuannya adalah untuk menjaga atau pun mengubah
kondisi aktual tertentu

Individu satuan terkecil dari suatu kelompok atau
masyarakat, yaitu satu orang yang memiliki identitas,
pemikiran, dan perilaku unik yang membedakannya
dari orang lain

Intensif sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam
mengerjakan sesuatu untuk mencapai hasil yang
optimal

Infrastruktur fasilitas fisik dan sistem pendukung
yang diperlukan untuk berfungsinya suatu
masyarakat, perekonomian, atau organisasi

Inheren kata sifat yang merujuk pada sesuatu yang
melekat, alami, atau bawaan pada suatu hal, sehingga
tidak dapat dipisahkan darinya

Imunisasi proses pembentukan kekebalan tubuh
terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan
vaksin ke dalam tubuh

Isolasi upaya memisahkan atau mengurung diri dari
orang lain atau lingkungan sekitar




K3 singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Ini merujuk pada wupaya untuk melindungi
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di lingkungan
kerja

Kanker sekelompok penyakit yang ditandai dengan
pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan dapat
menyebar ke bagian tubuh lain

Kesmas singkatan dari Kesehatan Masyarakat
Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak
atau lebih, baik individu maupun organisasi, yang
memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama,
maupun setelah masa kerja

Klinis hal-hal yang berkaitan dengan praktik atau
pengamatan langsung pada pasien di bidang medis
Kode etik seperangkat aturan, prinsip moral, atau
pedoman perilaku yang ditetapkan untuk mengatur
tindakan dan perilaku individu atau kelompok dalam
suatu profesi, organisasi, atau lingkungan tertentu
Konsumen individu atau kelompok yang membeli dan
menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan mereka, bukan untuk
diperdagangkan kembali

Komprehensif menyatakan keadaan dimana sesuatu
dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas
serta memberikan wawasan yang lebih

Konflik suatu keadaan di mana terjadi pertentangan
atau perselisihan antara dua pihak atau lebih, baik itu
individu, kelompok, maupun organisasi
Kontroversial bersifat menimbulkan perdebatan
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Kronis adalahistilah yang digunakan untuk
menggambarkan suatu kondisi atau penyakit yang
berlangsung dalam jangka waktu lama, biasanya lebih
dari enam bulan

Kuratif segala tindakan yang bertujuan untuk
menyembuhkan penyakit atau kondisi medis,
termasuk pengobatan, terapi, dan intervensi medis
lainnya. Contohnya adalah pemberian antibiotik untuk
infeksi, operasi untuk cedera, atau kemoterapi untuk
kanker

Leukemia jenis kanker yang menyerang jaringan
pembentuk sel darah, terutama sel darah putih, yang
berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh

Legislatif adalah salah satu dari tiga cabang kekuasaan
dalam suatu negara, yang memiliki wewenang untuk
membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang
Liberal adalah sebuah ideologi yang menekankan
kebebasan individu sebagai nilai utama

Literasi kemampuan individu untuk membaca,
menulis, berbicara, dan memahami informasi serta
menggunakan pengetahuan untuk memecahkan
masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu proses
produksi, kegiatan, atau aktivitas manusia yang sudah
tidak memiliki nilai ekonomis dan biasanya dianggap
tidak berguna

Lisensi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemilik
suatu hak




Malapraktik adalah tindakan atau praktik profesional
yang tidak memenuhi standar kompetensi profesional
dan mengakibatkan kerugian bagi pasien atau klien
Medis mengacu padasegala sesuatu yang
berhubungan dengan kedokteran atau kesehatan
Moral prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan
baik dan buruk, benar dan salah, yang menjadi
pedoman perilaku manusia dalam menjalani
kehidupan, terutama dalam hubungannya dengan
orang lain dan masyarakat

Normatif adalah sesuatu yang berkaitan dengan
norma, kaidah, atau standar yang dianggap benar atau
seharusnya diikuti dalam suatu kelompok atau
masyarakat

Non-maleficence  adalah prinsip  etika  yang
menekankan kewajiban untuk tidak menimbulkan
bahaya atau kerugian kepada orang lain, terutama
dalam konteks perawatan kesehatan

Objektif menilai atau melihat sesuatu apa adanya,
berdasarkan fakta dan tanpa dipengaruhi oleh
perasaan, pendapat pribadi, atau prasangka

Otonom kebebasan, kemandirian, dan hak untuk
mengatur diri sendiri dalam batas-batas tertentu,
terutama dalam konteks pemerintahan daerah
Otoritas hak atau kekuasaan yang sah untuk
memerintah, membuat keputusan, atau
mempengaruhi orang lain
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Otopsi adalah pemeriksaan medis terhadap jenazah
setelah kematian untuk menentukan penyebab, cara,
dan kondisi kematian

Orientasi proses pengenalan dan adaptasi terhadap
lingkungan baru, baik itu lingkungan kerja, pendidikan,
atau social

Organik sesuatu yang alami, berasal dari makhluk
hidup, atau dihasilkan tanpa campur tangan bahan
kimia sintetis

Parameter karakteristik apa pun yang dapat
membantu dalam mendefinisikan atau
mengklasifikasikan sistem tertentu

Paradigma adalah kerangka berpikir atau cara
pandang yang digunakan seseorang untuk memahami,
menjelaskan, atau menginterpretasikan  suatu
fenomena

Pemikiran Kritis adalah kemampuan untuk berpikir
jernih dan rasional, menganalisis informasi secara
sistematis, dan mengevaluasi argumen untuk
mencapai kesimpulan yang beralasan

Praktik pelaksanaan secara nyata dari sesuatu yang
sebelumnya hanya ada dalam teori atau rencana
Prevalensi adalah ukuran yang menunjukkan
proporsi individu dalam suatu populasi yang memiliki
karakteristik atau kondisi tertentu, seperti penyakit,
pada suatu titik waktu atau periode waktu tertentu
Preventif tindakan atau upaya untuk mencegah
terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu
masalah, penyakit, atau kejadian buruk lainnya




Prima facie berarti sebuah prinsip atau kewajiban
yang, pada pandangan pertama, tampak jelas dan
harus dipatuhi, namun dapat dikalahkan oleh prinsip
atau kewajiban lain yang lebih kuat dalam situasi
tertentu

Probabilitas ukuran yang menunjukkan
kemungkinan terjadinya suatu peristiwa

Proaktif sikap atau tindakan yang mengambil inisiatif
untuk  melakukan sesuatu, terutama dalam
menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan, tanpa
menunggu instruksi atau perintah dari orang lain
Promotif tindakan atau serangkaian tindakan dalam
pelayanan kesehatan yang lebih fokus pada promosi
kesehatan dan pencegahan penyakit

Produktif berarti kemampuan untuk menghasilkan
sesuatu dalam jumlah besar atau mencapai hasil yang
maksimal, baik dalam konteks pekerjaan maupun
aktivitas sehari-hari

Protokol adalah serangkaian aturan, prosedur, atau
standar yang mengatur bagaimana suatu tindakan atau
komunikasi harus dilakukan, terutama dalam konteks
acara resmi, diplomasi, atau jaringan computer
Psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang
berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan
gangguan mental, emosional, dan perilaku

Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang
menggunakan teknologi pencitraan untuk
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mendiagnosis dan memantau penyakit serta kondisi
tubuh manusia

Rematik istilah umum untuk berbagai kondisi yang
menyebabkan peradangan pada sendi, otot, dan
jaringan ikat lainnya

Rehabilitatif upaya untuk membantu individu yang
mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun
mental, agar dapat pulih dan kembali berfungsi dalam
kehidupan sehari-hari

Reintegrasi adalah proses mengembalikan individu
atau kelompok yang terpisah atau terpinggirkan
kembali ke dalam tatanan sosial yang lebih luas, seperti
masyarakat, setelah mengalami pemutusan hubungan
atau keterasingan

Repatriasi adalah pemulangan seseorang atau sesuatu
kembali ke negara asalnya

Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang
kurang menyenangkan, merugikan, atau
membahayakan akibat suatu perbuatan atau tindakan

Sektor adalah sekelompok kegiatan yang memiliki
kesamaan Kkarakteristik, dan biasanya digunakan
untuk mengklasifikasikan aktivitas

Siskamling adalah Sistem Keamanan Lingkungan,
suatu upaya masyarakat untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka




Survei metode pengumpulan data dengan cara
memberikan pertanyaan kepada sekelompok orang
untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik atau
fenomena

Sumber daya segala sesuatu, baik berwujud maupun
tidak berwujud, yang memiliki nilai dan dapat
dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi
kebutuhan dan mencapai tujuan

SPAL adalah Saluran Pembuangan Air Limbah, yaitu
sistem atau fasilitas untuk mengalirkan air limbah dari
sumbernya (rumah tangga, industri, dll. ) menuju
tempat pengolahan atau pembuangan

TB paru, atau Tuberkulosis Paru, adalah penyakit
menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium
tuberculosis dan utamanya menyerang paru-paru
Terapeutik segala sesuatu yang berhubungan dengan
proses penyembuhan

Terkontaminasi berarti suatu benda, tempat, atau zat
telah tercemar atau kemasukan zat asing yang tidak
diinginkan atau berbahaya

Terminologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan
terminologi, yaitu ilmu yang mempelajari istilah dan
penggunaannya dalam bidang tertentu

Transplantasi  adalah prosedur  medis  yang
melibatkan pemindahan organ, jaringan, atau sel dari
satu tubuh ke tubuh lain, atau dari satu bagian tubuh
ke bagian lain pada tubuh yang sama

Transmigrasi adalah program pemerintah Indonesia
yang melibatkan perpindahan penduduk dari daerah
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padat penduduk ke daerah lain yang kurang padat,
dengan tujuan pemerataan penduduk dan
pembangunan

UUD 1945 adalah singkatan dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini
adalah konstitusi atau hukum dasar tertulis yang
menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia

VVIP Very-very Important Person, yang berarti orang
yang sangat-sangat penting

Wabah kejadian luar biasa berupa tersebarnya
penyakit menular pada suatu daerah, di mana jumlah
penderita meningkat secara signifikan melebihi batas
normal yang diperkirakan untuk waktu dan tempat
tertentu, serta berpotensi menimbulkan kerugian yang
besar

WHO adalah  singkatan dari World  Health
Organization atau dalam bahasa Indonesia
disebut Organisasi Kesehatan Dunia

Xenograft adalah transplantasi jaringan atau organ
dari satu spesies ke spesies lain

Yurisdiksi kewenangan hukum yang dimiliki oleh
suatu negara, lembaga, atau pengadilan untuk
membuat peraturan, menegakkan hukum, dan



https://www.google.com/search?sca_esv=38b8b35f2fe0540c&rlz=1C1GCEA_enID1164ID1164&q=World+Health+Organization&sa=X&ved=2ahUKEwiK7biOmfWOAxVtyqACHZVmDwgQxccNegQIIxAB&mstk=AUtExfDNH3Xk9PrTfurUTKyhqvUjSERTdJxN-lj3wcClfTf_7XcoSFjf1hJZPu2POE73gUy1vs7bNsM4OR5xe1RED6cIoK-xP_a6HclnHBWYYGzG_hQ5Z-yz1BpBeloHdNGx1pk&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=38b8b35f2fe0540c&rlz=1C1GCEA_enID1164ID1164&q=World+Health+Organization&sa=X&ved=2ahUKEwiK7biOmfWOAxVtyqACHZVmDwgQxccNegQIIxAB&mstk=AUtExfDNH3Xk9PrTfurUTKyhqvUjSERTdJxN-lj3wcClfTf_7XcoSFjf1hJZPu2POE73gUy1vs7bNsM4OR5xe1RED6cIoK-xP_a6HclnHBWYYGzG_hQ5Z-yz1BpBeloHdNGx1pk&csui=3

mengadili perkara di wilayah atau terhadap subjek
tertentu
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